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ABSTRAK

Nama : R.Danang Siswandono
Program Studi : Magister llmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Terhadap Pembatasan Pelabuhan Dalam Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-
DAG/PER/12/2008 Terkait Dengan Perdagangan Internasional

Tesis ini mencoba melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam WTO terkait
dengan adanya pengecualian-pengecualian yang memperbolehkan suatu negara
angpota WTO menyimpang dari aturan yang ada. Indonesia sejak meratifikasi
WTO, selain untuk kepentingan nasional juga harus menyeleraskan kebijakan-
kebijakan yang ada agar sesuai dengan yang diamanatkan WTO. Pembatasan yang
dibuat oleh suatu nepara pada prinsipnya tidak diperbolehkan namun
perkembangan yang terjadi akibat pengaruh kepentingan intermasional sangat
mempengaruhi kebijakan yang dibuat untuk kepentingan nasional dengan
pertimbangan sebagai bentuk dari perlindungan terhadap industri domestik
sehingga para regulator harus dituntut untuk membuat kebijakan yang bijaksana
yang bertujuan untuk meminimalisir adanya ketidakharmonisasian antara
kepentingan intemmasional dengan kepentingan nasional.

Kata Kunci :
Periindungan Industri Domestik, Keselarasan Ketentuan WTQO, Pembatasan

vil
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ABSTRACT

Name : R.Danang Siswandono
Study Program : Law Magister
Title . Study of Port Limitation in The Regulation of The Trade

Minister of The Republic Indonesia, Number 56/M-
DAG/PER/12/2008 Concerned With International Trade.

This thesis attempts to observe the regulations which are stated in WTO deal with
the exceptions of WTO’s members to cross the regulations. Since ratified WTO,
Indonesia has to harmonize its regulations to the WTO. Basically, The limitations
which are made by a country are not allowed. However, international’s interests
are very influencing the policy that is made for national’s interest. Therefore,
regulators ought to make wise policies which is aimed to minimalize the
disharmonization between international’s and national’s interests.

Key words:
Domestic protection, Harmonize, Limitation
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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

World Trade Organization (WTO)} atau Organisasi Perdagangan Dunia
merupakan satu-satunya badan intermasional yang secara khusus mengatur
masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur
melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan
internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-
negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota
yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan
perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuannya adalah
membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan

pe:rdagangan.l

WTO berdiri secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995 setelah berakhirnya
Urugnay Round (Putaran Uruguay)® yang telah berlangsung selama 8 tahun. WTQO
pada dasarnya bertujuan untuk mendorong perdagangan antar negara dan
menghapus berbagai hambatan perdagangan dunia. WTO juga memiliki fungsi

sebagai forum neposiasi dan penyelesaian sengketa diantara para anggotanya.’

! Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trude Organization), ed. 4, (Jakana;
Direkroral Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Entelekiual, 2007), him |.

? Putaran Uruguay, tidak seperti sebelumnya, merupakan saw pakel dimana para ncgara
pescria harus menerima kescluruhan isi hasil perundingan tersebut. Untuk alasan ini, maka
pefjanjian pendukung (supporting aggrements) terutama ansi dumping dan subsidi, digunakan
istilah “agreements™ bukan lagi “Codes™. Clive Stanbrook dan Philip Bentley, Dianping and
Subsidies (The Law and Procetures Governing the Imposition of Anti dumping and
Countervaifing Duties in European Community), Ed.3, (London: Kluwer Law Inlcrnational Ltd,
2005), hlm 4,

* Berdasarkan Pasal 11T Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO yaitu pertania,
memlasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksanaan dan Persetujuan WTO seria perjanjian-
perjanjian muililateral dan plurilateral rambahannya, kedua sebagai forum perundingan
perdagangan antara sesama negara anggota mengenai permasalahan yang terjadi yang telah atau
belum tercakup dalam Persetujean WTO, ketiga sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa
WTO, keempat sebagai administrasi dari mekanisime tinjawan atas kebijakan perdagangan dan
yang kclima melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-
organisasi non permnerintah,

UNIVERSITAS INDONESIA
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Saat ini WTO telah memiliki anggota sebanyak 153 negara dan banyak negara-

negara lainnya yang sedang dalam proses aksesi masuk keanggotaan dari WTO.

Indonesia merupakan salah satu nepara penandatangan Agreement
Establishing The World Trade Organization. * Kemudian, agreement tersebut
telah diratifikasi pada tahun 1994 melalui Undang-Undang Nomor7 tahun 1994
tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian,
Indonesia telah menerima keseluruhan hasil perundingan Putaran Uruguay
sebagai satu paket dan terikat untuk mematuhi serta menjalankannya sesuai aturan
yang telah disepakati dalam persetujuan tersebut.’ Pada perundingan Putaran
Uruguay yang berfangsung sejak bulan September 1986 dan berakhir pada bulan
April 1994° mempunyai tujuan untuk membendung gejala proteksionisme yang

semakin timbul dan semakin muncul dalam berbagai variasi.’

Aturan-aturan yang yang telah disepakati dalam Persetujuan WTO
meliputi berbagai hal atau bidang. Beberapa diantaranya adalah Persetujuan
Hambatan Teknis pada perdagangan (Agreements on Technical Barriers ro
Trade/TBT Agreements) dan Persetujuan Perijinan Impor (dgreements on Import
Licensing Procedures/ILA). TBT Agreements mengatur regulasi, standar, teknik
pengujian dan prosedur serlifikasi dalam suatu Negara tertenlu sedangkan ILA
mengatur prosedur administratif yang digunakan sebagai persyaratan dalam
proses impor baranpg, persetujuan-persetujuan tersebut dibuat agar dalam

melakukan perdagangan antar negara tidak menjadi suatu hambatan dalam

* Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement), dan
dilengkapi dengan 4 Annex. Keempat Anney itu terdin dan :
Annex | 1 A, Multilateral Agreement on Trade in Goods (terdiri dari GATT 1994 dan dua
belas agreement lainnya);
B. the GATS Agreement;
C. the TRIPs Agreement;
Annex 2 : Understanding on Rules and Procedures Governing the Setifement of Dispuies,
Annex 3 ; Trade Policy ReviewMechanisnr;
Annex 4 : Plurilateral Trade Agreements (terdiri dari empal agreement).
* Kecuali plurilateral agreemens sebagaimana tercanum dalam ammex 4 Persetujuan
WTO.
¢ H.S. Karladjoemena, GATT 1994-WT0 dan Hasil Urugray Round, (Jakarta: Ul Press,
1997), hal.3.
T Ibid,
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perdagangan internasional.® Setiap Negara anggota WTO diberikan keleluasaan
dalam membuat kebijakan-kebijakan intemnal namun dalam pembuatannya harus
merujuk kepada ketentuan-ketentuan WTO agar hasil dani kebijakan tersebut tidak
menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional dan harus berdasarkan
prinsip-prinsip dalam WTO,? karena setiap negara mempunyai standar nasional
dan regulasi teknis yang dalam implementasinya dapat merpakan hambatan

teknis bagi negara lain dalam perdagangan.'

Dalam makalah “Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala
Sosiologis Ratifikasi WTO™ yang ditulis oleh Agus Brotosusilo terdapat 5 (lima)
prinsip dasar GATT 1994/WTO yaitu : "'

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota (Most Favoured Nations
Treatment-MFN).

Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1994 1994 yang mensyaratkan semua
komitman yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT 1994-WHO
harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTOQO (azas
non diskriminasi} tanpa syarat. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan
unfuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara

dibandingkan dengan negara lainnya.
2. Pengikatan Tarif (Tariff binding)

Prinsip ini diatur dalam Pasal Il GATT 1994 1994 dimana setiap negara
anggota GATT 1994 atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat
bea masuk atau tarifnya harus diikat (legally bound). Pengikatan atas tarif ini
dimaksudkan  untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis
perdagangan internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak
diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikan tingkat tarif

bea masuk.

® Huala Adolf, Fhkum Perdagangan Internasional, (Bandung: PT.Rajawali Pers, 2009),
hlm 39.

? Ibid.

" BAPEKIN, Penpusunan Peramran Teknis Terkait Dengan Technical Barriers
Agreement, | \tp:frwww. bsn.go.id/bsn/aciivity.php?id=i9511, diunduh pada tanggal 5 Oktober
2009,

"' Departemen Perdagangan, WTO dan Sistem Perdagangan Dunia, Ohtip:/iwww.

depdag. go.id/files/publikasi/dikipi/iVTO. .m0, diunduh pada (anggal 30 Maret 2010,
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Perlakuan nasional (National treatment)

Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1994 1994 yang mensyaratkan
bahwa svatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara
diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negri (produk yang
sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang
dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negri,
undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan,
penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan
produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran,

pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri.
Perlindungan hanya melalui tanif.

Prinsip ini diatur dalam Pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan
atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Negara-negara
anggota WTO umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi
industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukkan bagi negara
yang bersangkutan. Meskipun diperbolehkan penggunaan tarif ini tetap tunduk
kepada ketentuan-ketentuan GATT 1994. misalnya saja pengenaan atau
penetapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada
komitmen tarifnya kepada WTQ., '?

Perlakvan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (Spécia! dan

Differential Treatment for developing countries — S&D).

Untuk meningkatkan partisipasi nagara-negara berkembang dalam
perundingan perdagangan intemasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu
prinsip GATT 1994/WTO. Pentingnya kedudukan prinsip ini dapat dilihat
dari hasil Deklarasi Doha sebagai awal diluncurkannya Putaran Doha."”

Deklarasi Doha memandang masalah S&D ini dengan menegaskan bahwa: "

"2 Lihat Pasal XXVIIT GATT 1994

! Pengakuan atau bahkan penekanan akan pentingnya S&D ini selanjutnya juga kembali
ditegaskan oleh negara-negara anggola WTO dalam July Package dan juga Hong Kong
Ministerial Declaration.

'* Departemen Luar Negeri, op. cit., him 75.
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1. S&D merupakan bagian integral dari persetujuan-persetujuan WTQ;"
2. semua perundingan dan aspek-aspek dalam program kerja Doha harus
mempertimbangkan prinsip S&D tersebut;'® dan
3. semua ketentuan mengenai S&D harus ditinjau kembali untuk
membuatnya lebih precise, efektif dan operasional. 17
dalam persetujuan-persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur
perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang
anggota WTO untuk melaksanakan persetujuyan WTO. Prinsip S&D ini
merupakan prinsip universal yang tefah dianut oleh WTO. Selain menjiwai
persetujuan-persetujuan yang ada, prinsip ini juga menjiwai perundingan
yang dilakukan dalam forum WTQO. Keefektifan ketentuan S&D sangat
menentukan bagi negara berkembang guna menjembatani celah yang ada
karena ketidaksetaraan. Dengan ketentuan S&D yang dilaksanakan secara
efektif, maka dapat dikatakan kepentingan negara berkembang telah

terakomodir.

Selain itu pula prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah adanya
periindungan yang berlebihan (profeksionisme) dari suatu negara terhadap
produk-produk industri domestiknya. Proteksionisme adalah suatu pemberlakuan
dengan sengaja hambatan-hambatan impor untuk memberikan kekuatan
persaingan bagi produsen domestik yang kurang efisien dalam menghadapi

produk luar negeri. '®

Dalam mencapai tujuan peningkatan perdagangan dunia, maka diperlukan
suatu perjanjian internasional sebagai suatu ketetapan formal yang dapat
menetapkan aturan-aturan main yang disepakati secara multilateral sehingga
perdagangan dunia dapat berjalan secara transparan, berkurangnya hambatan yang

menganggu keterbukaan pasar, serta penyempurnaan peraturan yang mengatur

' Paragraph 40 Doha Declaration
' Paragraph 50 Doha Declaration
'" Paragraph 40 Doha Declaration

'®  Departemen Perindusirian dan Perdagangan, Kamus Lengkap Perdagangan
Internasional, {Jakarla: Direktorat Jenderal Perdagangan Inlcrnasional, 98), him 302,
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perdagangan internasional. Keterbukaan imi berpengaruh pada peningkatan

masuknya barang dari luar ke dalam negeri, yang biasa disebut dengan impor.'?

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang
Ketentuan Impor Produk Tertentu Ketentuan Impor Produk Tertentu,

menyebutkan bahwa: 2

“Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat
dilakukan melalui:
a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung
Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Sockarno Hatta di
Makassar dan Dumai di Dumai; dan/atau
b. seluruh pelabuhan udara internasional”.
Impor Produk Tertentu tersebut adalah produk-produk yang terkena ketentuan
impor yang meliputi elekironika, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, dan

produk makanan dan minuman.

Pelabuhan meripakan tempat pemberhentian {(terminal) kapal setelah
melakukan pelayaran. Di pelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti
menaik-turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan
air tawar, melakukan reparasi, mengadakan perbekalan, dan sebagainya. Untuk
bias melaksanakan berbagai kegiatan tersebut pelabuhan harus dilengkapi dengan
fasilitas seperti pemecah gelombang, dermaga, peralatan tambatan, peralatan
bongkar muat barang, gudang-gudang, halaman untuk menimbun barang,

perkantoran baik, untuk pengelola pelabuhan maupun untuk maskapai pelayaran,

'* H.S. Kartadjocmena, GATT 1994 dan VIO Sistem, Forum, dan Lembaga Iniernasional
di B;dang Perdagangan, (Universilas Indonesia, Depok, 1996), hlm.3.

Depantemen Perdagangan lelah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Permendag ini merupakan
penycmpurnaan atas Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008 dan yang telah dirubah masa
berlakunya melalui Permendag Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008. Penycmpumazan dilakukan
setelah mendengar pandangan berbagai pihak, sehingga dalam Permendag Nomor  56/MV-
DAG/PER/12/2008 dilakukan penyempumaan persyaratan mendapalkan lmportir Terdaftar,
penegasan cakupar produk di dalam lampiran dan beberapa pengecualian sesuai dengan
pengecualian pengaturan dalam UU Kepabeanan yang berlaku dan pada perkembangannya
Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/I2/2008 mengalami perebahan dengan dikeluarkannya
Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 yang menambahkan akses masuk barang impor
lertentu yang sebelumnya hanya dapat melalui lima pelabuhan menjadi enam pelabuhan,
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ruang tunggu penumpang, perlengkapan pengisian bahan bakar dan penyediaan

air bersih, dan lain sebagainya. *'

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan, yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari
daralan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomt dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjag

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 22

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar WTQO bahwa negara-negara anggota
WTO dilarang melakukan pembatasan-pembatasan yang bersifat membatasi
perdagangan antar Negara terhadap sesama negara-negara anggota WTO. Hal ini
bertujuan agar perdagangan internasional menjadi lebih saling menguntungkan
antar negara WTO namun dengan adanya pembatasan pelabuhan laut di Indonesia
menyebabkan beberapa impor produk tertentu yang berdasarkan Pasat 5 ayat (1)
Peraturan Menteri Perdagangan tersebut hanya dapat masuk ke dalam Negara

Indonesia melalui enam pelabuhan tersebut.

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut dan dengan melihat dari Pasal
XVI butir 4 dari Perjanjian Pembentukan WTO yang menyatakan:
“"Each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and

administrative procedwres with its obligations as provided in the annexed
Agreemenis."

Ketentuan Pasal tersebut menjadi indikator penting bagaimana WTO mewajibkan
negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan atau hukum
perdagangannya dengan aturan-aturan yang termuat dalam Annex perjanjian
WTO. Di dalam kerangka 7BT Agreements bahwa technical regulations yang
dibuat oleh suatu negara anggota harus menjamin bahwa peraturan teknis disusun,
ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan dampak

menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Untuk

n Bambang Triatmedjo, Pefabuhan,, cetakan ke-8, (Yogyakara: Beia Offser, 2008),
hlm 2-3.

*2 R.P. Suyono, Shipping: Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melahdi Laut, ed. 2,
cetakan {, (Jakarta: Pencrbit PPM, 2003), hlm 1.
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keperluan im, peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan, dari
pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya yang sah. * Apabila melihat
dari ILA bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
56/M-DAG/PER/12/2008 mendapat tanggapan dari Amerika Serikat dan
European Communities dalam hal pembatasan pelabuhan yang tercantum dalam
Pasal 5, hal ini bertolak belakang dari penolakan 200 lisensi impor sehingga
sepertinya Indonesia di duga melakukan hambatan dalam perdagangan

internasional.

Disebutkan pula dalam ketentuan Pasal XVI pembentukan WTO juga
mewajibkan negara anggotanya untuk menyesuaikan administrative procedures-
nya (birokrasi) sesuai dengan administrative procedure-nya WTO, * maka
penelitian ini ditujukan untuk melihat implementasi ketentuan Pasal 5 dari
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-
DAG/PER/12/2008 dengan kelancaran perdagangan akibat adanya pembatasan
pelabuhan internasional tersebut terkait dengan ketentuan WTO dan kemudian
melihat apakah pembatasan pelabuhan laut intenasional di Indonesia dapat

dikategorikan sebagai hambatan non tarif.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini,

disusun perurnusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan non-tariff barriers dalam perdagangan

intemmasional?

2. Bagaimanakah pengaturan pembatasan pelabuhan dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang

Ketentuan Impor Produk Tertentu?

* Tujuan sah tersebut antara lain, persyaratan keamanan nasional; pencegahan prakrck
vang menyesatkan; perlindungan kesehatan atae keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan
hewan atau tanaman, atau lingkungannya.

** Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, {Bandung: PT.Rajawali Pers, 2009),

him 39
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3. Bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan
WTO terutama dalam TBT Agreements dan ILA?

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perdagangan internasional merupakan perdagangan lintas batas, dimana
melibatkan lebih dari satu negara didalamnya. Dalam sistem perdagangan
multilateral World Trade Organization (WTQ), negara-negara yang tcrlibat
didalamnya sangat banyak dan dapat dikelompokkan sebagai negara maju dan
negara berkembang secara eksplisit WTQO menyebutkan atau membedakan dua

kelompok negara ini.

John Rawls mengembangkan konsep distributive justice” sebagat panduan
untuk alokasi manfaat dan beban dari aktivitas ekonomi atau yang dikenal dengan
Justice as Fairness-nya melalui “different principle”. ** Konsep dari prinsip ini

adalah;

The difference principle allows aflocation that does not conform to strict equality
so long as the inequality has the effect that the least advantaged in society are
materially better off thar they would be under stricr equality.

Berdasarkan prinsip ini maka alokasi tersebut dapat alau boleh diberikan tidak
sesuai dengan stwrict equality sepanjang ketidaksetaraan tersebut memberikan
dampak yang lebih baik kepada masyarakat yang kurang beruntung (feast
advantage) dibandingkan dengan diberikan secara strict equality. * Berdasarkan

konsep tersebut maka dapat ditarik prinsip dari konsep ini yaitu: prinsip

* Theory of Justice terdiri dari Distributive Justice dan Rectificatory Justice. Distributive
Justice adalah suatu peristiwa apabila hukum dan instiwsi-instimsi publik mempengaruhi alokasi
manfaat-manfaat social sedangkan Rectificatory Justice adalah ukuran dari prinsip-prinsip 1eknis
vang mengatur pencrapan hulum alau dapat dikatakan inti dan Rectificatory Justice meliputi
pemufihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar,

% «The Law of Peoples: By John Rawls” Houston Journal of International Law, (2001).

*" Strict Equality adalah perlakuan keselaraan dalam svalu peristiwa hukum, adanya
persamaan lidak melihat perbedaan yang ada.
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kebebasan berdasarkan persamaan (equal [liberty) dan prinsip perbedaan
(difference). ™

1 shall be satisfied if it is possible to fornmlate a reasonable conception of justice
Jfor the basic structure of society conceived for the time being as « closed system
isolated from other societies.”

Dari pernyataan tersebut, maka penerapan prinsip ini dapat dijadikan landasan
dalam menyetarakan negara berkembang dengan negara maju dalam
perkembangan perdagangan internasional. Dengan hal ini diharapkan negara
berkembang bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama ekonomi sehingga dapat
terjalin hubungan multilateral yang harmonis dan transparan dan terkait dengan
General Agreement on Tariff and Trade (GATT 1994) bahwa semua negara
anggota harus menghindarkan penggunaan hambatan non-tarif dan menekan
hambatan tarif serendah mungkin. Walaupun pada dasarnya suatu negara
mempunyai hak dalam membuat kebijakan-kebijakan nasional namun kebijakan-

kebijakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari WTO.

Berikut ini akan diuraikan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam
penelitian  ini dengan tujuan menghindarkan perbedaan pengertian dan
memperoleh pemahaman yang sama, adapun definisi-definisi dari istilah-istilah

tersebut tersebut adalah sebagat berikut:

a. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization adalah
persetujuan bembentukan the Weorld Trade Organization (WTQ) yang
ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 14 April 1994,

b. World Trade Organization (WTO) adalah Organisasi Perdagangan Dunia
merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur
masalah perdagangan antar negara; g,

c. Technical Barriers to Trade adalah suatu spesifikasi yang menyatakan

karakteristik-karakteristik yang ditetapkan harus dipenuhi suatu produk impor.

8 J. Garcia, “The Law of Peoples: By John Rawls" Houston Journal of Internationaf
Law, (2001} dalam Nandang Sumrisno, “Eksistensi Ketentuan Khusus WTO,”
Lihttp:/inandang.staffuii.ac.id/2008/08/28/ariikel/0, 12 Qkrober 2009.

¥ John Rawls, 4 Theory of Justice (Harvard: Harvard Univ. Press, 1972) .

*® Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trade Organizarion), ed. 4, (Jakarta:
Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), him |.

UNIVERSITAS INDONESTA

Kaijian terhadap pembatasan ..., Danang Siswandono, FH Ul, 2010



Hambatan teknik dalam perdagangan akan mengakibatkan penambahan biaya

produk, sehingga akan mempengaruhi daya saing pasar; A

d. Technical regulation is document which lays down product characteristics or
their related processes and production methods, including the applicable
administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also
include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or
labeling requirements as they apply to a product, process or production
method. 2

e. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat Kkegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,
naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan
tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra-dan antar moda transportasi.33

f. Pelayaran adalah satu kesatuan yang terdiri atas angkutan di peratran,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan
maritim, **

g. Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan
dan perairan pedalamannya. **

h. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus
lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan
berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong

perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang

wilayah, *¢

M Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan, Kammus Lengkap Perdagangan

Internasional, (Jakana; Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, 98), him .355.
? Annex I: Terms and Their Definitions For The Purpose Of TBT Agreements
* Pasal | Undang-undang Nomor!7 1ahun 2008 tentang Pelayaran.
¥ 1bid.
* Ibid.
% Ibid.
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Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah sustu sitem kepelabuhanan yang
memuat peran,fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan

Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan dengan sektor lainnya. *

Metodologi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan berdasarkan atas fakta-fakta yang ada

dalam kenyataan kemudian dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku

untuk ditarik suatu kesimpulan terhadap fakta-fakta tersebut.®® Jenis penelitian

dalam tesis ini adalah kajian hukum normatif, karena melakukan pendekatan dari

perspektif hukum, kaidah-kaidah hukum dan norma-norma dalam memahami

pencrapannya dan juga akan menghasilkan kajian yang bersifat perspektif kritis. *°

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui:

d.

Wawancara dengan pejabat terkait yang mengetahui tentang penerapan dari
Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008.

Mengumpulkan peraturan, buku serta artikel-artikel yang berkaitan dengan
TBT Agreements, /LA dan pemberlakuan Permendag Nomor  36/M-
DAG/PER/12/2008.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari sumber-

sumber melalui:

8

Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan-baban hukum yang mengikat
misainya peraiuran perundang-undangan,® Perundang-undangan yang terkait
dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisast Perdagangan Dunia), Undang—Undang Nomor 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang - Undang Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran Tanggal 7 Mei 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64), Peraturan Menteri Perdagangan

37 gy
1hid.
i Agus Brotosusilo, et al., Penulisan Hukwm: Bulu Pegangan Dosen. (Jakaria:

Konsorsium [lmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), him. 8.

¥ Agus Brotosusilo (2), Materi Kufiah Filasafat Hukum dan Teori Hukum bidang Fhkum

Ekonanmi, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, (Jakarta:FH-UI, 2005), him. |

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukim, (Jakaria: Ul-Press, 1986), him. 112,
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Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan
Impor Produk Tertentu.

Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memuat
tentang penjelasan dari bahan hukum primer,* yaitu buku-buku, artikel dan
jumal yang berkaitan dengan Technical Barrier of Trade, import Licensing
Agreements dan mengenai pelabuban di Indonesia.

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekundcr seperti
kamus hukum dan ensiklopedi hukum®® yaitu antara lain Kamus hukum,

Kamus Lengkap Perdagangan Internasional dan Black’s Law Dictionary.

5.  Tujuan

I

Menganalisa mengenai kriteria-kriteria hambatan non tarif apa saja yang

termasuk di dalam ketentuan-ketentuan WTO;

Menganalisa mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 apakah sudah sesuai dengan prinsip

transparansi;

Menganalisa mengenai pembatasan pelabuhan laut di Indonesia terkait

hambatan non tarif dalam ketentuan WTO ;

6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini dimaksudkan untuk:

L.

Memahami pembatasan-pembatasan dalam perdagangan internasional dan
tidak menyimpang dari ketentuan WTO,
Memahami tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan hambatan yang

terdapat dalam 7BT Agreements dan ILA;

“! tbid, hlm,52.
 Soerjono Sockanlo, Penelitian Hulaun Normatif (Suam Tinjauan Singkat), {(Jakarta, PT.

Raya Grafindo Persaja, 1985, Hal.14.
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3. Memahami peranan pemerintah nasional dalam membuat kebijakan-

kebijakan yang harmonis sesuai dengan ketentuan WTO;

7. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan tesis ini penulis membagi penulisan ini kedalam lima bab

yang terdini dari:

1. Bab Pertama, yang merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang
permasalahan, perumusan masalah, kerangka teori, kerangka konsepsional,
metodologi penelitian yang dipergunakan, mjuan penelitian dan sistematika
penelitian,

2. Bab Kedua, membahas tinjauan mengenat prinsip-prinsip dalam ketentuan
WTO, beserta pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam WTO,
membahas mengenai ruang Agreements on Technical Barriers to Trade (TBT
Agreements) beserta ruang lingkup, pelaksanaan T7BT Agreements dalam
negara berkembang dan hubungan dengan perjanjian WTO lainnya dan juga
membahas mengenai Agreements on Import Licensing (ILA) termasuk dengan
jenis-jenis lisensi impor, komite dalam ILA dan kemudian memhasa mengenai
kewajiban notifikasi dalam ketentuan WTO.

3. Bab Ketiga, akan membahas mengenai perkembangan pelabuhan, peranan dan
pelabuhan termasuk pengcﬁian dan landasan yuridis dari pelabuhan yang
dikaitkan dengan kebijakan dalam pembatasan pelabuhan yang diterapkan
melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 356/M-DAG/PER/12/2008
Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu Ketentuan Impor Produk Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2008 dan membahas mengenai
organisasi internasional terkait dengan mternational Ship and Port Facility
Security Code(ISPS Code).

4. Bab Keempat, akan membahas perinasalahan mengenai kebijakan Indonesia
melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-
DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dalam hal
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pembalasan pelabuhan laut sebagai sarana perdagangan internasional terkait
dengan TBT Agreemenis dan ILA,
5. Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas

penelitian ini.
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BABII

RUANG LINGKUP KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION
TERKAIT DENGAN NON-TARIFF BARRIERS

1. Prinsip-Prinsip Dalam World Trade Organization
Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan
Pembentukan QOrganisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara resmi menjadi
anggota The World Trade Organization (WTQ). WTO mempunyai tujuan yang
dapat dilihat pada preambule yaitu; *

Recognizing that their realtions in the field of trade and economic endeavour
should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full
employment and a large and steadily growing volume of real income and
effective demand and expanding the production of and trade in goods and
services, while allowing for the optinal use of the world’s resources in
accordance with the objective of sustainable development, seeking both to
protect and preserve the environtment and to enhance the means for doing so
in manner consistent with their respective needs and concerns at different
levels of economic development

Ketentuan yang ada dalam The Vienna Convention on The Law of
Treaties, May 23, /969 ini berlaku terhadap hasil-hasil Uruguay Round yang di
implementasikan di dalam WTO. Sebagai konsekuensi apabila pemerintah
Imdonesia meratifikasi* konvensi tersebut maka semua produk perundang-

undangan nasional RI harus mengacu pada prinsip-prinsip liberalisasi

* Ada empat tujuan utama yang hendak dicapai GATT 1994,yait (1) meningkatkan taraf
hidup umat manusia {2) meningkalkan kesempatan kerja (3) meningkatkan pemanfaatan kekayaan
alam dunia;dan {4) meningkatkan produksi dan tukar menukar barang. Dalam mencapai tujuannya
maka GATT 1994 mempunyai fungsi sebagai perangkal ketentuan atau pedoman negara anggota
dalam melakukan transaksi perdagangan intemasional, sebagai suatu tempal perundingan dalam
melakukan perdagangan dan scbagai tempat penyelesaian sengkela negara-negara anggola apabila
terjadi permasalahan datam perdagangan imernasional.

* Berdasarkan The Vienna Convention on The Law of Treaties, May 23, 1969 ratifikasi
menimbulkan akibat hukum eksternal maupun iniemal bagi negara yang melakukannya, likat Agus
Brotosusilo, Materi Kuliah Teori Hukum: Hukwm Perdagangan Internasional, Ringkasan
Disertasi: Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hidkim
Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan
Safegnard, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, Hal.2
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perdagangan sebagaimana dirumuskan dalam WTO.* Meskipun Indonesia belum
meratifikasinya namun kaedah-kaedah yang ada dapat dianggap sebagai hukum
kebiasaan internasional yang berlaku di lingkungan masyarakat internasional *¢
dan Indonesia harus melakukan penyesuaian berbagai peraturan kebijakan
perdagangannya menurut ketentuan WTO. Karena dengan adanya ratifikasi
tersebut, WTO telah menjadi bagian dari perundang-undangan domestik kita
dimana Indonesia wajib memenuhi semua kewajiban dalam perjanjian WTO
secara konsisten dan menyesuaikan segala peraturan dan kebijakan nasional yang
belum serast dengan instrumen-instrumen yang terdapat dalam perjanjian
perdagangan WTO.Y

Akibat hukum secara eksternal adalah bahiwa melalui tindakan ratifikasi
berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang
dibebankan sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi Negara yang
bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan. Akibat hukum
internal ini tidak terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasional agar sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan,
namun juga harus disertai dengan jaminan bahwa hukum nasional tersebut
diterapkan dengan konsisten atau dengan kata lain hukum terscbut harus efektif, %

Setiap Negara anggota WTO diberikan keleluasaan dalam membuat
kebijakan-kebijakan internal namun dalam pembuatannya harus berdasarkan
prinsip-prinsip dalam ketentuan WTO. Prinsip-prinsip dalam ketentuan WTO
sangat banyak sehingga ada beberapa yang menyimpulkan mengenai prinsip-
prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam WTO
adalah: **

1.  Most Favoured Nation (Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang)

* Ihid.

* Ihid,

T \World Trade Organization "’ <hitp:/hnviv.dephego.id?category_id=15&news_org_id
=128&eorg_id., diakses langgal |8 Mei 2009.

*¥ Agus Brotosusilo, Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis
Ralifikasi WTO, 1995,

A Deparlemen Luar Negeri, Sekilas WI'Q (World Trade Organization), ed. 4, (Jakara:
Direklorat Perdagangan, Perindustrian, Tnvestasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), him 3.
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Negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasi mitra-mitra
dagangnya, misal keringanan yang diberikan pada produk suatu Negara harus
diberikan pula kepada produk impor dari miira dagang Negara anggota
lainnya.

National Treatment (Perlakuan Nasional)

Negara anggota wajib memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor
dan lokal. Prinsip ini merupakan kewajian dalam GATS yang mana negara-
negara secar eksplisit harus menerapkan prinsip ini terhadap jasa-jasa atau
kegiatan jasa-jasa tertentu. Oleh karena itu prinsip ini pada umumnya
merupakan hasil dari negosiasi atau perundingan di antara negara-negara
anggota, *°

Transparency (Tranparansi/keterbukaan}

Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap
berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan dalam melakukan
kegiatan perdagangan. Banyak aturan-aturan dalam perjanjian WTO memuat
prinsip transparansi yang mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk
mengumumkan pada hingkup nasional dengan menerbitkan pada lembaran-
lembaran resmi negara atau dengan cara memberitahunkannya kepada WTO.

51

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan perdagangan antar negara

dapat sesuai dengan semangat dari ketentuan WTO yaitu mendorong arus

perdagangan antarmegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagi hambatan

yang menganggu kelancaran perdagangan. 52

. Pengecualian dalam General Agreements on Tariff and Trade (GATT 1994)

Terdapat pengecualian dari prinsip—prinsip GATT 1994-WTO dengan tujuan

untuk mencegah adanya perlindungan yang berlebihan dari suatu negara terhadap

produk-produk industri domestiknya.

0 Huala Adolf, Hukiem Perdagangan internasional, {Bandung: PT.Rajawali Pers, 2009),

him 112-113.

) thid, hlm 116.
2 Op.Cit, hlm 1.
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a. Pengecualian dari prinsip Most Favoured Nation (MFN), yaitu,

1.

AN S o

Historical Preferences,”

The Generalized System of Preferences (GSP); ™

Anti Dumping and Countervailing Duties; >

Quantitative Restriction*®

National Securiry;

Retaliation yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan nullification and
impairment’®

Dalam Pasal XXV ayat 5 GATT 1994 dikecualikan anggota dapat
melepaskan kewajiban termasuk kewajiban MFN selama keputusan
tersebut disetujui oleh dua pertiga dari pemberi suara dan lebih dari
setengah anggola;

Dispensasi dari kewajiban yang diatur dalam Pasal XX GATT 1994
berkaitan dengan aturan dari anggota;

Otorisasi pembentukan custom union dan free trade area yang diatur Pasal

XXIV GATT 1994,

b. Prinsip larangan pembatasan kuantitatif

1.

Negara yang mengalami kesulilan neraca pembayaran diijinkan untuk
membatasi impornya dengan cara kuota™

Apabila industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang
serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh
tidak tunduk pada prinsip ini®

Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional
negara pengimpor, negara tersebut diijinkan untuk membebaskan diri dari

kewajiban tunduk pada prinsip ini®

*3 Lihat Pasal [ (1) dan (2) GATT 1994,

 Lihat Bagian IV GATT 1994,

*% Lihat Pasal VI GATT 1994.

38 Lihat Pasal XTI, Pasal XVII dan Pasal XIV untuk alasan kescimbangan pembayaran.

%7 Lihat Pasal XXI GATT 1994,

%8 Lihat Pasal XXTI GATT 1994 termasuk pula dalam ketentuan safeguard dapat dilihat
dalam Pasal XIX (3.a) GATT 1994.

* Lihat Pasal XXII-XIV GATT 1994.

% Lihat Pasal XIX GATT 1994.

¢! Lihat Pasal XX dan Pasal XXI GATT 1994. Merupakan Pasal escape clause.
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Dalam Pasal XX memberikan pengecualian umum (general exception) yang
mana pengecualian-pengecualian ini dimungkinkan dilakukan oleh suvatu negara
dengan menanggalkan aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban berdasarkan

GATT 1994, Pengecualian ini diperlukan terhadap tindakan-tindakan dalam hal: *

1. Melindungi moral masyarakat;

. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman;
. Impor atau ekspor emas atau perak;

. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;

. Produk-produk yang berasal dari hasil kerja para narapidana;,

. Perlindungan kekayaan nasional, kesenian, sejarah atau purbakala;

. Konservasi kekayaan alam yang dapat habis;

oo =1 N W R L N

. Dalam kaitannya dengan adanya kewajiban-kewajiban yang timbul dar

perjanjian komoditi antar pemerintah.

Selain itu pula dalam Pasal XXI juga membenarkan suatu negara dalam
menanggalkan kewajibannya berdasarkan GATT 1994 dengan alasan keamanan
(security exception) dan dapat dikatakan bahwa Pasal XX dan Pasal XXI
merupakan escape clause. ® Pengecualian dalam prinsip GATT 1994 merupakan
dasar pengecvalian dari ketcntuan-ketentuan WTO lainnya termasuk TBT

Agreements® dan ILA.%

** Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Bandung: PT Rajawali Pers, 2009),
him 124-125.

@ Dikatakan sebagai Pasal-Pasal escape clause dikarenakan negara-negara lerutama
negara berkembang dalam melakukan penyimpangan dari aturan-aturan dalam GATT 1994
menggunakan Pasal XX dan Pasal XXI sebagai alasan dalam menangguhkan atau menanggalkan
kewajiban-kewajibannya berdasarkan GATT 1994,

! Dalam Pasal 2.2 TBT Agreements dijelaskan bahwa;

"...peraturan 1eknis tidak boleh lebih menghambat perdaganpan, dari pada yang
diperlukan untuk memenuhi juannya yang sah, dengan memperimbangkan risiko yang akan
limbul seandainya ketentuan lersebut tidak dipenubi. Tujuan sal lersebut antara lain, persyaralan
keamanan nastonal; pencegahan prakick yang menyesatkan; perlindungan kesehatan atau
keselamatan manusia, kehidupan atau keschatan hewan atau lanaman, atau lingkungannya.”

% Dalam Pasal 1.10 ILA discbutkan bahwa:

“Sehubungan dengan pengecualian demi keamanan, ketentuan-ketentuan Pasal XXI
berlaku.”
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3. Hambatan Non-tarif dalam Perdagangan Internasional

Bentuk-bentuk hambatan dalam perdagangan barang yang kerap menjadi
bahan kajian dalam sistem perdagangan bebas adalah bentuk tariff®® dan non-tarif

barrier. Tariff barrier yang selalu dinegosiasikan adalah mengenai :

1. Pengenaan bea masuk
2. Tindakan pelarangan impor atau

Pembatasan kuota terhadap barang secara selektif.

Secara bertahap, semenjak perundingan GATT 1994 dalam putaran Tokyo dan
Urnguay telah dilakukan penurunan fariff line secara signifikan.” Semangat yang
diusung WTO saat ini adalah hambatan non-tarif oleh karena dalam perdagangan
barang yang dianggap menghambat bukan hanya berbentuk bea masuk yang
tinggi ataupun biaya-biaya lainnya tapi juga oleh hambatan non-tarif, diantaranya
adalah dalam lima agreement yang ada dalam WTQO secara keseluruhan menolak
tindakan-tindakan teknis, birokrasi ataupun peraturan yang dianggap dapat

menghambat perdagangan®, seperti : %°

1. Peraturan-peraturan teknis dan standarisasi (fechnical regulations and
standards);
Peraturan-peraturan teknis dan standardisasi yang dibuat antara negara satu
dan lainya sering mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, sehingga pihak

eksportir maupun importir sering mengatami kesulitan dalam melakukan

% Yanp dimaksud dengan tariff barriers adalah pajak yang dipungut atas barang yang
diimpor, atau dapal pula diartikan sebapgai pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari
sebuah wilayah kekuasaan politik satu ke wilayah lain atau tingkat pajak yang dikenakan atas
barang tersebui {Dr.Hata, SH.,MH., Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT {994 dan
WTO-Aspek-Aspek Fikum Dan Non Hukum, PT.Refika Adilama, Bandung:2006), him.20.

" Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trade Organization), ed. 4, (Jakarta:
Direktoral Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), him.6.

“ Semua rules tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara angpola karena WTO
menganul prisip Single Undertaking dalam negosiasi, prinsip ini mengharuskan bahwa semua
negara anggota tidak bisa menyetwjui beberapa atau sebagian agreemens yvang dianggap
menguntungkan kepenlingan nasional mereka, tetapi harus menyepakali dan mematuhi semua
kesepakatan yang merupakan hasil dari negaosiasi secara utuh. Prinsip ini dikenal juga sebagai
konsep “nothing is agreed umtil everything is agreed”. WTO mengenal prinsip-prinsip negosiasi,
yaitu : 1) Prinsip keuntungan bersama, 2) Prinsip Resiprosilas, yaitu prinsip untuk memberikan
fasilitas perdagangan yang sama, 3} Prinsip Single Undertaking,

® Departemen Luar Negeri, op.cir. hlm.42.
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perdagangan. Dapat dikatakan bahwa peraturan teknis dan standardisasi
digunakan sebagai cara untuk melakukan proteksionisme dan menghambat
perdagangan internasional. ”°

Lisensi impor {{mport Licensing);

Dalam hal perijinan impor mengharuskan peraturan-peraturan yang lerkait
bersifat sederhana/praktis, transparan, dan dapt diprediksi. Pelaksanaan dari
peraturan dan prosedur baru tentang perijinan impor, pemerintah diwajibkan
untuk menyampaikan notifikasi ke WTQO hal ini bertujuan agar peraturan
tersebut dapat memberikan informasi yang cukup bagi para eksportir dan
importir mengenai prosedur pemberian ijin impor, "'

. Pemeriksaan sebelum pengapalan (preshipment inspection);

Upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu yang ditumuk
(inspection agency) atau otoritas tertentu yang independen (independent
entities) untuk memeriksa secara rinci dari harga, jumlah dan kualitas produk
ekspor. Pemerintah dalam melaksanakan preshipment inspection harus
menerapkan prinsip non-diskriminasi, transparansi, perlindungan terhadap
informasi bisnis yang rahasia, menghindari penundaan pemeriksaan,
penggunaan buku verifikasi nilai barang dan penghindaran konflik antara
sesama pihak pabean. ™

Aturan mengenai asal produk (Rules of Origin/RoOY);

Mengharuskan negara-negara anggota dalam pembuatan RoQ bersifat
transparan, tidak diperbolehkan membatasi atau mendistorsi perdagangan,
dilaksanakan secara konsisten, seragam, adil, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (investment measures).
Dalam persetujuan Trade Related Investment Measures/TRIMSs), negara

anggota dilarang melakukan tindakan terkait dengan investasi yang berakibat

" Ihid.
" thid him.43.
™ Ibid him.44.
M ibid.
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pada pembatasan kuantitas barang, dan diharuskan menghapus peraturan-
peraturan yang gtidak konsisten dengan persetujuan TRIMs. ™
Hambatan non-tariff merupakan hambatan birokrasi yaitu hambatan yangtimbul
dikarenakan adanya pengaturan yang dilakukan oleh negara mengenai hal-hal di

luar tarif. 7

4. Ruang Lingkup TBT Agreements

Technical barriers to trade adalah tindakan atau kebijakan suatu negara yang
bersifat teknis yang dapat menghambat perdagangan intemnasional dimana
penerapannya yang difakukan sedemikian rupa sehingga menimbuikan suatu
hambatan perdagangan. *® Dengan demikian, suatu negara yang akan mengenakan
standar untuk memberikan perlindungan kepada manusia, binatang dan tumbuh-
tumbuhan, negara tersebut harus memberikan penjelasan yang merupakan jaminan
bahwa proteksi yang diberikan tersebut bukan untuk melakukan proteksi.Prosedur
dan disiplin tentang conformity assessment menjadi diperluas dan lebih mengena
kepada sasaran.

Dalam persetujuan ini terdapat dua istilah yang berbeda yaitu technical
regulation”’ dan standard, ™ Istilah “technical regulation™ mencakup standar yang
sifatnya mandatory atau wajib, sedangkan “standard” dipergunakan hanya untuk
standar yang sifatnya sukarela (vo/untary). Kedua istilah tersebut tetap mencakup

mengenai masalah sifat-sifat produk (product characteristic), metode proses dan

" Ibid.

** Prof Dr.R.Hendra Halwani, Ekonomi internasional dan Globalisasi Ekonomi, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2003}, Hal.102.

® hip.ttwww.depdag.go.idifiles/publikasi/dikipiAYTOJum, diunduh pada tanggal 30
Maret 2010.

7 Annex 1 (1) TBT Agreements menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan technical
regulation;

“"Document which lays down product characteristics or their related processes and
production metheds, incliding the applicable administrative provisions, with which compliance is
mandatory. It may also incinde or deal exclusively with terminology. symbols, packaging,
marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method ™.

™ Annex 1 (2) TBT Agreemenis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan technical
regulation:

“Docienent approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use,
rufes, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, wéth
which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology,
symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a produci, process or
production method .
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produksi (Process and Production Method/PPM) yang mempunyai pengaruh
terhadap sifat suatu produk, terminologi dan simbol serta persyaratan packaging
labelling yang diterapkan atas produk dimaksud. »

TBT Agreements mempunyai beberapa bentuk, hal tersebut berkaitan dengan
ruang lingkup Agreements ada 2 (dua) bagian, yaitu:
a. Ruang Lingkup substansi (substantive scope of application)

1} Standar;

Standar didefinisikan secara ringkas sebagai persyaratan minimal, atau
suatu spesifikasi, ketentuan baku untuk suatu barang atau jasa yang dibuat
dengan cara konsensus oleh semua pihak yang terkait (produsen, konsumen,
pakar dibidangnya dan pemerintah) dengan memperhatikan segi kesehatan,
keselamatan dan perlindungan lingkungan serta selalu mengikuti
perkembangan iptek dan untuk keuntungan/bermanfaat bagi semua pihak yang
terlibat dan memerlukannya **Setiap negara mempunyai standar nasional dan
regulasi teknis yang dalam implementasinya dapat merupakan hambatan

teknis bagi negara lain dalam perdagangan.
2) Peraturan teknis;

Dalam Perjanjian TBT tidak dijelaskan organisasi internasional standar
mana yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan teknis. Terdapat
pengecualian terhadap penggunaan standar internasional yaitu apabila tidak
ada suatu standar yang relevan, atau muatan teknis dari usulan peraturan
teknis tidak sesuai dengan muatan teknis dari standar internasional maka suatu
negara dapat membuat peraturan teknis yang tidak berdasarkan standar
internasional. Namun dalam melakukan hal tersebut harus memenuhi beberapa

persyaratan yaitu anggota harus :*

™ Peter Van Den Bosche, The Law and Policy of The World Trade Organization, Text,
Cases, Materials, (Uniled Kingdom: Cambridge University Press, 2007), him.308.

% £ G. Winammo, Codex dan SNI Dalan Perdagungan Pangan Global, (Bogor : M-Brio
Press, 2002), him. 34.

¥ Pasal 2.9. TBT Agreement.
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a) Membuat pengumuman dalam suatu publikasi yang memungkinkan
semua pihak yang berkepentingan mengetahui adanya peraturan teknis
tersebut.

b) Memberikan notifikasi kepada anggola lain melalui secretariat WTO
mengenai produk yang dicakup dalam usulan peraturan teknis, bersama
dengan petunjuk singkat mengenai tujuan dan dasar pemikiran logisnya.

c) Atas permintaan anggota lain memberikan keterangan atas usulan
peraturan teknis.

d} Tanpa diskriminasi, memberikan waktu yang cukup bagi anggota lain
untuk memberikan tanggapan tertulis, atas permintaan mendiskusikan
tanggapan ini dan mengindahkan fanggapan tertulis serta hasil darj
diskusi ini.

3) Prosedur penilaian penyesuaian.

Penilaian kesesuaian merupakan pengujian sistematik untuk menguji
apakah sebuah produk atau proses telah memenuhi standar. Prosedur penilaian
kesesuaian mencakup mengenai pengujian, pemeriksaan dan sertifikasi,
kegiatan yang berhubungan dengan karakteristik dari produk vyang

berhubungan langsung dengan konsumen dan pemasok.
b. Ruang Lingkup personal (personal scope of application)

Meskipun TBT Agreements utamanya ditujukan kepada pemerintah pusat,
tetapi dengan secara tegas ditujukan juga untuk menyampaikan aplikasi 78T
Agreements kepada badan lainnya yang bertanggung jawab terhadap
penentuan peraturan teknik, siandar dan pelaksanaan prosedur penilaian
kesesuaian. Badan lainnya ini terdiri dari badan pemerintah lokal dan badan
non pemerintah. Badan pemerintah lokal adalah semua badan pemcrintah yang
dibawah pemerintah pusat seperti provinsi, wilayah bagian, kotamadya dan
kotapraja. *

Dapat dikatakan bahwa yang terimasuk dalam 787 Agreements yaitu peraturan

teknis dan standar yang tidak harmonis, prosedur penilaian kesesuaian yang tidak

8 Denise Prevost, Marielle Matthee; dan Peter Van den Bossche, W70Q Rules on
Technical Barriers 10 Trade, (Maasirichl: Faculty of Law Universileit Netherlands, 2005}, him. 11.
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jelas, penerapan hukum dan peraturan teknis yang tidak transparan dan prosedur
birokratis yang rumit. ¥

Dalam mewujudkan perdagangan internasional yang tidak menimbulkan
hambatan maka 78T dgreeinents mempunyai prinsip-prinsip dasar yang digunakan
yaitu:
a. Prinsip Non diskriminasj.*
Dalam prinsip ini berlaku prinsip Most Favored Nation dan National
treatment sehingga penggenaan regulasi teknis dan standar atas suatu barang

harus diberlakukan secara seimbang kepada barang sejenis tanpa

memperdulikan dari mana asal barang tersebut.
b. Mencegah hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan.

Ketentuan, standar, maupun prosedur penilaian kesesuzian terhadap produk
(conformity assessment procedures) tidak boleh menimbulkan hambatan yang
tidak diperlukan dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini ketentuan
teknis, standar, maupun prosedur kesesuaian yang dikeluarkan suatu negara
diupayakan yang memiliki hambatan yang paling minim (the least trade
restrictive measure} dan memperhitungkan adanya resiko persyaratan yang

ditetapkan tidak dapat dipenuhi.

c. Tidak terdapat penjelasan mengenai hambatan-hambatan yang tidak perlu
dalam standar, karena sebenarnya peraturan teknis dan standar adalah dua hal

yang sama.

) Jan Bohanes, D-Goods-Technical Barriers to Trade, di unduh pada tanggal 18 Januari
2010.

¥ Dalam TBT Agreemenis menjelaskan prinsip non-diskriminasi untek peraturan teknis
dapal terlihat dalam Pasal 2.1.yang menyebutkan bahwa produk yang diimpor darn wilayah setiap
anpgota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang
diberikan kepada produk nasional scrupa dan produk serupa yang berasal dari negara lain,
sedangkan non-diskriminasi dalam standar terdapat dalam annex 3 (D) (Code of Good Practice
For The Preparation, Adoption and Application of Standard) yang menyebulkan bahwa badan
standardisasi harus memberikan perlakuan atas produk yang berasal dar wilayah anggota WTC
lainnya tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikan kepada produk nrasional
serupa dan produk scrupa yang berasal dari ncgara lain dan dalam prosedur pentlaian kesesuaian
prinsip ini digunakan berdasarkan Pasal 5 (1.1} bahwa prosedur penilaian kesesuian disusun,
ditctapkan dan diterapkan sedemikian untuk memberikan akses kepada pemasok produk yang
serupa yang berasal dari wilayah anggota lain, dengan kondisi yang tidak kurang menguntungkan
dibanding prosedur yang ditujukan
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d. Pengaturan penilaian kesesuaian dalam mencegah hambatan yang tidak perlu

terhadap perdagangan. **

e. Harmonisasi®®
Untuk menghindari terjadinya standar yang berbeda-beda, negara anggota
didorong untuk merujuk kepada standar yang berlaku secara internasional

yang disepakati dalam menyusun standar domestiknya.

f. Transparansi
Seluruh proses penetapan regulasi teknis, standard, maupun prosedur penilaian
kesesuainya dilakukan secara terbuka dengan mengikuti ketentuan-ketentuan
notifikasi di tingkat internasional dan divmumkan untuk memberikan
kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan terhadap peraturan

teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan.

TBT Agreemenis terdiri dari beberapa aturan dan untuk menghindari tumpang
tindih dengan persetujuan lain, dalam hal hubungan dengan 787 Agreements
dengan General Agreement on Tariff and Trade 1994 (GATT 1994 1994} secara
umum dengan perjanjian multilateral lainnya dalam perdagangan barang diatur
General Interpretative Note Lampiran 1A Persetujuan WTO. Ruang lingkup TBT
juga mendukung 2 (dua) 7TBT Agreements lainnya, yaitu: ¥’

1. Agreement on Govermment Procurement (Persetujuan Pengadaan Barang oleh

Pemerintah -

Persetujuan ini berhubungan dengan pengadaan untuk kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah tidak dapat masuk ke dalam ruang lingkup

persetufuar ini

% Pasal 5,1.2. TBT Agreements.

“conformity assessment procedures are not prepared, adopted or applied with a view 10 or
with the elfect of creating unnecessary obstacles to intemational trade. This means, infer afia, that
conformity assessment procedures shall not be more strict or be applied more strictly than is
necessary to give the importing Member adequate confidence that producis conform with the
applicable technical rcgulations or standards, taking accoum of the risks non-conformity would
create”

% Lihat Pasal 2.4 - 2.6 TBT Agreements untuk peraturan teknis dan dalam Annex 2 (F) -
{(G) Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of Standard untuk
standar serta Pasal 5.4 dan 5.5 untuk prosedur pentlaian kesesuaian.

¥ Denise Prevost, ct.al.,WTO Rules on Technical Barriers to Trade, (Maastricht: Faculry
of Law Univesiteit Netherlands,2005), him.22.
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2. Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement (Persetujuan Pelaksanaan
Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan)
Suatu persetujuan yang bertujuan untukmelindungi keselamatan dan
kehidupan manusia atau hewan dari resiko-resiko yang ditimbulkan oleh
penggunaan bahan-bahan yang mengandung racun atau bahan penyakit dan
perlindungan dari resiko yang ditimbulkan oleh hama atau penyakit yang
dibawa oleh hewan atau tumbuhan. %

Persetujuan ini merupakan bagian dari persetujuan hasil pertanian dimana
substansinya erat kaitannya dengan masalah pertanian. Persetujuan ini mengatur
kebijakan yang terkait erat dengan perlindungan kesehatan makanan (food safety),
hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan persetujuan ini setiap negara
berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan perlindungan kesehalan
manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan asalkan tindakan tersebut tidak dilakukan
secara septhak dan diskriminatif serta tidak menimbulkan proteksi tersembunyi
atau proteksi yang tidak perlu. Standar perlindungan yang akan diterapkan para
anggota sebagal pclaksanaan persetujuan ini harus mengadopsi standar

internasional seperti Codex Alimentarius sebagai acuan.

4.1. Hubungan TBT Agreements dengan persetujuan lainnya

Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan
yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional
negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan
untuk melindungt kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan
lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hambatan tersebut
beragam bentuknya, dari pengenaan tarif sampai sampai hambatan non-tariff.
Kedua bentuk hambatan perdagangan terscbut diberlakukan oleh negara-negara
pengimpor maupun pengekspor dengan berbagai macam maksud dan tujuan.,

Pada kenyataannya, hambatan perdagangan berupa tarif atau bea masuk

memang merupakan kebijakan yang paling sederhana dan mudah dilaksanakan.

% Departemen Kehutanan, Sefayang Pandang Technical Barriers of Trade,

Qiketp:fiwww dephut go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN KEHUTANAN/ANFO
HIOLAY_ 116! el ), diunduh pada tanggal 2 Januari 2010.
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Akan tetapi, dalam prakiek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan
pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional
menggunakan kebijakan lainnya yang lebih rumit, yaitu kebijakan Non-Tariff
Barrier (NTB). Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif
proteksi atau sekedar mengecoh negara lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini
masih banyak negara yang memberlakukan kebijakan NTB walaupun beberapa
ahli beranggapan bahwa kebijakan tersebut dapat menjadi penghalang untuk

tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional.

4.2, Technical Barriers to Trade Agreements dan Negara Berkembang

Berdasarkan Pasal 11 dam Pasal 12 dalam 7B7 Agreements menjelaskan
mengenai perlakuan khusus yang diberikan kepada Negara berkembang terkait
dengan pemberlakuan TBT Agreements. Adapun perlakuan khusus tersebut terdirt

dari:

1. Bantuan Teknis (Technical Assistance)
Negara-negara anggota terutama Negara maju apabila diminta untuk saran
atau bantuan teknis harus memberikan kepada Negara-negara anggota lainnya
terutama kepada Negara berkembang.®® Dalam memberikan saran berdasarkan
artikel 12.1 TBT Agreements” menjelaskan bahwa Negara-negara anggota
yang memberikan bantuan teknis kepada Negara-negara anggota lainnya
terutama Negara berkembang harus mempertimbangkan tingkat pembangunan
dari perkembangan pembangunan Negara berkembang yang meminta bantuan.
Saran atau bantuan teknis merujuk kepada Pasal 11 terutama menyangkut
bantuan di dalam mendirikan lembaga atan badan-badan pengatur atau badan

penilaian kesesuaian terhadap peraturan teknis dan metode yang dipenuhi

5% Denise Prevosi,Marielle Maltthee dan Peter Van dcn Bosche, W70 Rules on Technical
Barriers to Trade, (Maastricht; Faculty of Law Universiteit Netherlands,2005), hlm.26.

% Members shall, in accordance with the provision of article 11, provide technical
assistance (o developing country members lo enswre thai the preparation and application of
technical regulations, standards and conformity assessments procedures do nof creale
unnecessary obstacles lo expansion and diversification of exports from developing country
Members, In determining the terms and conditions of the technical assistance, account shall be
taken of the stage of develppment of the requesting Members and in pariicular of the least-
developed country members.
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dengan sangat baik serta negara-negara anggota dapat berpartisipasi dalam
kesesuaian terhadap peraturan-peraturan teknis.

2. Perlakuan Khusus dan Berbeda (Special and Differential Treatmenr)
Perjanjian TBT mengatur tentang adanya perlakuan khusus dan berbeda
terhadap negara anggota WTQO yang termasuk dalam kategori Negara
berkembang, hal ini terdapat dalam Pasal 12 (8) yaitu:

“Diakui bahwa Anggota negara berkembang mungkin  menghadapi
perinasalahan  khusus, yang mencalup permasalahan kelembagaan dan
prasarana, di bidang penyusunan dan penerapan peraturan teknis, standar
dan prosedur penilaian kesesuaian. Selanjutnya diakui bahwa kebutuhan
khusus pembangunan dan perdagangan Anggota negara berkembang,
demikian juga tingkat perkembangan teknologi mereka, mungkin menghalangi
kemampuan mereka untuk sepenulinya melaksanakan kewajibannya menurut
Persetujuan ini. Oleh karena itu, Anggota harus mempertimbangkan fakta ini
sepenulnya. Sehubungan dengan hal itu, dengan maksud untuk menjamin
balnva Anggota negara berkembang juga mampu memenuhi Persetujuan ini,
Komite dapat memberikan, alas permintaan, pengecualian dalam batas wakiu
tertentu, secara keseluruhan atau sebagian dari kewajiban menurut
Persetujuan ini. Dalam mempertimbangkan permintaan semacam ini, Komite
harus mempertimbangkan masalah khusus, di bidang penyusunan dan
penerapan peraturan teknis, standar, dan presedur penilaian kesesuaian dan
kebutwhan khusus pembangunan dan perdagangan dari Anggota negara
berkembang, dan juga tingka! perkembangan telmologinya, yang mungkin
menghalangi kemampuannya uniuk sepenulinya melaksanakan kewajibannya
dalam  Persetijuan  ini.  Komite, terutama harus mempertimbangkan
permasalahan khusus Anggota negara yang kurang berkembang.”

Bahwa negara-negara berkembang dalam ketentwan WTO mendapatkan
tempat tersendiri secara perlakuan dalam melaksanakan atuaran-aturan WTO yang

bertujuan agar terjadi keselarasan dalam mewujudkan perdagangan internasional;

Keuntungan yang diperoleh dengan menandatangani dan meratifikasi WTQO,
tiap negara anggota mempunyai hak hukum untuk tidak diperlakukan secara
diskriminasi oleh anggota WTO lainnya baik perlakuan dibidang tarif, non-tarif
maupun perlakuan secara nasional (national treatment). Disamping itu pula
negara anggota WTO, khususnya negara berkembang berhak untuk

memperjuangkan haknya, misalnya melalui penyelesaian sengketa WTO dan
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mempersalahkan kebijakan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan

negara-negara berkembang diberbagai forum relevan di WTO, !

Berbagai persetujuan WTOQ dapat dipergunakan oleh negara-negara
berkembang untuk melindungi kepentingan dalam negrinya (pada umumnya
industri dalam neperi) dari impor yang terbukii mengandung unsur ‘“unfair”,
Keuntungan lainnya yang penting adalah bahwa negara-negara berkembang ikut
menentukan anggota perundingan perdagangan internasional dimasa mendatang
yang selama ini sangat didominasi negara maju. Hal ini tidak dimungkinkan

apabila negara-negara berkembang tidak berada dalam sistem WTO tersebut,

. Reang Lingkup Import Licensing Agreements /ILA

ILA merupakan salah satu perjanjian yang temasuk di dalam perjanjian-
perjanjian yang berlaku dibawah kerangka WTO, lebih tepatnya pada Amrex 1A
(Multilareral Agreement on Trade in Good), yang merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dari Marrekesh Agreement Establishing the World Trade
Organization. ILA mempunyai tujuan antara lain:*

a. Memberikan transparansi dalam prosedur administrasi dalam perdagangan
internasional;

b. Memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap prosedur dan praktek
akan impor; ‘

¢. Memberikan kepastian bahwa prosedur impor tidak menjadi hambatan
perdagangan intemasional;

Pada intinya persetujuan ini dibuat agar dalam melakukan impor tidak ada

hambatan dan pembatasan dalam perdagangan internasional. Pengaturan

kebijakan impor sangat rentan terhadap adanya kuota dan/atau lanff kuota

terselubung yang diberlakukan oleh suatu negara, hal ini diperkuat oleh

pernyataan:

*! Depariemen Perdagangan, W70 dan Sistem Perdagangan Dunia, Uhup:/fwwy,
depdag.go.idifiles/publikasi/dikipit/WTO.him!1, diunduh pada tanggal 30 Marer 2010.

* Pembukaan TLA:

“...and bring transparency to, the adminisirative procedures and praclices nsed in
international trade, and to ensure the fair and equitable application and adminisiration of such
procedures and practices "
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A trades who wishes to import a product that is subject to a quota must apply
Jor an import license, i.e. permit to import. Wheter this impor license will be
granted depends on wheter the quota is already filled or not, and on whether
the trader meets the requirements for an import license
Dapat dikatakan bahwa /mport Licensing Procedures merupakan persyaratan awal
dalam melakukan impor.

Dalam ILA terdapat hal-hal pokok yang dapat dipahami sebagai berikut :**

1. Lisensi impor adalah prosedur administratif yang digunakan untuk
melaksanakan ketentuan mengenai lisensi impor. Persyaratan dalam
pengajuan aplikasi atau dokumentasi lainnya yang merupakan syarat untuk
melaksanakan impor atau memasukan barang kedalam daerah kepabeaan

negara pengimpor.”

2. Dalam prosedur administratif yang diterapkan dalam pelaksanaan ketentuan
lisensi impor harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT 1994, Hal ini
bertujuan agar pelaksanaan prosedur administratif tersebur tidak menimbulkan
hambatan bagi perdagangan, dengan mempertimbangkan perkembangan
ekonomi, keuangan dan perdagangan di negara-negara anggota yang sedang

berkembang.”®

3. Kebijakan prosedur lisensi impor harus bersifat netral dan dilaksanakan secara
adil dan seimbang. Apabila terdapat pengecualian yang dilakukan, maka harus
dipublikasikan, dan dinotifikasikan kepada Committee on Import Licensing
dan negara-negara anggota juga dapat memberikan komentar secara tertulis
dan bilamana meminta kesempatan untuk mendiskusikannya, permintaan
tersebut harus dipenuhi.”’ Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pihak-

pihak yang berkepentingan termasuk dunia usaha dalam memahaminya.

4. pada prinsipnya, prosedur aplikasi lisensi impor termasuk formulir serta

informasi yang harus dipenuhi oleh pemohon harus dibuat sederhana mungkin

? Peler Van Den Bosche, The Law and Policy of The World Trade Organization, Texi,
Cuases, Materials, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007}, him.455,

** Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, op. cit., hal. 222-224,

” Pasal 1.1 ILA,

" fbid., Pasal 12.

" Ibid,, Pasal 1.4.
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dan pemohon harus diberikan waktu yang cukup untuk pengajuan aplikasi dan
tidak kurang dari 21 (dua puluh satu hari). Apabila terdapat kekurangan pada
aplikasi yang diajukan dalam batas waktu tersebut, maka harus diberikan

kemungkinan penambahan batas waktunya.*®

. tentang lembaga administratif yang harus dihubungi pemohon untuk
mengajukan aplikasinya, menetapkan bahwa pemohon harus menghubungi
hanya satu lembaga administratif. Apabila memang sangat diperlukan (dan
tidak dapat dihindari) untuk menghubungi lebih dan satu  lembaga
administratif, ditetapkan sebanyak-banyaknya 3(tiga) lembaga administratif

.99
saja.

. berkenan dengan aplikasi yang diajukan pemohon, ditetapkan bahwa tidak
dibenarkan menolak aplikasi yang disebabkan hanya karena kesalahan kecil
pada dokumentasi yang tidak bekaitan dengan muatan data utama yang
diperlukan. Selebihnya, menetapkan juga bahwa hanya sangsi yang bersifat
peringatan yang dapat diberikan atas kekurangan atau kesalahan pada

dokumen atau prosedur yang jelas bukan merupakan kesengajaan pemohon.'®

impor yang sudah mendapatkan lisensi tidak boleh ditolak hanya karena
sedikit variasi yang disebabkan perbedaan yang terjadi dalam pengapalan, atau
perbedaan lain yang disebabkan praktek normal dalam dunia bisnis sehingga
menyebabkan nilai, jumlah atau berainya berbeda dengan yang dinyatakan

dalam lisensi,'”

. untuk keperluan pembayaran impor, valuta asing juga harus disediakan untuk

pemegang lisensi dengan basis yang sama dengan importir komoditi lain yang

tidak memerlukan lisensi.'®

% Jbid., Pasal 1,6.
¥ Ibid.

109 rpid., Pasal 1.7.
19 1bid,, Pasal 1.8.
192 rbid., Pasal 1.9.
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9. ketentuan agreement ini juga mensyaratkan kerahasiaan informasi untuk
keperluan penegakan hukum, memelihara kepentingan umum, kepentingan

bisnis atau kepentingan perusahaan maupun perorangan.'®

5.1.  Jenis Import Licensing
Ketentuan dalam TLA membedakan jenis-jenis perijinan impor
berdasarkan peruntukan dari pihak-pihak yang berhak mendapatkan  ijin,

pembedaan tersebut terbagi atas: '™

|. Lisensi Impor Otomatis'®

Lisensi impor otomatis adalah lisensi impor yang aplikasinya disetujui dalam
kasus apapun. Prosedur lisensi impor otomatis ini juga tidak boleh diterapkan
sedemikian rupa sehingga menjadi hambatan perdagangan. Di dalam ILA
disebutkan bahwa prosedur lisensi impor otomatis akan mempunyai dampak

menghambat perdagangan bila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:'®

a. bahwa setiap orang, perusahaan atau lembaga yang secara hukum telah
memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan impor yang melibatkan
produk yang terkena ketentuan prosedur lisensi impor otomatis dapat
mengajukan dan memperoleh aplikasi lisensi impor otomatis.

b. pengajuan untuk mendapatkan aplikasi lisensi dilakukan pada setiap hari
kerja sebelum adanya prosedur pabean;

c. persetujuan atas permohonan lisensi impor yang lengkap dan benar,
diberikan secepat mungkin dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari kerja.

2. Lisensi Impor Non-Otomatis'?

Lisensi import non-otomatis adalah lisensi impor yang aplikasinya betum

tentu selalu disetujui. Seperti hanya pada prosedur lisenst impor otomatis,

'Y ibid,, Pasal 1.t1.

' Departemen Perdagangan, Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Jmpor, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2009), hlm 4.

'%% Pasal 2 TLA.

19 1bid, Pasal 2 (2a).

"7 Ibid, Pasal 3.
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prosedur lisensi impor non otomatis juga tidak boleh menimbulkan dampak
tambahan yang menghambat perdagangan selain yang diakibatkan oleh
penerapan kebijakan pembatasan impor. Prosedur lisensi impor non-otomatis
dimaksud juga tidak boleh menjadi beban administratif bagi pemohon, selain
yvang memang mutlak diperlukan dalam rangka penerapan kebijakan yang

bersangkutan.'®

Dalam hal ada persyaratan lisensi untuk tujuan di luar pelaksanaan
kebijaksanaan pembatasan kuantitatif, maka informasi yang memadai harus
disebarluaskan agar negara anggota yang lain serta para pengusaha dapat
mengetahui alasan atau dasar pemberian dan/atau alokasi lisensi. Demikian
pula bila terdapat kemungkinan untuk mengajukan pengecualian dalam
persyaratan lisensi, maka informasinya harus disebariuaskan termasuk
informasi bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk mengajukan
kekecualian, dan bilamana mungkin juga indikasi tentang kondisi dimana
permintaan akan dipertimbangkan. Pada pninsipnya, prosedur lisensi impor
non-otomatis yang diterapkan harus transparan bagi negara anggota WTO
lainnya serta bagi para pengusaha. Terlebih bila prosedur lisensi tersebut
merupakan kebijaksanaan pembatasan perdagamgan, informasi yang
menyangkut pemberian lisensi/alokasi, distribusi lisensi dan data-data lainnya

yang relevan harus disebarluaskan dikalangan negara pemasok.109

Lisensi impor non-otomatis dibuat untuk mengendalikan arus barang masuk.
Umumnya tindakan yang diberlakukan sebagai pelaksanaan dari lisensi impor
non-otomatis ini berbentuk kuota atau pembatasan kuantitatif (quantitive
restriction). Tindakan pembatasan impor wmelalui alokasi kuantitatif ini
diberlakukan pemerintah antara lain melindungi balance of payment, ''°
melindungi produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis dengan

barang yang diimpor, dan untuk mengendalikan impor bahan penolong yang

1% Lihat Pasal 3 TLA.

"Pbid,

"% Balances of Payment adalah suatu pernyataan yang menggambarkan semua transaksi
ekonomi dan keuangan anlara perusahaan, bank, rumah tangga dan pemerintah di suatu negara
dengan negara-negara laipnya dalam suatu periode tertentu.{Kamus ELengkap Perdagangan
Intemasional, Direklorat Jenderal Perdagangan Intemasional, Jakana; 1998).
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bersifat multifungsi dan terdapat potensi untuk disalahgunakan bagi tindakan
yang membahayakan. Meskipun pembatasan kuantitatif harus diterapkan
secara bijaksana dan Ffair, serta harus memperhatikan prinsip tanpa ada

pengecualian.'"!

Ketentuan dalam ILA menjelaskan bahwa tiap kebijakan impor non
otomatis harus dipublikasikan dan memuat informasi mengenai tujuan,
pengecualian, jumlah kuota, tanggal pembukaan dan penutupan dan
pengaturan tentang pengalokasian pemberian kuota kepada suatu negara.
Publikasi tersebut diumumkan mintmal 21 hari sebelum kebijakan tersebut
berlaku secara efektif ' dan publikasi dari setiap kebijakan yang keluar,
seperti mengenai lembaga administratif berwenang, daftar komoditi atau
produk yang memerlukan lisensi, pengecuahan-pengecualian yang diberikan
harus dinotifikasikan kepada Komite Perizinan Impor. Dengan demikian,
prinsip transparansi ini juga diduga menjadi salah satu agenda dan WTO
untuk mengetahui perkembangan kebijakan yang diterapkan pada suatu
negara, terlebth lagi dengan diwajibkannya sectiap negara anggota untuk
melakukan notifikasi terhadap berbagai kebijakan dan perubahannya yang

diterapkan di negara tersebult.

5.2. Committce on Import Liceusing" )

Komite Perijinan Impor (Committee on Import Licensing) dibentuk
bertujuan untuk kelancaran dari pelaksanaan ILA termasuk memberikan
konsultasi berbagai hal yang terkait dengan ILA. Komite perijinan impor juga
menampung/menerima notifikasi yang wajib disampaikan oleh negara-negara
anggota dan notifikasi tersebut harus memuat informasi sebagai berikut: '

1. daftar produk yang tekena prosedur lisensi;
2. tempat/kantor yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi mengenai

persyaratan-persyaratan,

""" Departemen Perdagangan, /bid, hal. 14.

' Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi pemberian ijin, apabila ada penolakan harus
disertai dengan penjelasan berwenang dan pemohon berhak mengajukan banding. Proses
pengajuan permeohonan harus selesai dalam jangka wak(u 30 hari namun apabila ada pengajuan
permohona secara simullan maka dapat diberikan jangka wakm maksimal 60 han.

'3 Pasal 4 ILA.

'¥ Pasal 5 ILA.
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lembaga administratif yang dapat dihubungi untuk pengajuan aplikasi;
tanggal dan nama media di mana prosedur lisensi diterbitkan;
indikasi tentang prosedur lisensi, otomatis atau non-otomatis;

tujuan administratif, untuk prosedur lisensi impor otomatis;

e A

indikasi tentang tindakan yang dilaksanakan melalui prosedur lisensi impor
non-otomatis; dan
8. perkiraan jangka waktu prosedur lisensi atau alasan-alasannya bila informasi
tentang jangka waktu tersebut tidak dapat diberikan.
Berkenaan dengan dengan hal-hal tersebut maka negara-negara anggota
wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam negerinya dengan

ketentuan ILA.

. Kewajiban Notifikasi dalam WTO Agreement

TBT Agreements merupakan modifikasi dari hasil putaran Tokyo (Tokyo
Round) yang lahir pada tanggal 12 April 1979, mengacu pada ketentuan 7B7T
Agreements, dalam rangka menegakkan “transparency”, maka setiap regulasi
teknis, pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian yang mempunyai dampak
hambatan terhadap perdagangan perlu dinotifikasi ke sekretariat TBT. '" 7BT
Agreements juga bertujuan untuk mencegah perlindungan (proteksionisme) yang

berlebihan -terhadap industri domestik suvatu Negara dalam non -tariff
- barriers/NTB (hambatan non-tariff). Proteksionisme adalah istilah generik yang
digunakan untuk menjelaskan beberapa kebijakan yang melindungi produsen

domestik dari kompetisi dengan produsen luar negeri. 116

Mewajibkan para Negara anggota WTO dalam membuat kebijakan-kebijakan
harus terbuka terhadap Negara-negara anggota lainnya karena apabila suatu
Negara dalam membuat kebijakan-kebijakannya tidak menggunakan prinsip
transparansi maka dapat menimbulkan hambatan dalam perdagangan, dalam

contoh apabila Negara A membuat aturan bahwa jenis container yang boleh

"5 Badan Swandar Nasional, L/Avww.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=1950, diunduh
tanggal 20 pebruari 2010,

"8 Prakiek Liberilisme dan Merkantilisme: Perdagangan Bebas dan Proteksionisme,
Chitp:f/dewa-revolter.blogspot.com/2006/04/prakiek-liberalisme-dan-merkantilisme. JimiQ,
diunduh pada langgal 15 Januari 2010.
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masuk ke Negara tersebut harus berukuran 40 feet dengan alasan dikarenakan
gudang tempat penyimpanan tidak dapat menyimpan container dengan ukuran
lebih diatas 40 feet maka Negara A sebelum aturan tersebut ditandatangani harus
dilakukan notifikasi terlebih dahulu dengan jangka waktu 60 hari hal ini bertujuan
agar Negara-negara anggota WTO lainnya dapat mempunyai kesempatan untuk

mernberikan tanggapan atas rancangan aturan tersebul,

Setiap negara anggota WTO wajib menyampaikan notifikasi setiap satu tahun
satu kali setiap akhir bulan September. Melakukan notifikasi sesegera mungkin ke
Sekretariat WTO akan jauh lebuh menguntugkan daripada menunda atau tidak
melakukan notifikasi sama sekali. Terdapat 3 (tiga) ketentuan yang menjadi dasar

hukum dari notifikasi yaitu:

1. GATT 1994 Pasal VIII mengenai bea dan formalitas terkait dengan importasi
dan eksportasi.
Segala prosedur pemberian ijin impor yang tidak bersifat spesifik terkait
dalam Pasal VIII GATT 1994, dalam ayat 1(a) menetapkan aturan umum yang
mewajibkan setiap anggota untuk membuat prosedur dan penetapan formalitas
perijinan impor atau eksport harus sesederhana mungkin dalam pengurusan
persyaralan dokumentasi yang harus dipenuhi. Menurut ayat 2 bahwa tiap
negara wajib meninjau kembali segala aturan alas permintaan anggota WTO
lainnya dan pada ayat 3 disebutkan larangan bagi anggota WTO untuk
mengenakan sanksi penolakan;

2. GATT 1994 Pasal X tentang Publikasi dan Tertib Administrasi Regulasi

Perdagangan.

Bahwa segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dan
mempunyai dampak terhadap kebijakan perdagangan internasional harus
dipublikasikan sesegera mungkin sedemikian rupa sehingga pemerintah dan para
pedagang dapat segera memahami hal-hal tersebut. Dalam hal notifikasi dapat
terlihat dalam Pasal 2(9)} TBT Agreements yang menjelaskan sebagai berikut:

2.9.1 publish a notice in publikation at an early appropriate stage, in such

a manner as (o enable interested parties in other Members (o became

acquainted with it, that they propose to introduce a particular technical
regulation,
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2.9.2 notify other Members through the Secretariat of the products to be
covered by the proposed technical regulation, together with a brief
indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place
at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced
and comments taken into accouni;

2.9.3 Upon request, provide to other Members particulars or copies of the
proposed technical regulation and, whenever possible, identify the parts
which in substance deviate from relevant international standards,

2.9.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members 10
make comments in writing, discuss these comments upon request, and take
these written comments and the results of these discussion into account.

Hal terpenting yang harus tercakup di dalam notifikasi adalah kebijakan
domestik yang terkait dengan perdagangan seperti undang-undang, prosedur,
mekanisme, segala persyaratan yang harus dipenuhi, tata cara memperoleh

perijinan dan regulasi-regulasi terkait lainnya yang menyangkut akses pasar.

Bahwa suatu Negara yang akan membuat aturan-aturan harus sedini
mungkin mempublikasikan kepada Negara anggota dengan melakukan notifikasi
kepada Sekretariat agar mendapatkan tanggapan yang dapat dipertimbangkan dan
atas permintaan Negara anggota dapat meminta salinan untuk memberi tanggapan
terhadap isi dari aturan tersebut dan tanpa ada diskriminasi dapat dimungkinkan
melakukan tanggapan tertulis dan melakukan diskusi terhadap rancangan aturan
tersebut, Dapat dikatakan bahwa setiap Negara anggota yang akan membuat suatu
aturan/regulasi diwajibkan untuk melakukan notifikasi terlebih dahulu sebelum
diundangkan, hal ini bertujuan agar aturan-aturan tersebut tidak mengakibatkan

terjadinya hambatan dalam perdagangan.

. Market Access dan Perdagangan Internasional

Pada akhir Putaran Uruguay, negara-negara telah siap menjalankan
persetujuan-persetujuan WTQO walaupun dengan perbedaan tenggang waktu dan
implementasinya. Negara-negara juga diharuskan mempercepat pelaksanaan
market access-nya. Di dalam WTO bila sualu negara membuka pasarnya untuk
barang dan atau jasa maka berarti ncgara tersebut telah melakukan binding

(mengikat) akan komitmennya dalam memperluas market access.
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Dalam upaya memperluas market access'” terhadap barang dan jasa
dengan membuat kesepakatan untuk mengurangi dan menghapus hambatan maka
diharapkan negara-negara anggota WTO dalam menyelenggarakan perdagangan
internasional seminimal mungkin tidak membuat kebijakan-kebijakan yang
menghambat market access.

Pembatasan marker access dapat dikategorikan sebagai hambatan dalam
perdagangan.'® Dikatakan pembatasan karena dalam pembuatan suatu domestic
regulation oleh suatu negara anggota seringkali menjadi hambatan, adapun
hambatan yang terjadi adalah terdapat dalam ketentuan, prosedur dan peraturan-

peraturan terkait.

. Transparansi dan Pencegahan Proteksionisme

Untuk melindungi perdagangan dalam negeri, maka dilakukanlah
tindakan-tindakan proteksi. Proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan
perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor

? Proteksi bertujuan untuk melindungi,

dalam jangka waktu tertentu,"
membesarkan atau mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku
dalam perdagangan umum. '?° Terdapat dua macam proteksi yaitu hambatan tariff

dan hambatan non-tarif

Dalam perdagangan luar negeri konsep proteksi berarti usaha-usaha
pemerintah yang mematasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari

Negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang

"7 Markel access adalah pembukaan pasar datam negeri bagi produk-produk luar negeri
merupakan gambaran dan kemauan pemerintah untuk mengijinkan masuknya barang impor dan
bersaing dengan produk domestik yang scjenis (Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
Kamus Lengkup Perdagangan fnternasional, hlin 244),

V% Peter Van Den Bosche, The Law and Policy of The World Trade Organization, Texr,
Cuses, Materials, {United Kingdom: Cambridge University Press, 2007), him.477.

1% prof.Dr.R.Hendra Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, (Jakanta;
Ghalia Indonesia, 2003), Hal.98.

12 fbid.
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penting artinya dalam pembangunan Negara dan kemakmuran perekonomian

Negara. Ada beberapa tujuan penting dari proteksi: '

a. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran;

b. Mendorong perkembangan industri baru;

c. Mendiversifikasikan perekonomian;

d. Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu;
e. Memperbaiki neraca pembayaran;

f. Menghindari neraca pembayaran;

g. Menghindari dumping;

h. Menambah pendapatan pemerintah;

Oleh karena itu dalam penyusunan peraturan-peraturan/regulasi yang
terkait disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan WTO yang mana telah diratifikasi
oleh para negara anggota agar dalam melakukan perdagangan internasional dapat

berjalan dengan lancar.

Banyak negara yang telah melakukan perakan ke arah proteksionisme
untuk melindungi perekonomian dalam negeri. Bahkan, negara yang gencar
mengampanyekan perdagangan bebas, Amerika Serikat, kini mengambil jalan ke
arah proteksionisme perekonomian dalam negeri dengan memopulerkan slogan
“Buy American”."”” Proteksi pada hakikatnya adalah usaha-usaha pemerintah
untuk membatasi atau menghalangi impor dari negara-negara tain dengan tujuan
untuk kemakmuran perekonomian negara. Alasan yang mendorong negara
melakukan aksi proteksi cukup banyak dan beragam. Beberapa alasan-alasan

adanya proktesionisme di antaranya:
a. National Security

Alasan untuk melakukan proteksi ialah karena indutri-indutri tertentu
sangat vital bagi pertahanan nasional terutama pada saat-saat darurat. Suatu
negara tidak boleh menggantungkan diri pada impor produk-produk strategis,

karena pada masa perang bisa saja musuh mengambil tindakan untuk memutus

'¥) Perdagangan Luar Negeri, Proteksi Dan Globalisasi, <htip://magussudrajat blogspor.
com/2010/02/perdagangan-luar-negeri-proteksi-dan htnl>, diunduh pada tanggal 9 Februari
2010.

' Warta Ekonomi, Proteksianisme, edisi 05/XX1/2009, hal. 90.
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impor barang tersebut. Sehingga lebih baik melindungi industri dalam negeri
walaupun pada masa damai, dan ketika negara tersebut membutuhkannya
negara tersebut telah memilikinya.'* Tidak seperti kebanyakan alasan-alasan
proteksionisme, alasan pertahanan nasional tidak seluruhnya didasarkan pada

logika pemikiran yang salah meskipun masih jauh dari meyakinkan.
b. Balance of Payments

Banyak negara yang memberlakukan kebijakan proteksi perdagangan
dengan harapan dapat mengeliminasi defisit neraca perdagangan atau untuk
meningkatkan surplus neraca perdagangan. Alasan tersebut dianggap kurang
meyakinkan karena: pertama, pada dasamya tidak ada yang menginginkan
terjadinya defisit perdagangan atau menginginkan surplus perdagangan.
Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang cepat di Amerika Serikat
dibandingkan dengan negara-negara lainnya cenderung akan menyebabkan
defisit perdagangan. Dalam hal ini, defisit perdagangan merupakan sebuah
tanda perckonomian yang sehat.'” Kedua, kebijakan proteksionis yang
berakibat pada pengurangan impor akan menyebabkan ekspor menurun. Oleh

karena itu, usaha unfuk meningkatkan ekspor secara permanen atas impor akan
gagal,
¢. Perlindungan Lapangan Pekerjaan

Alasan perlindungan lapangan pekerjaan sangat berkaitan dengan alasan
keseimbangan perdagangan. Serangan produk impor terhadap pasar domestik
akan berdampak pada penyempitan pasar bagi produk dalam negeri. Apabila
perusahaan dalam negeri tidak mampu bersaing, pengurangan tenaga kerja
akan dilakukan perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya lonjakan

pengangguran terutama di negara-negara yang sektor-sekior pada karyanya,

12 Leland B. Yeager, Free Trade: America’s Oppurtinity (New York: Robert
Schalkenbach Foundation, 1934}, hal. 31,

' Craig K. Elwell Dalam ringkasan laporan CRS report for congres menyatakan bahwa
“The benefit of the trade deficit is that it aliows the United Siates to spend nowbeyond current
income. In recent years that spending has largely been for invesiment in productive capital™ (The
US. Trade Deficit: Causes, Consequences, and Cures, Updated January 25, 2008
<italy.usembassy.gov/pdffother/RL31032 pdf>, dienduh pada tanggal 9 Maret 2010.)
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seperti pertanian, jasa dan perdagangan tidak mampu menyerap pertumbuhan

angkatan kerja.

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena
dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan
berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-
masalah sosial lainnya. Oleh karena i, langkah-langkah membela produk

dalam negeri dianggap akan membela tenaga kerja dalam negeri.

Proteksionisme dapat diimplementasikan dalam berbagai cara yang pada
prinsipnya semua bentuk proteksionisme ditujukan untuk melindungi industri
domestik dari pesaing-pesaing asing. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan
yang dapat meningkatkan harga pada pasar domestik untuk produk asing,
menurunkan biaya-biaya produsen domestik atau membatasi akses asing ke dalam
pasar dalam negert. Ada beberapa cara untuk melakukan proteksionisme, antara

lain melalui:
I. Tarif

Tarif adalah biaya/pajak yang dikenakan pada barang-barang yang masuk ke
suate negara, yang berakibat pada meningkatnya harga barang tersebut. Tarif
secara tidak langsung berpengarub pada kuantitas barang impor karena efek
kenaikan harga berimbas pada konsumen dan produsen. Bentuk proteksi ini
adalah yang paling sering umum digunakan untuk melindungi industri dalam

negeri. Leland B. Yeager menyatakan bahwa:

“tariffs schedules of duties on imports are the traditional tools of
profectionism. A duty, if high enough, can severely wrestrict or even
completely cut off imports a comodity.”'*

Pendapat imi sejalan dengan Heckscher Ohlin Framework menyatakan:

“we would expect import restiction to be more severe in sectors that

intensively use an economy’s scare factors. The most extreme of proteclive
- ) - . " 2

tariff would be a tax that eliminate imports”'*®

1% Yeland B. Yeager, Free Trade: America’s Oppurtunity, (New York: Robert
Schalkenbach Foundalion, 1954), hal. 8.

12 James R. Markusen, et.al., International Trade:theory and Evidance, (McGraw-Hill,
1995), hal. 246.
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Tarif sangat populer diantara negara-negara karena tarif pada dasarmya adalah
pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha asing yang akan menjual barang-
barangnya di dalam negeri, alasan lainnya adalah pendapatan dari tarif dapat
digunakan untuk membiayai pelayanan-pelayanan publik pemerintah kepada
masyarakat atau untuk mengurangi pajak-pajak lainnya. Praktek ini sangat umum
dilakukan di negara-negara berkembang. Namun bagi negara-negara maju
pengenaan tarif atas perdagangan internasional kurang signifikan untuk menjadi

sumber pendapatan.'*’

Pada abad 20, tarif di Amerika Serikat meningkat tinggi sebagai akibat dari
Smoot-Hawley Tariff tahun 1930. Sebagai contoh, pada tahun 1932 pendapatan
dari tarif dari keseluruhan total impor Amerika Serikat adalah 19,6 persen.
Perhitungan yang sama yang dilakukan pada tahun 1985 hasilnya adalah 3,8
persen. Penurunan ini disebabkan oleh 2 alasan. Pertama, karena banyak tarif
yang diatur dalam Smoot-Hawley Tariff ditenfukan dalam jumiah kurs dollar
tertentu, level harga yang meningkat perlahan-lahan telah merusak tarif yang
berlaku. Kedua, sejak Perang Dunia kedua, banyak sekali dilakukan penurunan
tarif yang dilakukan dibawah GATT 1994,

2. Kuota

Kuota adalah pembatasan secara kuantitatif tidak hanya terhadap impor tetapi
juga diterapkan oleh banyak negara terhadap ckspor. Kuota merupakan alternatif
yang sering digunakan selain tarif ketika tujuannya bermaksud untuk membatasi
akses produsen asing ke dalam pasar domestik. Namun kuota lebih ketat
dibandingkan dengan tarif. Importer biasanya dibatasi sampai pada angka
maksimum dari produk yang dapat dijual di dalam pasar dalam negerinya dalam
jangka waktu tertentu, sehingga apabila kuotanya sudah habis tidak dapat lagi
dilakukan impor. Kuota mirip dengan tarif, menyebabkan harga-harga meningkat
di dalam pasar dalam negeri dikarenakan terjadinya kelangkaan barang atau

produk yang terkena kuota.

Hal ini memaksa produsen domestik untuk meningkatkan produksi dan

konsumen mengurangi konsumsi. Perbedaan antara larif dan kuota adalah tarif

27 ibid.
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menghasilkan pemasukan bagi negara sedangkan kuota menghasilkan pendapatan
bagi yang memiliki izin impor dan sebagai konsekuensinya, produsen asing akang
mendapatkan pemasukan yang sama.'® Ada 4 (empat) jenis kuota yang

digunakan:
a. Kuota Unilateral

Kuota ini dibuat oleh sebuah negara tanpa konsultasi atau negosiasi dengan
negara lainnya. Kuota tersebut bisa bersifat global atau alokasi. Jika bersifat
global, total volume produk-produk yang dapat di tmpor ditentukan
berdasarkan negara asal (country of origin) atau keterlibatan importer dan
ekosporter. Jika kuota tersebut menggun‘akan alokasi, maka volume impor
yang diizinkan dialokasikan diantara negara-negara asal dan pedagang sesuai
dengan pola-pola sebelumnya. Contoh dari penggunaan kuota ini ialah
penetapan kuota impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,

misalnya untuk Thailand sebesar 2 ton dan Vietnam sebesar 3 ton.
b. Negotiated Quotas

Dalamn kuota ini, negara pengimpor setelah bernegosiasi dengan pemerintah
pengeskpor atau dengan kelompok-kelompok pengekspor memberikan jatah
kuota kepada masing-masing negara. Biasanya, dalam negosiasi kuota
bilateral, negara pengekspor diberikan tanggung jawab untuk menerbitkan
izin kepada para éksporlenya. Sedangkan dalam multlateral kuota,
pembatasan ditetapkan melalui jumlah total impor saja, tanpa ada pembatasan
pada sumber produk tersebut. Masalah yang sering terjadi pada negotiated
quota adalah panjangnya waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan
mengenai besar kecilnya kuota karena negara importir berkepentingan untuk
melindungi industri dalam negerinya, sedangkan pengekspor tidak mau

volume ekspornya berkurang.

1% cland B. Yeager menyatakan bahwa “The consumer does not enjoy a lower price just
becaise a quota rather than a tariff limits the supply of an Imported commodity to a certain
amouni: the spread benwveen the world price and the focal price only goes to privileged importers
as a “quota prafit” rather than to the government as a tax, Allotment of scarce import privileges is
but one of the special problems arising 1nder a quota system.” (Leland B. Yeager, Free Trade:
America's Oppurtunity).

UNIVERSITAS INDONESTA

Kaijian terhadap pembatasan ..., Danang Siswandono, FH Ul, 2010



46

c. Tariff Quotas

Tipe kuota ini, sebuah negara mengizinkan impor atas suatu produk dengan
tarif tertentu atau bahkan tidak dikenakan tarif, akan tetapi apabila volume
impor yang ditentukan telah habis atau lebih, maka kelebihan volume impor
tersebut akan dikenakan tarif masuk yang lebih tingi dari sebelumnya sesuai
dengan tarif yang telah ditentukan. Masalah dari penerapan sistem tarif kuota
adalah apabila setelah tarif baru yang lebih tinggi dari sebelumnya dikenakan
atas kelebihan impor, maka akan terjadi fluktuasi atau kenaikan harga yang

terus menerus.
d. Mixing Quota

Kuota yang dikenakan impor bahan baku tertentu yang digunakan oleh
industri-industri dalam negeri. Penerapan system kuota ini bertujuan untuk
mengurangi ketergantungan industri-industri dalam negeri terhadap bahan
baku impor, mendorong perkembangan industri atau sector penghasil bahan

baku tersebut di dalam negert dan penghematan devisa.

Dapat dikatakan bahwa tujuan penerapan kuota terhadap ekspor adalah untuk
kepentingan konsumen di dalam negeri berbeda dengan penerapan kuota terhadap

impor.
3. Hambatan Regulasi'®

Salah satu senjata yang dikembangkan dalam proteksionisme pada tahun
1980 adalah proteksi melalui regulasi atau prosedur. Karakteristiknya ialah untuk
menciptakan elaborasi prosedur birokrasi yang sulit untuk diikuti dan pada

akhirnya menghasilkan hambatan perdagangan.'*®

Banyak bentuk-bentuk umum pembatasan impor terdapat dalam peraturan
yang dibuat oleh suatu pemerintah yang dapat secara langsung maupun tidak
langsung membatasi volume perdagangan. Suatu negara, melalui pemerintahnya,
memiliki bak untuk menerbitkan peraturan yang mengatur secara teknis dan

standar keamanan suatu produk.

12 Lihat James R. Markusen et. al., Internasional Trade: Theory and Evidence, (McGraw
Hilt, 1995), hal. 280-281.
'™ Alan Oxley, The Chalienge of Free Trade, hal. 200.
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Standar atas suatu produk adalah bentuk umum hambatan regulasi, Hal ini
dapat mempengaruhi volume perdagangan secara langsung maupun tidak
langsung. Standar-standar ini muncul dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk
berbagai tujuan. Sebuah standar yang mengatur mengenai penggunaan pestisida
dalam produksi makanan akan membatasi atau mengurangi impor dari negara-
negara yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan tersebut. Standar
tersebut diberlakukan untuk melindungi kesehatan dan keamanan konsumen, yang
dalam hal ini ialah warga negara suatu pemerintahan, bukan untuk
mendiskriminasi impor dari suatu negara, meskipun pada akhimya akan berujung

pada hal tersebut.

Oleh karena itu, konsumen harus tahu mengenai barang yang mereka beli
dengan cara memberikan informasi yang detail pada produk tersebut.
Konsekuensinya, pengepakan, labeling dan pengaturan periklanan, dan juga
kesehatan, keamanan, kebersihan dan higenis, serta spesifikasi teknis adalah
elemen penting dari struktur regulasi suatu pemerintah yang bertujuan untuk

menjaga atau menciptakan kesejahteraan konsumen.

Kebanyakan struktur regulasi tersebut dibuat untuk mengatasi suatu
permasalahan, misalnya informasi yang menyesatkan dari suatu produk, padahal
belum atau tidak diatur dalam pasar. Bagaimanapun juga, dengan kehadiran
perdagangan internasional, terdapat kemungkinan untuk melakukan diskriminasi
melalui regulasi-regulasi semacam terhadap produk-produk impor. Dalam banyak
kasus persyaratan-persyaratan yang ada dalam suatu regulasi membuat suatu
pemahaman ekonomi yang baik karena persyaratan-persyaratan tersebut
memperbaiki pasar secara eksternal dan tidak mendiskriminasi produk asing itu
sendiri. Misalnya persyaratan mengenai keselamatan dan pengendalian emisi
untuk kendaraan bermotor. Dalam persyaratan ini terdapat maksud lain dari
pemerintah selain untuk mengusik para pengimpor. Sebagai contoh bila suatu
produk daging memerlukan penilaian kualitas oleh pemerintah pada saat
pemrosesan, ketidakhadiran pejabat pemerintah pemberi nilai kualitas dimana

daging tersebut di proses akan membuat impor daging tersebut illegal.
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Bentuk lainnya dari regulasi yang membatasi perdagangan ialah persyaratan
kandungan lokal. Pada saat ini, dengan semakin kompleksnya perdagangan
internasional, hasil akhir suatu produk seringkali terdiri atas berbagai jenis bahan
yang diperjualbelikan bolak balik antar negara sebelum dapat dikonsumsi.
Misalnya sebuah mobil yang dirakit di Mexico yang mesinnya dibuat di Amerika
Serikat. Persyaratan kandungan lokal memaksa importer uniuk mengimpor
barang-barang yang dibuat dengan persentase kandungan lokal tertentu. Jika
kandungan lokal yang dipersyaratkan terlalu tinggi, hal ini akan mengarah pada
larangan perdagangan, meskipun mungkin tidak ada tarif atau kuota atas barang
impor itu sendiri. Kenyataanya, pembatasan tersebut jauh lebih sering digunakan
pada perusahaan asing yang beroperasi di suatu negara. Pemerintah-pemerintah
seringkali mempersyaratkan kegiatan perusahaan multinasional yang berada
dalam wilayahnya untuk menggunakan kandungan [okal dalam jumlah tertentu

dalam proses produksinya.
4. Subsidi

Belum ada kesepakatan diantara para pakar mengenai definisi subsidi. Hal ini
terjadi karena terlampau luasnya tindakan-tindakan pemerintah yang dapat
dianggap scbagai subsidi. Kesulitan ini diakui dalam laporan WTO tahun 2006
tentang Subsidi, Perdagangan dan WTO (Subsidies, Trade and The WT0)."'
Menurut kamus Oxford, subsidi diartikan sebagai “a sum of money granted from
publik funds to help an industri or business keep the price of a commodity or
service low.” Batasan definisi menurut kamus Oxford ini sangat sempit sebab
konsesi pajak kini juga dilakukan oleh pemerintah dan sering didefinisikan

sebagai subsidi.'*?

Untuk mengatasi kesulitan ini maka WTO membuat definisi secara khusus
mengenai subsidi. Menurut SCM Pasal 1.1 butir a, dijelaskan bahwa subsidi
terjadi apabila adanya bantuan finansial dari pemerintah kepada lembaga publik

yang berada di wilayah negara anggota. Bentuk-bentuk bantuan finansial tersebut

"YWorld Trade Organization, WTO Report: Subsidies, Trade and The WTO, 2006, hal.
47.

1?Badan Sengkela WTO (DSB) scring menggunakan definisi dad Kamus Oxford untuk
mengartikan istilah yang ada dalam perjanjian WTQO.
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dibedakan menjadi empat, yaitu: bantuan finansial langsung, insentif fiskal seperti
potongan pajak, bantuan penyediaan barang atau jasa selain infrastruktur atau
pembelian barang dan membayarkan beban yang harus dibayar badan-badan
privat. Definisi ini lebih spesifik dibandingkan dengan GATT 1994 yang hanya
menjelaskan tindakan-tindakan yang harus diambil tiap negara ketika melakukan
133

subsidi.

Subsidi dalam SCM harus dilakukan secara spesifik'®

, artinya, jika
pemerintah ingin melakukan subsidi maka ia harus menunjuk secara spesifik jenis
dan tindakan subsidi yang dilakukan. Tindakan subsidi tersebut kemudian harus
dituangkan dalam aturan perundang-undangan. SCM mengatur tentang pembagian
subsidi, yaitu: subsidi yang dilarang (proiibition), subsidi yang dizinkan namun
ada pesyaratan untuk melakukan (Actionable Subsidies), subsidi yang diizinkan

namun ada persyaratan untuk tidak dilakukan (Non Actionable Subsidies).'*

Pengaturan tentang larangan subsidi pada awalnya tidak diatur dalam GATT
1994. Pasal XVI GATT 1994 hanya mengatur efek dari subsidi yaitu yang dapat
membahayakan kepentingan negara lain. Pihak yang melakukan subsidi, menurut
ketentuan GATT 1994, hanya diwajibkan untuk melakukan negosiasi dengan

negara yang terkena dampaknya.'*®

Pasal 3 SCM mengatur tentang larangan substdi atas dua hal, yaitu pertama
subsidi ekspor, kedua subsidi produk lokal atau produk pengganti impor. Untuk
negara-negara berkembang, dalam SCM, diberikan kelonggaran dengan membuat
aturan special and different treatment yang diatur dalam Pasal 27 SCM. Khusus
larangan subsidi ekspor, negara-negara berkembang yang tercantum dalam Annex
VII SCM, dikecualikan dari ketentuan tersebut. Negara-negara berkembang
tersebut juga termasuk negara kurang maju (Least Developed Countries/LDCs)
yang ditentukan oleh PBB. Negara-negara tersebut boleh melakukan subsidi
ekspor selama delapan tahun sejak SCM berlaku dan dapat meminta untuk

memperpanjang (Pasal 27.4 SCM). Sedangkan untuk subsidi produk lokal,

1 pasal 16 GATT 1994,

1™ pagal 2 SCM.

133 WTO Report 2006, hal, 191.
16 WTO Report 2006, hal, 189.
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negara-negara tersebut hanya diberikan batas waktu selama tujuh tahun dan tidak

dapat diperpanjang.”-"

Dalam kerangka perdagangan internasional, subsidi dapat mengganggu
kelancaran perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan akan
mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetisi yang bebas. Akan
tetapi masyarakat intemasional juga melihat bahwa tindakan-tindakan subsidi
masih diperlukan oleh negara-negara dengan beberapa alasan-alasan yang

rasional,
5. Pengendalian nilai tukar (exchange control)

Tarif, kuota, hambatan regulasi dan subsidi sebagaimana telah disebutkan di
atas berkaitan langsung dengan arus barang. Bentuk terakhir pembatasan bekerja
dengan cara membatasi akses kepada nilai tukar atau pertukaran mata vang asing
yang dibutuhkan untuk membayar produk-produk asing. Eksportir harus menjual
mata uang asing yang mercka peroleh kepada suatu instansi pemeriniab dengan
harga yang telah ditentukan dan orang-orang yang membutuhkan mata uang asing
dapat memperolehnya dengan suatu mekanisme yang ketat. Dasar pemikiran
pengendalian nilai tukar ini efektif dalam mengendalikan tidak hanya impor,
tetapi juga pinjaman asing dan transaksi-transaksi lainnya yang melibatkan

pembayaran luar negeri. 138

Hal ini dilakukan pemerintah yang ingin melindungi persaingan ekspor dan
impor dengan menahan nilai tukar mata wangnya serendah mungkin. Akibatnya
ialah produk-produk asing akan menjadi mahal di pasar dalam negeri sementara
produk dalam negerinya akan menjadi lebili murah diluar negeri. Produsen dalam
negeri secara tidak langsung diberi subsidi dan konsumen dalam negeri secara
tidak langsung dikenakan pajak. Kebijakan ini secara umum sulit untuk
dipertahankan dimana bank central dalam menekan nilai tukar harus membeli

mata uang asing dengan menggunakan mata uang negaranya. Hal ini akan

"7 1bid., hal. 192.
8 | eland B. Yeager, Free Trade: America’s Oppurtuniyr, hal. 8.
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mengakibatkan inflasi. Kebijakan yang bersifat inflasi tidaklah lazim dilakukan

untuk melindungi industri dalam negeri.

Aspek lain dari nilai tukar ialah mencegah warga suatu negara untuk
berinvestasi di luar negeri yang pada akhimya mengarah pada investasi riil
domestik. Pembatasan akses kepada aset-aset luar negeri akan menimbulkan
variasi dan menurunkan pendapatan bagi pemilik kekayaan domestik. Singkatnya
pengendalian nilai tukar akan mengapresiasi tingkat nilai tukar domestik akan

tetapi akan membuat produsen-produsen domestik kurang kompetitif.
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BAB IHI

PELABUHAN DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Perkembangan Pelabuhan

Perubahan dalam kota pelabuhan menjadi membawa perubahan di
Asia. Negara Barat membawa pengaruh di berbagai wilayah Asia, karena di
kota pelabuhan terjadi pergeseran nilai-nilai tradisional akibat pengaruh nilai-
nilai Barat. Secara ekonomi kota pelabuhan sangat menonjol selama abad XiX
dan pada awal abad XX kota pelabuhan menguasai dan sering menciptakan
perdagangan, industri, keuangan, perbankan, asuransi pasar modal, serta
membentuk jaringan peran dominan atas pedalaman agrarisnya. '’

Perkembangan suatu pelabuhan maupun kota tidak bisa dilepaskan
dengan perdagangan, dan sudah barang tentu perkembangan perdagangan juga
sangat terkait dengan peran dan fungsi pelabuhan. Perdagangan merupakan
variabel yang menentukan dalam perkembangan sebuah kota. Oleh karena
perdagangan itu sendiri juga termasuk perdagangan jarak jauh atau
perdagangan antar pulau maupun antar negara, maka aktivitas inilah yang
menjadi inti dari pengertian sebuah kota. Sementara itu, pembahasan terhadap
kota pelabuhan secara menyeluruh sering menempatkan pelabuhan pada posisi
yang rendah, sehingga apa yang disebut kota pelabuhan sering kehilangan sifat
maritimnya. Sebaliknya,kajian terhadap suatu pelabuhan tanpa menunjukkan
dan menganalisis kota tempat pelabuhan itu berada juga menghilangkan fungsi
kota pelabuhan sebagai hal yang sangat berkaitan. Dalam hal melakukan
berbagai kajian pengembangan yang tidak boleh melepaskan hubungan antara

kota dan pelabuhar, baik pada masa sekarang maupun pada masa datang. '*°

1 Peran Pelabuhan Dalam Menciptakan Peluang Usaha Pariwisata; Kajian Historis
Ekonomis, <lp:Heprints.undip.ac.id/1 117/2/Pelabuhan_dan_Wisata.pdf>, di unduh pada 1anggal
3 Februart 2010.

Y Ibid.
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Pelabuhan, yang dalam bahasa Inggris disebut /sarbonr bersinonim
dengan kata port, kedua konsep ini merupakan dua pengertian yang berbeda.
Harbour mempunyai titik tekan atau acuan pada konsep fisik yang memberi
pengertian tentang pelabuhan sebagai tempat berlindung atau berteduhnya
kapal-kapal sedangkan pors'*' lebih mengacu pada konsep ekonomi, yaitu
pelabuhan yang dipandang sebagai tempat atau pusat tukar menukar atau
keluar masuknya barang-barang komoditas antara daerah hinterland dengan
foreland. "** Dalam konsep fisik pelabuhan berarti dermaga tempat kapal-
kapal berlabuh dengan segala fasilitasnya. Banyak orang yang ingin melihat
dan mengetahui kapal-kapal besar, kapal perang, dan bahkan ingin
menaikinya. Sementara pelabuhan dalam konsep e¢konomi merupakan
serangkaian kegiatan ekonomi sejak kapal datang hingga kapal berangkat.
Pelabuhan yang mengacu pada konsep ekonomi, di samping berfungsi sebagai
tempat/ pusat tukar menukar atau keluar masuknya barang perdagangan, juga
menjadi salah satu syarat sifat kosmopolitannya swatu wilayah atau kota
karena adanya dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Dari konsep ini
diperoleh pengertian bahwa ada hubungan antara hinferland dengan aktivitas
suatu pelabuhan. Dengan kata lain, bagi wilayah Ainterland maupun foreland,
pelabuhan berfungsi dalam menawarkan volume dagang dan menarik kapal-
kapal bagi perdagangan dari dan ke pedalaman.

Operasionalisasi pelabuhan pada hakekatnya merupakan sebuah
sistemn. Sistem yaitu sebuah jaringan kerja yang saling berhubungan. Sistem
tersebut terdiri dari beberapa subsistem dan di dalamnya juga didukung oleh
subsubsistem yang lebih kecil. Kesemuanya ini berlangsung dalam hubungan
yang saling kait mengait dan didulkung oleh ret of fransportation yang

menghubungkan pelabuhan'®

" Port adalah Bandar yang merupakan suatu tempal tukar menukar/perdagangan antar

daerah sangat berbeda dengan harbour yang merupakan pelabuhan besar dengan fasilitas yang
lengkap.

¥2 Rhoads Murphey, On Evolution of the Port City”, dalam Frank Broeze (Ed), Brides of

the Sea: Port Cities of Asia from the 16th- 20th Centuries (Kensinglon: New South Walcs
University Press, 1989), Him.231

'*? Peran Pelabuhan Dalam Menciptakan Peluang Usaha Pariwisata; Kajian Historis

Ekonomis,< http:#eprints.undip.ac.id/1 1 { 7/2/Pelabuhan_dan_Wisata pdf=, di unduh pada tanggal

3 Februari 2010.
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Indonesia yang merupakan negara maritime, peranan pelayaran sangat
penting bagi perkembangan bangsa karena terkait dengan kehidupan sosial,
ekonomi, pemerintahan pertahanan/keamanan dan perdagangan. Dalam
mendukung peranan pelayaran tersebut diperlukan sarana yang berupa
pelabuhan.Pada awalnya pelabuhan hanya merupakan suatu tepian di mana
kapal-kapal dan perahu-perahu dapat merapat dan membuang jangkar untuk
bisa melakukan bongkarmuat barang, menaik turunkan penumpang dan
kegiatan lain,

Untuk dapat meilakukan kegiatan tersebut pada masa itu pelabuhan
berada di tepi sungai, teluk atau pantai secara alami terlindung dari gangguan
gelombang. Semakin berkembangnya kehidupan sosial terkait dengan
maraknya arus perdagangan maka sarana prasarana yang diperlukan semakin
meningkat seiring dengan berkembangnya jenis-jenis kapal. Sebuah kapal
bukan hanya berlabuh karena juga mempunyai kepentingan dalam melakukan
bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang schingga pelabuhan
harus dapat mendukung kegiatan-kegiatan tersebut dengan sarana dan
prasarana yang memadai, '

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang dapat
dilihat dari: '

a. Segi penyelenggaraan;
Terbagi menjadi pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan
untuk kepentingan pelayanan umum, Pelabuhan ini diselenggarakan oleh
Pemerintah namun pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada badan
usaha milik negara yang saat int BUMN vyang diberikan wewenang
tersebut adalah PT.(persero) Pelabuhan Indonesia I di Medan, Pelabuhan
Indonesia II di Jakarta, Pelabuhan Indonesia III di Surabaya dan Pelabuhan
Indonesia IV yang berkedudukan di Ujung Pandang; dan pelabuhan
khusus yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri
guna menunjang kegiatan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk

kepentingan umum.

" Bambang Triatmodjo, Pelabuhan, cerakan ke-8, (Yogyakara: Beta Offset, 2008),
him 4.
5 pbid.
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b. Segi pengusahaan,
Pelabuban yang diusahakan dengan sengaja mengenakan biaya-biaya
terkait dengan pemberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam
mmelakukan kegiatan-kegiatan bongkar muat barang, menaik turunkan
penumpang dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan pelabuhan yang tidak
diusahakan yang mana pelabuhan ini merupakan tempat singgah kapal
tanpa fasiflitas bongkar muat dan lain sebagainya dan pelabuhan ini pada
umumnya merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi pemerintah,

c. Fungsi dalam perdagangan nasional dan internasional
Terdiri dari pelabuhan laut yaitu pelabuhan besar yang bebas dimasuki
oleh kapal-kapal berbendera asing; dan pelabuhan pantai yaitu pelabuhan
yang disediakan untuk perdagangan dalam negeri dan tidak bebas
disinggahi oleh kapal berbendera asing.

d. Segi pegunaan
Terbagi menjadi enam jenis penggunaan pelabuhan yaitu (1} pelabuhan
ikan (2) pelabuhan minyak (3) pelabuhan barang (4) pelabuhan
penumpang (5) pelabuhan campuran (6) pelabuhan militer.

e. Letak geografis
Berdasarkan letak geografis, pelabuhan dibedakan menjadi pelabuhan
alam yaitu daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang
secara alam; pelabuhan buatan yaitu suatu daerah perairan yang dilindungi
dari pengaruh gelombang dengan bangunan pemecah gelombang
(breakwater);dan pelabuhan buatan yaitu merupakan daerah perairan yang
terbentuk dari campuran antara pelabuhan alam dengan pelabuhan buatan

Dapat dikatakan bahwa tidak semwa pelabuhan mempunyai fasilitas
sarana dan prasarana yang disebabkan adanya perbedaan-perbedaan seperti

yang telah disebutkan diatas.
Peranan Pelabuhan
Indonesia sebagai negara maritim, yang mempunyai wilayah laut lebih

besar daripada darat sudah barang tentu membutuhkan pengkajian yang lebih

mendalam terhadap masalah kelautan, sehingga potensi kelautan Indonesia
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akan dapat diungkapkan dan diketahui secara komprehensif, termasuk dari sisi
sejarah maupun pariwisata. Sejarah yang mengkaji masalah kemaritiman
(maritime history), biasanya mempunyai bidang-bidang kajian seperti
perdagangan laut, teknologi kelautan,perompakan, nelayan, pelabuhan, dan
sebagainya. Sejarah maritim ini juga terkait dengan aspek-aspek lain seperti
kota pelabuhan, kepariwisataan, maupun masalah-masalah yang terjadi di

sekitar daerah pesisir atau pantai. '*®

2.1. Pengertian

Untuk memahami eksistensi sebuah pelabuhan, maka perlu memahami
arti pelabuhan itu sendiri,sehingga dapat diketahui peran dari sebuah
pelabuhan. Pelabuhan mempunyai empat arti yaitu: ',

a. arti ekonomis karena pelabuhan mempunyai fungsi sebagai tempat ekspor
impor dan kegiatan ¢konomi lainnya yang saling berhubungan sebab
akibat.

b. arti budaya karena pelabuhan menjadi tempat pertemuanberbagai bangsa,
sehingga kontak-kontak sosial budaya dapat terjadi dan berpengaruh
terhadap masyarakat setempat.

¢. arti politis karena pelabuhan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan
urat nadi negara, maka harus dipertahankan.

d. Arti geografis karena keterkaitannya dengan lokasi dan syarat-syarat dapat
berlangsungnya suatu pelabuhan.Pelabuhan merupakan sebuah sistem
jaringan Kkerja yang saling terkait antara variabel yang satu dengan variable
yang lainnya.

Perubahan utama dalam sistem pelabuhan biasanya terkait dengan adanya laju

arus barang yang semakin meningkat. Hal ini berakibat kebutuhan akan

efektivitas dan effisiensi pelabuhan semakin terdesak untuk segera dipenuhi

serta peralatan dan tata kerja pelabuhan harus segera disempumnakan

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang perckonomian, pusat

akumulasi barang dari tempat produksi guna diangkut ke tempat tujuan dan

146 -
Ihid.
"7 R. Bintarto, Beberapa Aspek Geografi (Yogyakarta: Penerbit Karya, 1986), him, 33.
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sebagai pusat distribusi barang ke pasaran. Fungsi ini timbul karena pelabuhan
merupakan titik tumpu barang muatan dan kapal. Dengan kata lain, pelabuhan
adalah daerah tempat berlabuh dan tempat bertambat kapal laut serta
kendaraan air lainnya untuk menurunkan penumpang bongkar muat barang

dan hewan, serta merupakan daerah lingkungan kerja ekonomi. '**

Dalam menjalankan fungsinya, pelabuhan mempunyai daerah lingkungan
kerja dan daerah lingkungan kepentingan. Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan meliputi wilayah perairan dan daratan dengan bangunan-bangunan
dan fasilitas-fasilitas teknis lainnya yang diperlukan untuk pelayaran (kapal)
serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan angkutan laut. '*° Pada
prinsipnya fungsi kepelabuhan meliputi sepala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi
pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus
lalulintas kapal, penumpang dan/atau barang,keselamatan berlayar, serta

tempat perpindahan intra dan/atau antar moda.

2.2. Landasan Yuridis

0 yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan,

Pelayaran’
keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan
maritimmerupakan bagian dari sistem transportasi nasional yéng harus
dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistemn transportasi
yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola distribusi nasional
yang dinamis. Perkembangan lingkungan yang strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran sert aswasta dan

9 QOlga Soejono, SH, Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelubuhan dalam

Kaitaniya dengan organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelubuhan, dalam Peningkatan
Peranan Hulwm dan Perlindungan Hukum dalam kegiatan perhubungan Lawt (lokakarya),
ed M. Husseyn Umar SH, et.al. (Ind Hill-Co, 1987), Him. 20-21.

149 .
1bid.
0 pasal 1 UU RI Nomor 17 Tahun 17 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

“Pelayaran adalah sam kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan,
keselamatan, dan keamanan, scrta perlindungan lingkungan maritim’™.
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persaingan usaha, otonomi daerah dan akuntabilitas penyelenggara negara
dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi

kepentingan nasional.

Kelancaran pelayaran tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang
diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perairan, salah
satunya adalah pelabuhan. Pelabuhan sangat dibutuhkan dalam kegiatan
perairan karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pelabuhan

"*1 gehingga diperlukan

merupakan pintu gerbang kegiatan perekonomian
adanya aturan-aturan yang dapat mencakup keseluruhan dalam pelayaran.
Saat ini Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran.
Undang-undang tentang pelayaran memuat empat unsur utama yaitu: '

a. Pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip
pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut
nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri
angkutan di perairan;

b. Pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai
penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan
antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta
pemerintah daerah dan = swasta secara proposional di dalam
penyelenggaraan pelabuhan;

¢. Pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat
ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologt dengan mengacu pada
konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir
pada sarana dan prasarana keselamalan pelayaran, disamping
mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang
termuat dalam /nternational Ship and Port Facility Security Code;

d. Pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritime memuat

ketentuan mengenai pencegahan dan penaggulangan pencemaran

5! penjelasan Pasal 68 Paragraf (b) Undang-Undang R1 Nomor 17 Tahun 2008 Tenlang
Pelayaran
132 penjelasan Umum Undang-Undang RE Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
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lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana
sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait
seperti International Convention for the Prevention of Pollution from

Ships.

Unsur-unsur tersebut diatas bertujuan untuk mengakomodir kepentingan-
kepentingan di dalam satu kesatuan sistem dalam pelayaran dan terhadap
BUMN yang selama ini telah menyelenggarakan kegiatan pengusahaan
pelabuhan mempunyai wewenang menyelenggarakan kegiatan dalam
pelimpahan kewenangan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi yang mana pertumbuhan tersebut di dapat adari arus perdagangan

nasional dan internasional. '**

Ada dua jenis pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran, yaitu: '**

a. Pelabuhan laut
Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau
angkutan penyeberangan.

b. Pelabuhan sungai
Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan sungai dan/atau
angkutan penyeberangan.

Pelabuban laut yang telah disebutkan mempunyai hirarki yang terdiri atas: '

a. Pelabuhan utama
Yang mempunyai fungsi sebagai pelabuhan internasional yaitu pelabuhan
utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri ; dan sebapai
pelabuhan hub internasional yaim pelabuhan utama yang terbuka untuk
perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat
(transhipment) barang antar negara. 136

b. Pelabuhan pengumpul

153 gy
16id.

' pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pclayaran.

55 1bid.

1% Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
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pelabuhan yang lungs: pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam
negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalaim jumlah menengah, dan
sebagai tempat asal 1yjuan pchumpang dan/alau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi, =’
¢. Pelabuhan pengumpan

pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam
negen, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah lerbatas,
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul,
dan sebagat tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkuian

penyeberangan dengan jangkauvan pelayanan dalam provinsi. 138

Pelabuhan dalam sarana dan prasarana harus mempunyai fasilitas pokok
dan fasilitas penunjang. Yang dimaksud dengan fasilitas pokok antara lain
adalah dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang,
terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan
limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk
bahan atau barang berbahaya dan beracun, fasilitas pemeliharaan dan
perbaikan peralatan serta sarana bantu navigasi pelayaran sedangkan yang
dimaksud dengan fasilitas penunjang antara lain adalah kawasan perkantoran,
fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi
air bersih, listrik, drainase dan sampah, tempat tunggu kendaraan bermotor,
kawasan perdagangan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya

(peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan).

Terkait dengan perdagangan internasional dalam hal pelabuhan sebagai
pintu gerbang perekonomian, Indonesia telah mengeluarkan  Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah
Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 lentang
Ketentuan Impor Barang Tertentu yang mana dalam pelaksanaan impor
tersebut hanya dapat masuk ke Indonesia melalui enam pelabuhan yang telah
ditentukan sehingga barang-barang impor tertentu tidak dapat masuk selain

dari pelabuhan-pelabubhan yang telah ditetapkan.

157 pasal 1 butir 18 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
'8 Ibid.,Pasal 1 butir 19.
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3. Pengaturan Internasional

Ketentuan dalam WTQ adalah sebagai hukum internasional dan sedangkan
organisasi internasional adalah salah satu anggota dari masyarakat
Internasional, yang mana status organisasi internasional di dalam hukum

internasional adalah:

1. Sebagai subjek hukum internasional;

2. Membantu pembentukkan hukum intermnasional,

3. Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh
anggotanya;

4. Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati

International Maritime Organization (IMO) pada bulan November 2001
telah memutuskan Resolusi A.924 (22) mengenai Review of Measures and
Procedures To Prevent Acts of Tervorism Which Threatened the Security of
Passengers and Crew and the Safety of Ships. Resolusi ini menentukan supaya
perlu dibuat suatu kajian untuk undang-undang antar bangsa dan langkah-
langkah keselamatan perlu diingkatkan untuk menangani keselamatan kapal,
penumpanng, awak kapal, kargo dan juga kelengkapan-kelengkapan di

pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia. '*®

Berkenaan dengan hak di atas suatu Diplomatic Conference telah diadakan
di London dan telah memutuskan supaya keselamatan pelayaran harus
ditingkatkan dengan menambah suatu klausul di dalam /mernational
Convention For The Safety of Life At Sea (SOLAS Convention) dengan suamh
materi baru yaitu International Ship and FPort Facility Security Code(ISPS
Code).

% Potrel Kondisi Kelaikan Sebagian Besar Kapal Kode Keselamatan Keamanan dan Fasilitas
Pelabuhan  Internasional Intermational Ship and Porit  Facilities Security Code,
<hetp:/www.inigasindonesia.com¥%2 Ffiles%2Farticle¥%2FPotret_Kondisi Kelaikan Sebagian Be
sar_Kapal.doc&ret=j&q=Kode+Keselamatan+Keamanan+dan+Fasilitas+ Pelubuhan+Internasi
onal+%28international+Ship+and+Port+Facilities+Security+ Code % 2FISPS+ Code %29 &ei=7if
MS_wFCMzBraf6iY20BQ&usg=AFQJCNFsJ_I52luqqUiYbugJhk9IUNJoEA>,  diunduh  pada
tanggal 2 Januan 2010.

UNIVERSITAS INDONESIA

Kaijian terhadap pembatasan ..., Danang Siswandono, FH Ul, 2010



62

International  Maritime  Organization (IMO), dahulu bernama
Imternational Maritime Consultative Organization (IMCQO) menghasilkan

konvensi-konvensi secara berturut-turut sebagai berikut: '®°

1. Safety of Life at Sea (SOLAS) 1928;
2. Safety of Life at Sea (SOLAS) 1948;
3. Safety of Life at Sea (SOLAS) 1960;
4, Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974;
Yang selanjutnya secara periodik dilengkapi dengan amandemen-

. 161
amandemen antara lain:'®

1. Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 Amandemen 1998, yang mengatur
tentang fnternational Safety Management (ISM) Code.

2. Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 Amandemen 2002, yang mengatur
tentang International Ship and Port Security (ISPS) Code.

Pada dasamya ISPS Code mengatur mengenai keamanan kapal, pelabuhan
dan fasilitas pelabuhan,'®* Berdasarkan hal tersebut ISPS Code mempunyai

tujuan: 63

i. Untuk menetapkan suatu kerangka kerjasama internasional yang meliputi
kerjasama antara Negara-negara Pcserta, Badan-badan Pemerintah,
Administrasi Lokal, dan Industri Pelayaran, serta Pelabuhan, untuk
mendeteksi ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan
terhadap insiden keamanan yang mempengaruhi kapal atau fasilitas

pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan internasional.

2. Untuk menetapkan tanggungjawab dan peran dari masing-masing Negara-
negara Peserta, Badan-badan Pemerintah, Administrasi Lokal, dan
Industri Pelayaran, serta Pelabuhan, pada tingkatan nasional dan

internasional untuk meningkatkan keamanan maritim.

1 |nternational Safety Management (ISM) Code 1998 dan International Ship and Port Sceurity
(ISPS) Code 2002, <iutp:/Avww.mappelorg/rekomendasi-mappel/internarional-sufety-manag
ement-ism-code-1998-dan-international-ship-and-port-security-isps-code>, diunduh pada 1anpgal
22 Apnl 2010.

' fbid,

"“’Ibid,

' 1bid.
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63

Untuk memastikan pengumpulan dan pertukaran informasi yang efektif

yang terkait dengan keamanan lebih awal.

Untuk menyediakan suatu metodologi penilaian keamanan agar di
tempatnya memiliki rancangan dan prosedur dalam mengambil langkah-

langkah perubahan tingkatan keamanan; dan

Untuk memastikan kepercayaan bahwa ketentuan-ketentuan keamanan

marttim cukup tersedia dan proporsional pada tempatnya.

Penekanan yang diberikan kepada Port Facility adalah untuk

melaksanakan pemeriksaan keselamatan di pelabuhan yang ditetapkan dalam

ISPS Code bagi masalah pokok sebagai berikut: '

1.
2.

S bW

fungsional yang harus dilakukan, yaitu:

L.

Pemeriksaan Keluar Masuk ke Port Facility.

Menentukan Kawasan Larangan (restricted area) dalam kawasan Port
Facility.

Pengendalian Kargo.

Pemeriksaan pergerakan Ship Stores.

Pengendalian Unaccompanied Baggage

Pemeriksaan Keselamatan kepada Port Facility.

Dalam rangka mencapai tujuapn dari ISPS Code, terdapat persyaratan
165

Pengumpulan, pemeriksaan dan pertukaran informasi antar negara peserta
berkenaan dengan ancaman keamanan;

Mewajibkan pemeliharaan protokol komumikasi kapal dan fasililas
pelabuhan (antara kapal dengan kapal, antara kapal dengan darat dan
antara kapal dengan radio pantai);

Pencegahan akses yang tidak berkepentingan ke kapal, fasilitas pelabuhan
dan area terlarang untuk umum;

Mencegah pembawaan senjata yang tidak memiliki ijin, alat pembakar

atau bahan peledak ke kapal atau fasilitas pelabuhan;

1 1bid.
"5 b,
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5. Menyediakan peralatan untuk membunyikan alarm sebagai reaksi
terhadap ancaman keamanan atau insiden keamanan;

6. Mewajibkan adanya rancangan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan
berdasarkan hasil penilaian keamanan; dan

7. Mewajibkan adanya pelatihan, gladi secara periodik untuk memastikan

agar terlatih terhadap pelaksanaan rancangan dan prosedur pengamanan.

Administration Contracting Government Designated Authority akan
melaporkan kepada IMO mengenai pelabuhan-pelabuhan yang telah/belum
mematuhi perlaksanaan ISPS Code setelah 1 Juli 2004. IMO akan
mengklasifikasikan pelabuhan-pelabuhan yang telah mematuhi dan tidak
mematuhi kode ini dalam satu dokumen data pelabuhan. Kapal yang tergolong
dalam tidak mematuhi ISPS Code jika hendak memasuki pelabuhan yang telah
mengimplementasikan ISPS Code akan dikenakan suatu tindakan pemeriksaan
yang lebih ketat supaya keperluaan keselamatan kapal mengikut dipatuhi
sehingga untuk kondisi yang paling buruk, menyebabkan kapal tersebut tidak

diperkenankan memasuki pelabuhan. '%

Begitu juga pelabuhan yang dikategorikan tidak mematuhi ISPS Code
akan menghadapi masalah bagi menerima kapal-kapal yang telah mematuhi
ISPS Code, sehingga kemungkinan besar kapal-kapal tersebut sehingga akan
drarahkan untuk menggunakan pelabuhan-pelabuhan lain yang telah mematuhi
ISPS Code karena tidak menjamin atas keselamatan kapal-kapal, anak kapal,

kargo atau penumpang mereka saat berada di pelabuhan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan memenuhi tuntutan konvensi
internasional tentang jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran di
perairan Indonesia, terhitung mulai I Juli 2004 Indonesia melalui Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan beberapa kebijakan untuk

pemberlakuan ISPS Code yang dimulai sejak | Juli 2004, antara lain:'"

188 1bid.
9 bid,
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1. Keputusan Menteri Perhubungan KM 33 Tahun 2003 mengenai
Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan
Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) di wilayah Indonesia.

2. Keputusan Menteri Perhubungan KM 3/2004 tentang Penunjukan
Direktur Jenderal Perhubungan laut sebagai Designated Authority
Pelaksanaan ISPS Code.

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL, 93/1/3-
(4 tangpal 12 Februari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi yang
diakui Recognized Safety Organization (RSO).

4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KI..93/2/1-
04 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penunjukan Direktur Penjagaan dan
Penyelamatan Sebagai Penanggung Jawab Implementasi ISPS Code.

Pada dasarnya, dalam menentukan keselamatan kapal, pelabuhan, kargo, anak
kapal dan penumpang dan juga bagi kemudahan perdagangan maritim maka
semua pithak dan stake holder harus bersama sama bekerja sama untuk
berusaha mematuhi dan mengimplementasikan ISPS Code adalah satu
keharusan dan wajib dipatuhi dalam masa masa mendatang untuk kelancaran
perdagangan internasional dan keselamatan, baik bagi pelabuhan itu sendiri
maupun bagi kapal, awak kapal, maupun kargo dan semua barang yang ada

dikapal.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-
DAG/PER/12/2008 Dalam Perdagangan Internasional

Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku sama bagi semua
anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan
mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan

suatu negara, Terikatnya suatu negara dengan aturan-aturan WTO akan
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memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak
dalam kebijakan perdagangan suatu negara (more predictable).'®

Bentuk-bentuk hambatan dalam perdagangan barang yang kerap
menjadi bahan kajian dalam sistem perdagangan bebas adalah bentuk tariff’
barrier dan non-tarif barrier. Tariff barrier yang selalu dinegosiasikan untuk
direduksi adalah mengenai :

1. Pengenaan bea masuk;
2. Tindakan pelarangan impor; atau
3. Pembatasan kuota terhadap barang secara selektif.

Secara bertahap, semenjak perundingan GATT 1994 dalam putaran
Tokyo dan Uruguay telah dilakukan penurunan tariff line secara signifikan.'®
Semangat yang diusung WTO saat ini adalah hambatan non-tarif oleh karena
dalam perdagangan barang yang dianggap menghambat bukan hanya
berbentuk bea masuk yang tinggi ataupun biaya-biaya lainnya tapi juga oleh
hambatan non-tarif, diantaranya adalah dalam lima agreement yang ada dalam
WTO secara keseluruhan menolak tindakan-tindakan teknis, birokrasi ataupun
peraturan yang dianggap dapat menghambat perdagangan, seperti : 170
1. Peraturan-peraturan teknis dan standarisasi (fechnical regulations and

standards);

Peraturan-peraturan teknis dan standardisasi yang dibuat antara negara
satu dan lainya sering mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, sehingga
pihak eksportir  maupun tmportir sering mengatami kesulitan dalam
melakukan perdagangan. Dapat dikatakan bahwa peraturan teknis dan
standardisasi digunakan sebagai cara untuk melakukan proteksionisme dan
menghambat perdagangan internasional. o

2. Lisensi impor; ({mport Licensing);
Dalam hal perijinan impor mengharuskan peraturan-peraturan yang terkait

bersifat sederhana/praktis, transparan, dan dapt diprediksi. Pelaksanaan

188 }uala Adolf, Hukum Ekonomi Imternasional. (Bandung: Raja Grafindo Persada),
hlm.115.

1% Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (Weorld Trade Organization), ed. 4, {Jakanta:
Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hlm.6.

17 Ibid, him.42.

T Ibid.
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dari peraturan dan prosedur baru tentang perijinan impor, pemerintah
diwajibkan untuk menyampaikan notifikasi ke WTO hal ini bertujuan agar
peraturan tersebut dapat memberikan informasi yang cukup bagi para
eksportir dan importir mengenai prosedur pemberian ijin impor. '
Pemeriksaan sebelum pengapalan (preshipment inspection);

Upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu yang ditunjuk
{(inspection agency) atau otoritas tertentu yang independen (independent
entities) untuk memeriksa secara rinci dari harga, jumlah dan kualitas
produk ekspor. Pemerintah dalam melaksanakan preshipment inspection
harus menerapkan prinsip non-diskriminasi, transparansi, perlindungan
terhadap informasi bisnis yang rahasia, menghindari penundaan
pemeriksaan, penggunaan buku verifikasi nilai barang dan penghindaran
konflik anlara sesama pihak pabean.'”

Aturan mengenai asal produk (Rules of Origin/RoO);

Mengharuskan negara-negara anggota dalam pembuatan RoO bersifat
transparan, tidak diperbolehkan membatasi atau mendistorsi perdagangan,
dilaksanakan  secara  konsisten, seragam, adil, dan  dapat
dipertanggungjawabkan, '™

Tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (investiment measures).
Dalampersetujuan Trade Related Invesiment Measures/TRIMs), negara
anggota dilarang melakukan tindakan terkait dengan investasi yang
berakibat pada pembatasan kuantitas barang, dan diharuskan menghapus
peraturan-peraturan yang gtidak konsisten dengan persetujuan TRIMs. '

Dalam konteks Indonesia, saat ini banyak kebijakan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan pengaturan impor. Salah satu

kebijakan impor yang dikeluarkan yaitu peraturan menteri ketentuan impor

produk tertentu. Kebijakan impor yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

Indonesia melalui Departemen Perdagangan sebagai upaya mempertahankan

pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui terciptanya perdagangan yang schat

2 rhid nm.43,
'3 1bid ,him 44.
™ rhid.
'3 1bid,
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dan iklim usaha yang kondusif. Peraturan yang mengatur ketentvan impor

produk tertentu adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentvan Impor Produk Tertentu

sebagaimana  telah diubah dengan Permendag Nomor  60/M-

DAG/PER/12/2008.

Departemen Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008
tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Permendag ini merupakan
penyempurnaan atas Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008 dan yang
telah dirubah masa berlakunya melalui Permendag Nomor 52/M-
DAG/PER/12/2008. Penyempurnaan dilakukan setelah mendengar pandangan
berbagai pihak, sehingga dalam Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008
ditakukan penyempurnaan persyaratan mendapatkan Importir Terdaftar,
penegasan cakupan produk di dalam lampiran dan beberapa pengecualian
yang sesuai dalam UU Kepabeanan yang berlaku. '™

Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah
Dirubah Dengan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor
Barang Tertentu, dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2008 mempunyai
tujuan: "’

a. Tidak untuk menghambat impor produk-produk tersebut;

b. Untuk penyusunan database praduk-produk tersebut secara lebih baik;

c. Untuk tujuan trecking (penelusuran) terhadap produk-produk yang
mempunyai potensi adanya penyimpangan terhadap standar keamanan dan
kesehatan produk.

Peraturan ini mengatur tentang impor barang tertentu yang mana
produsen dari beberapa barang yang telah ditetapkan dalam lampiran

peraturan ini harus mempunyai ijin impor tertentu-produk tertentu. Kebijakan

"% Departemen Perdagangan Terbitkan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008

schagai penyempumaan Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu,<litip:/fwww. kanwifbckepri.com/index.php?option=com_conrent&view=article&
id=50:press-release-Permendag-na-56m-dagper | 22008-sebagai-penyempurnaan- Permendag-no-

ddm-dagperi2&catid=4 1 berita-dari-sumber-lain&ftemid=100>, di unduh pada langgal 12
Nopember 2009

""" Press release, Departemen Perdagangan
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tersebut di atas adalah berkenaan dengan pembatasan impor lima produk
tertentu yakni:'™®
|. Pakaian jadi'”

a. Pakaian Jadi dan Sejenisnya seperti kemeja pria/wanita atau anak
laki-laki/anak perempuan, rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan
dan bahan tekslil lainnya,

b. Barang tekstil sudah jadi lainnya seperti selimut dari kapas, serat
sintetik dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus

2. alas kaki'®

seperti alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau

dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit

dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses
semacam itu.

3. makanan dan minuman'®'

a. produk makanan seperti roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti
lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong

kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers,

rice paper dan produk yang semacam itu.

'8 Pasal ] angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 ten-

tang Pcrubahan atas Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor
Produk Teneniu, Kelenman dalam Peraturan ini tidak berlaku terhadap impor:

a.

Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1} dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang
Nomor [0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana tefah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006;
Produk Tertentu berupa barang kiriman dan/atau barang bawaan yang bernilai paling tinggi
sebesar FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang dengan mcnggunakan
pesawat udara;
Produk Tenentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral
scrta sektor energi lainnya;
Produk Terlentu yang diimpor oleh Importir Predusen (IP) sebagai barang modal danfatau
bahan baku yang terkait dengan industrinya;
Produk Terentu yang bersifar impor semenlara; dan )
Produk Tertentu yang dipreses di Kawasan Berikat dan dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke
dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya.

1" Lihat lampiran Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Iimpor

Produk Terientu.

180 fhid.
181 fbid.
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b. Produk minuman seperti Air, termasuk air mineral dan air soda,
mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi
rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya.

4. mainan anak-anak'®
Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu;
kereta boneka, boneka; mainan lainnya.

5. serta barang elektronika'®

Seperti komputer personal, pengering rambut, setrika listrik, pesawat

televisi, lampu TL dan lain-lain.

Produk-produk impor tertentu tersebut hanya dapat dilakukan oleh
pemohon yang sudah ditetapkan sebagai Importir Terdaftar Produk Tertentu
(IT-Produk Tertentu). Permohonan untuk terdaftar sebagai IT-Produk Tertentu
mempunyai Syarat-syarat yang harus dipenuht oleh setiap pemohon.
Permohonan untuk mendapat penetapan sebagai IT-Produk Terentu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.3 Permendag WNomor 56/M-
DAG/PER/12/2008 harus diajukan secara tertulis kepada Direktur dengan

melampirkan dokumen:

1. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);

2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4, fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk
Tertentu vang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;

5. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan

6. rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah,jenis barang,
Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan
Menurut data Kementerian Perdagangan, penegakan hokum
(enforcement) terhadap Importitr Terdaftar (IT) yaitu dengan telah
diterbitkannya 4.516 IT dengan rincian untuk produk impor elektronika
sebanyak 1.959 IT, pakaian jadi sebanyak 697 IT, mainan anak-anak sebanyak
680 IT, makanan dan minuman sebanyak 641 IT dan alas kaki sebanyak 539

152 1bid,
183 rbid,
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IT. Kemudian IT yang dicabut lisensi impornya sebanyak 1.325 IT dengan
rincian untuk produk elektronik sebanyak 627 IT, pakaian jadi sebanyak 176
IT, mainan anak-anank sebanyak 185 IT,makanan dan minuman sebanyak 175
IT dan alas kaki sebanyak 162 IT. '**

Saat ini data mengenai jumlah IT yang memiliki lisensi impor produk
tertentu yang masih berlaku sebanyak 3.191 IT yang terdin dari produk
elektronika 1.332 IT, pakaian jadi 521 IT, mainan anak-anak 495 [T, makanan
dan minuman 466 IT dan alas kaki sebanyak 377 IT. '®

Dalam peraturan ini dikatakan bahwa seiiap impor tertentu oleh
Importir Terdaftar Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui beberapa
pelabuhan. Adapun pelabuhan tersebut yaitu pelabuhan laut Pelabuhan
Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang,
Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekamo-Hatta di Makassar, dan/atau seluruh
pelabuhan udara internasional. '*

Adanya penunjukkan pelabuhan-pelabuhan tertentu sebagai pintu
masuk produk tertentu tersebut dikarenakan bahwa: '’

1. Indonesia mempunyai banyak sekali entry point, sehingga dalam rangka
tracking sistemn dalam rangka tujuan penyusunan database perlu adanya
pembatasan pelabuhan;

2, Pelabuhan-pelabuhan yang terpilih tersebut mempunyai fasilitas customs
yang cukup baik dibanding dengan pelabuhan-pelabuhan Iain.

Penunjukkan pelabuhan tertentu sebagai akses pasar masuk barang impor ini

bertujuan untuk ketertiban administrasi.'®

1% Kemendag Sempumakan Ketentuan Impor, Pelabuhan Dumai Tak Dipeser,

<hitp: Hriaubisnis.com/findex phptvorld-mainmenu-26/regulasi-mainmenu-34/17-regulasi/890-
kemendag-sempurnakan-ketenivan-impor-pelabihan-dumai-tak-digeser>, diunduh pada tanggal
27 Mei 2010.

" Ibid.

18 pasat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008

“Seliap impor Produk Tertentu oleh [T-Produk Terlenta hanya dapal dilakukan melalui:
a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang,
Tanjung Perak di Surabaya, Sockamo Hatta di Makassar dan Dumai di Dumai; dan/atau

b. seluruh pelabuhan udara intemasional™.
'87 Press release, Departemen Perdagangan

'™ Departemen Perdagangan, Norifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2009}, hlm 7.
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Menurut Bpk. Arief Wibisono, SE.,Ak.,SH..MBA selaku Kepala
Subbagian Penelaahan Hukum Perdagangan Luar Negeri Biro Hukum
Departemen Perdagangan Republik Indonesia dalam penentuan pelabuhan-
pelabuhan tersebut melihat dari: '**

1. Besarnya pelabuhan,

Dilihat dari luasnya wilayah suatu pelabuhan

2. Mempunyai fasilitas lengkap
Berdasarkan kelengkapan fasiltas dalam hal ini telah menggunakan
National Single Window (NSW).

Selain itu pula ada alasan prinsip pada saat penetapan 5 (lima)
pelabuhan laut tujuan impor dalam Permendag 44/M-DAG/PER/10/2008
adalah: '

1. Sebagian besar produk tertentu di impor melalui 5 (lima) pelabuhan laut :
Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang,
Tanjung Perak di Surabaya dan Soekarno Hatta di Makasar;

2. Kesiapan infrastruktur sarana dan prasarananya;

3. Sudah dilakukan pencrapan NSW di 4 pelabuban laut (Belawan di Medan,
Tanjung Prick di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang,Tanjung Perak di
Surabaya) dan | Bandara internasional (Soekarno Hatta di Jakarta).

Alasan prinsip penambahan satu pelabuhan laut tujuan impor Dumai di
Dumai pada Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 adalah karena
produk impor tertentu khususnya produk makanan dan minuman sebagian
besar masuk melalui pelabuhan Dumai untuk kebutuhan Propinsi Kepulauvan
Riau diantaranya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang
asing yang bekera di bidang pertambangan minyak dan gas di Riau.

Pada pelaksanaannya Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008
mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari mitra dagang mengenai tujuan dari
dikeluarkannya kebijakan tersebut. Dalam penunjukkan pelabuhan

internasional Permendag tersebut sengaja mencantumkan rujukan Peraturan

' Hasil wawancara dengan Bpk. Ariel Wibisono, SE.Ak.SH.,MBA selaku Kepala
Subbagian Penelaahan Hukum Perdagangan Luar Negeri Biro Hukum Departemen Perdaganpan
Republik Indonesia pada tanggal

1% Press release, Departemen Perdagangan
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Pemerintah Republik Indonesta Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional sehingga penunjukan pelabuhan internasional berdasarkan justifikasi
dari pihak KPI Indonesia mengkategorikan Permendag tersebut sebagai
protection blanker sebagaimana dilakukan oleh hampir semua negara
menghadapi tekanan krisis ekonomi dan keuangan tahun 2008, '*!

Selain itu terkait dengan ILA dalam sidang ILA-WTQO pada tanggal 30
April 2009, sejumlah mitra dagang utama yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa
dan Canada mempermasalahkan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008
tersebut.Negara-negara tersebut meminta klarifikast atas kebijakan tersebut
dikarenakan diduga kebijakan itu dibuat tidak bertujuan untuk import
ficensing procedures lebih mengarah kepada untuk memproteksi industri
domestik. '*

Indonesia memanfaatkan kebtjakan impor sebagai instrument strategis
untuk menjaga kepentingan ekonomi social yang lebih luas. Penerbitan
kebijakanimpor digunakan sebagai instrument menertibkan arus barang masuk
memagari kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang
negara lain. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan
Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang
Tertentu yaitu sebagai wupaya untuk mendukung mempertahankan
pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong terciptanya perdagangan yang

sehat dan iklim usaha yang kondusif.

"' Email dari Bpk Sulistyo Widayanto pada ranggal 31 Mei 2010.
"2 Departemen Perdagangan, Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor, (Jakarta: Dircktorat
Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasiontal, 2009), hlm 7.
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BAB IV
PEMBATASAN PELABUHAN BERDASARKAN PERMENDAG
NOMOR 56 TAHUN 2008 DAN KETENTUAN WORLD TRADE
ORGANIZATION

Indonesia sejak menjadi anggota WTO dengan melakukan ratifikast
Agreement Establishing The World Trade Organization pada tahun 1994
melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization. Dengan demikian, Indonesia
telah menerima keseluruhan hasil perundingan Putaran Uruguay sebagai satu
paket dan terikat untuk mematuhi serta menjalankannya sesuai aturan yang
telah disepakati dalam persetujuan tersebut.'®® Persetujuan ini menghatuskan
setiap anggota membuat peraturan kebijakan impor sesederhana mungkin,

transparan, proses cepat dan terprediksi. 194

Sejalan dengan maraknya perdagangan antar negara dibutuhkan aturan-
aturan yang dapat mengatur perdagangan tersebut. Datam hal ini ketentuan-
ketentuan WTO sangat berperan besar terhadap perdagangan internasional dan

setiap negara harus membuka pintu seluas-luasnya untuk akses perdagangan.

Kebijakan suatu negara anggota dalam perdagangan internasional harus
sesuai dengan semangat yang di usung oleh WTO yaitu non diskriminasi dan
transparansi yang datam pembuatan suatu kebijakan maka kebijakan tersebut
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari WTO. Indonesia
telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu tanggal 24
Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Permendag ini
merupakan penyempurnaan atas Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008

telah dirubah 1masa berlakunya metalui Permendag Nomor — 52/M-

'} KRecuali plurilateral agreement schagaimana tercantum dalam annex 4 Persetujuan
WTO.

'"! Departemen Perdagangan, Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor, (Jakaria: Dircktorat
Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2009), him. 1.
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DAG/PER/12/2008. Penyempurnaan dilakukan setelah mendengar pandangan
berbagai pihak, sehingga dalam Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008

dilakukan penyempurnaan persyaratan mendapatkan Importir Terdaftar,

Sebagaimana diatur di dalam Permendag Nomor 44/M-
DAG/PER/12/2008, dalam Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008
ditentukan bahwa impor Produk Tertentu yaitu makanan minuman, alas kaki,
pakaian jadi, mainan anak dan elektronika hanya dapat dilakukan oleh
Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) melalui lima
pelabuhan laut tertentu dan seluruh pelabuhan udara internasional '** dan
seiring dengan perkembangan bahwa Permendag Nomor 56/M-
DAG/PER/12/2008 mengalami penyempurnaan mengenai penambahan
pelabuhan yang digunakan dalam melakukan impor produk tertentu menjadi

enam pelabuhan.

Penetapan Pelabuhan di Indonesia Schagai Akses Dalam Perdagangan

{nternastonal

Kegiatan perdagangan global banyak mengalami hambatan dan
mempunyai permasalahan yang sangat kompleks, yang disebabkan oleh
adanya peraturan standar dan peraturan peraturan teknis yang dipergunakan
tiap negara berbeda. Berdasarkan pengalaman tersebut maka WTO melihat

ada permasalahan, sebagai berikut: '*®

1. Tidak adanya informasi yang iepat mengenai persyaratan standar dan
peraturan teknis di suatu Negara;

2. Diterapkannya peraturan teknis tanpa memberikan tenggang waktu yang
cukup untuk importir sehingga importir asing kesulitan untuk

menyesuaikan diri dengan peraturan teknis tersebut;

' Depaniemen Perdagangan Terbitkan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008

scbagai penycmpumaan Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan lmpor
Produk Terentu,<htip:/rwwny.kanwilbckepri.cont/index. php?oprion=com_content&view=article &
id=50:press-release-Permendag-no-36m-dagper ! 22008-sebagai-penyempurnaan-Permendag-no-
44m-dagper | 2& calid=4 ! :berita-dari-sumber-lain&liemid=100>, diunduh pada tanggal 17
Februari 2010,

1% Iskandar Wahidiar, Laporan Akhir Anatisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act

Urugnay Round, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995), hlm.113.
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3. Peraturan teknis sering berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi importir asing;

4. Memanipulasi aturan persyaratan standar dan peraturan teknis untuk

bertujuan men-diskriminasikan barang-barang impor

Penerapan persetujuan WTO berfaku untuk semua negara anggota WTQO

dan harus melaksanakan ketentuan tersebut walaupun bagi negara berkembang

tidak mudah untuk mengaplikasikannya. Hal ini dikarenakan di negara

berkembang infrastruktur untuk membuat peraturan teknis dapat dikatakan

masih kurang atau belum ada. 197

Dalam ketentuan TBT Agreements mengenali kewajiban negara-negara

anggota dalam membuat peraturan teknis tidak diperbolehkan menimbulkan

hambatan dalam perdagangan internasional daripada tujuannya yang sah.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan twyuan sah dalam Pasal [1.2.2 TBT

Agreements adalah; '

L.

2
3.
4

Persyaratan keamanan nasional;

Pencegahan prakiek yang menyesatkan;

Perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia;

Kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman, atau lingkungannya

melihat dari ujuan yang sah bukanlah svatu hambatan yang diperbolehkan

Demikian pula dalam pembukaan TBT Agreements menjelaskan pula

mengenai bahwa:

“Menghendaki meskipun demikian, uniuk menjamin bahwa peraturan
teknis dan standar, termasuk persyaralan pengemasan, penandaan dan
pelabelan serta prosedur penilaian kesesuaion dengan peraturan tekmis
dan standar tidak menimbulkan hambatan yang tidak periu dalam
perdagangan internasional”

“Mengakui balwa tidak boleh ada negara yang dihalangi dalam membuat
aturan yang diperlukan untuk menjamin  mutu ekspornya, atau untuk
perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan arau tanaman,
perlindungan  lingkungannya atau untk  pencegahan praktek yang
menyesatkan, pada tingkat yang dianggap layak, dengan syarat bahwa hal
tersebut tidak dilakukan dengan cara yang merupakan sarana

" United Nation, Standard and Regulation in International Trade, (Geneva, 1998).
"% Lihat Pasal 11.2.2 TBT Agreemenis.
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diskriminasi yang tidak tetap, atau tidak tepa! antar negara di mana
berlaku kondisi yang sama, atau sarana pembatasan tersamar dalam
perdagangan internasional, dan sebalilnya mengikuti ketentuan dalam
Persetujuan ini”

Dalam Ketentuan GATT 1994 juga dapat disimpulkan beberapa hambatan

non- tariff yang tidak diperbolehkan dalam melakukan perdagangan

internasional, yaitu sebagai berikut:'®

1.

Pajak dalam negeri dan pungutan-pungutan lainnya, demikian juga
peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perdagangan dalam
negeri serta produksi tidak boleh diterapkan terhadap barang-barang impor
atau produk dalam negeri dengan maksud memberikan proteksi terhadap
produk dalam negeri (Pasal ITl GATT 1994) 2%

Pengaturan kuota atas atas bidang film sinema dalam keadaan-keadaan
tertentu diperkenankan untuk diatur (Pasal III.10 dan Pasal 1V GATT
1994).%!

Pembebasan transit melalui rute-rute yang paling menguntungkan transit
internasional, tanpa penundaan yang tidak perlu dan tanpa membedakan
kewarganegaraan sarana transportasi atau barang yang diangkut karena
dapat dikatakan bahwa suatu hambatan terhadap pengangkutan merupakan
hambatan dalam perdagangan (Pasal VI GATT 1994), %"

Dalam keadaan-keadaan tertentu tindakan anti dumping dan bea masuk
dapat diperkenankan oleh GATT 1994 (Pasal V GATT 1994).2%
Hambatan administratif terhadap perdagangan sejauh mungkin harus
dibatasi (Pasal VII, Pasal VIII dan Pasal IX GATT 1994).2*
Negara-negara anggota mempunyai kewajiban mempublikasikan
peraturan-peraturan hukum nasional termasuk juga putusan pengadilan dan
administrasi yang bersifat umum (Pasal X GATT 1994)2%

' Hata, Perdugangan Internasional Dalam Sistem GATT 1994 dan WTO-Aspek-Aspek

Hukum Dan Non Hukum, (Bandung:PT.Refika Aditama, 2006), him, 91.

2099 ihat lebih lanjut Pasal 111 GATT 1994,

*®' Lihat lebih lanjut Pasal I11.10 dan Pasal IV GATT 1994.

202 | ihat lebih lanjut Pasal V GATT 1994.

*% L ihat lebih Janjut Pasal VI GATT 1994.

™ Lihat lebih lanjut Pasal Vil, Pasal VIII, dan Pasal 1X GATT 1994,
285 1 ihat lebih lanjut Pasal X GATT 1994.
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7. Pembatasan terhadap kuota impor maupun ekspor tidak diperbolehkan
dalam ketentuan WTO namun pembatasan terhadap produk pertanian,
pembatasan untuk melindungi neraca pembayaran dan untuk melindungi
industri baru di negara-negara berkembang diperkenankan dengan
persyaratan-persyaratan tertentu (Pasal XI s.d. Pasal XV dan Pasal XVIII
GATT 1994). %%

8. Subsidi pada dasarnya tidak diperbolehkan namun dalam keadaan-keadaan
tertentu subsidi diperbolehkan (Pasal XVI GATT 1994).%

9. Adanya perusahaan dagang negara dapat juga menjadi hambatan non tarif
namun dalam keadaan tertentu dapat diperbolehkan (Pasal XVII GATT
£994) 28

Terkait dalam masalah impor, Indonesia telah mengeluarkan
mengeluarkan Permendag Nomor 56/2008 yang bertyuan untuk
mengendalikan impor dalam memberikan perlindungan terhadap industri
dalam negeri, pengendalian dan perlindungan tersebut dikonsentrasikan
melalui akses impor melalui enam pelabuhan sebagai pintu masuk produk-

produk tertentu.

Penunjukkan pelabuhan-pelabuhan tersebut berdasarkan pada kelengkapan
prasarana pelabuhan yang telah memcnuhi standard yang sama, penunjukkan

tersebut dilakukan dengan berdasarkan: **°

1. Kesiapan infrastruktur sarana dan prasarananya,

2. Sudah dilakukan penerapan National Single Window (NSW) di 4
pelabuhan laut (Belawan di Medan, Tanjung Prick di Jakarta, Tanjung
Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya)

Alasan yang digunakan oleh Indonesia dalam pembatasan pelabuhan
internasional terkait dengan impor produk tertentu adalah untuk

mempermudah pengawasan yang bertujuan fracking (penelusuran) terhadap

%6 1 jhat lebih lanjut Pasal XI, Pasat XII, Pasal X1, Pasal IV, Pasal V dan Pasal XVIII
GATT 1994.

27 L ihat lebih lanjut Pasal XVI GATT 1994,

208 [ ihat lebih lanjut Pasal XVII GATT 1994,

9% Press release, Deparlemen Perdagangan
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produk-produk yang mempunyai potensi adanya penyimpangan terhadap

standar keamanan dan kesehatan produk.

Pembatasan pelabuhan dalam Permendag Nomor 56 Tahun 2008 yang
dilakukan oleh Indonesia bila melihat dari pembukaan TBT Agreements dapat
dikatakan sebapai sebagai suatu sarana pembatasan tersamar®'®  dalam
perdagangan internasional. Hal imi dapat dijelaskan bahwa sebelum
dikeluarkannya Permendag tersebut, segala macam produk termasuk kategori
produk tertenty dalam Permendag Nomor 56 tahun 2008 dapat masuk ke
Indonesia melalui semua pelabuhan di Indenesia sehingga negara importer
untuk mengimpor barangnya ke Indonesia dapat memilih pelabuhan tujnan
yang lebih efisien baik dari segi jarak, waktu dan biaya yang harus
dikeluarkan selama proses tersebut maka dapat dikatakan negara pengimpor
dibatasi hanya dapat melalui pelabuhan-pelabuhan yang telah ditunjuk untuk

mengimpor produk-produk tertentu ke Indonesia.

Berdasarkan fungsi pelabuhan laut dalam perdagangan internasional
adalah pelabuhan besar yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera
asing untuk melakukan perdagangan nasional dan internasional. Pembatasan
yang dilakukan Indonesia berdasarkan atas keseragaman dalam sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pelabuhan yang ditunjuk namun
dapat pada kenyataannya sarana dan prasarana yang di miliki oieh masing-

masing pelabuhan tersebut tidaklah sama.

Dapat dikatakan bahwa justifikasi oleh pihak terkait dalam penunjukkan
pelabuhan tertentu sebagai pintu gerbang perekonomian dalam proses
perdagangan internasional kurang tepat untuk ditetapkan karena dapat
mengakibatkan hambatan yang mengarah ke proteksionisme dalam
perdagangan internasional. Dalam penjelasan GATT 1994 bahwa
diperbolehkan  melakukan transit melalui rute-rute  yang paling
menguntungkan transit internasional, tanpa penundaan yang tidak perlu dan
tanpa membedakan kewarganegaraan sarana transportasi atau barang yang

diangkut karena dapat dikatakan bahwa suatu hambatan terhadap

210 pagal XVII GATT 1994.
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pengangkutan merupakan hambatan dalam perdagangan namun terlepas dari
permasalahan transit ataupun tidak transit bahwa pelabuhan sebagai tempat
tujuan harus memiliki sarana dan prasarana yang harus dapat memberikan

pelayanan yang sama terhadap perdagangan nasional maupun internasional.

Kebijaksanaan perdagangan internasional Indonesia diarahkan untuk
meningkatkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negert, sehingga lebih
memperlancar arus barang dan jasa, mendorong pembentukan harga yang
layak dalam iklim persaingan yang schat, menunjang efisiensi produksi,
mengembangkan ekspor, memperluas lapangan kerja dan kesempatan
berusaha, meningkatkan dan memeratakan pendapatan rakyat serta stabilitas

ekonomi

Permendag Nomor 56 Tahun 2008 terkait dengan Proteksionisme dalam

perdagangan internasional

Kebijakan proteksi non-tariff terdiri dari berbagai macam instrument,
mulai dari larangan impor secara mutlak, pembatasan impor dengan penerapan
kuota, pemberian subsidi kepada produksi dalam negeri yang membuat
barang-barang substitusi impor, peraturan atau ketentuan teknis. Adapun
peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu diantaranya
adalah:

[—

Kesehatan;

Pertahanan dan keamanan;
Kebudayaan dan lingkungan;
Perijinan impor, embargo;
Hambatan pemasaran;
Pengawasan/kontrol devisa;
Peraturan-peraturan bea dan cukai;

Regulasi standar;

NS I SRR

Pengujian kualitas;

10. Pemeriksaan sebelum pengapalan.
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Implementasi proteksionisme dapat dilakukan dalam berbagai cara yang
pada prinsipnya semua bentuk proteksionisme ditujukan untuk melindungi
industri domestik dari pesaing-pesaing asing. Hal ini dapat dilakukan melalui
kebijakan yang dapat meningkatkan harga pada pasar domestik untuk produk
asing, menurunkan biaya-biaya produsen domestik atau membatasi akses
asing ke dalam pasar dalam negeri. Ada beberapa cara untuk melakukan

proteksionisme, yaitu melalni:
1. Tarif

Tarif adalah biaya/pajak yang dikenakan pada barang-barang yang masuk
ke suatu negara, yang berakibat pada meningkatnya harga barang tersebut.
Pendapatan dari tarif tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan-
pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat atau untuk mengurangi
pajak-pajak lainnya. Praktek ini sangat umum dilakokan di negara-negara

berkembang.
2. Kuola

Bertujuan untuk membatasi akses produsen asing ke dalam pasar
domestik. Namun kuota lebih ketat dibandingkan dengan tanf.
Pemberlakuan kuota terhadap importer diberikan sampai angka maksimum
dari produk yang dapat dijual di dalam pasar dalam negeri dan dilakukan
dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila kuotanya sudah habis tidak
dapat lagi dilakukan impor.

3. Hambatan Regulasi*"'

Protekst melalui hambatan regulasi adalah yang paling sering digunakan
oleh negara-negara sebagai salah satu bentuk dalam melindungi industri
dalam negerinya. Karakferistik dari proteksi dalam bentuk regulasi ialah
untuk menciptakan elaborasi prosedur birokrasi yang sulit untuk diikuti

dan pada akhimya menghasilkan hambatan perdagangan.’'?

2 James R. Markusen ef. al., Internasional Trade: Theory and Evidence, (McGraw Hill,
1995), hal. 280-281.
12 Alan Oxley, The Challenge of Free Trade, hal. 200.
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4. Subsidi

Definisi mengenai subsidi belum ada kesepakatan diantara negara-negara
anggota WTO dan untuk mengatasi kesulitan ini maka WTO membuat
definisi secara khusus mengenai subsidi yaitu dijelaskan bahwa subsidi
terjadi apabila adanya bantuan finansial dari pemerintah kepada lembaga
publik yang berada di wilayah negara anggota. Bentuk-bentuk bantuan
finansial tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu: bantuan finansial
langsung, insentif fiskal seperti potongan pajak, bantuan penyediaan
barang atau jasa selain infrastruktur atau pembelian barang dan

membayarkan beban yang harus dibayar badan-badan privat. 2'*

5. Pengendalian nilai tukar (exchange control)

Hal ini dilakukan suatu negara dengan tujuan melindungi persaingan
ekspor dan impor dengan menahan nilai fukar mata vangnya serendah
mungkin. Akibatnya ialah produk-produk asing akan menjadi mahal di
pasar dalam negeri sementara produk dalam negerinya akan menjadi lebih

murah diluar negeri.

Pasal 5 Permendag Nomor 56 Tahun 2008 tahun 2008 bahwa penetapan
pelabuhan-pelabuhan sebagai akses dalam perdagangan internasional dalam
produk impor tertentu adalah sesuatu hal yang dapat dikategorikan sebagai
bentuk dari hambatan regulasi. Dalam konsideran Permendag tersebut
menyatakan bahwa Permendag Nomor 56 Tahun 2008 tahun 2008 bertujuan
sebagai upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia maka perlu
didorong terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif
namun (erkait dengan Pasal 5 mengenai pembatasan pelabuhan-pelabuhan
tertentu sebagai pintu masuk impor produk tertentu maka dapat dikatakan
tujuan dari Permendag tersebut dalam menciptakan perdagangan yang sehat

dan iklim usaha yang kondusif tidaklah tercapai mengingat tidak semua akses

3 pasal 1.1(a). Agreement On Subsidies And Countervailing Measures
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masuk barang impor ke Indonesia dibuka seperti sebelumn keluarnya

Permendag ini. Apabila melihat juga dari tujuan dan fungsi WTO yaitu: 214

1. Menciptakan kepastian berusaha (transparansi kebijakan dan peraturan),
meningkatkan akses pasar (mengurangi/menghapus hambatan tarif dan
non-tarif), menyederhanakan prosedur perdagangan, serta melindungi
industri dalam negeri dari perdagangan tidak wajar;

2. Menyediakan forum perundingan untuk memastikan akses pasar dapat
terbuka dan tidak mudah dibahas oleh perubahan kebijakan;

3. Memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa antar negara.

Bahwa suatu negara dalam membuat suvatu regulasi tidak boleh secara
langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan hambatan dalam

perdagangan.

Dapat dikatakan bahwa pembatasan pelabuhan berdasarkan Permendag
Nomor 56 Tahun 2008 juga tidak sesuai dengan tuyjuan WTO mengingat untuk
meningkatkan akses pasar dengan menghapus atau mengurangi segala
hambatan apapun dalam melakukan perdagangan internasional namun dengan
Permendag im1 Indonesia melakukan pembatasan terhadap akses masuk
terhadap produk tertentu yang mempunyai maksud sebagai salah satu bentuk

perlindungan terhadap industri dalam negeri. *'

3. Permendag Nomor 56 Tahun 2008 dan unecessary obstacle to {rade
dalam TBT Agreements dan ILA

Dalam Annex 1 TBT Agreements tidak menjelaskan mengenai pengertian

dari wunecessary obstacle to trade namun secara luas dijabarkan bahwa

hambatan-hambatan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melakukan

perdagangan internasional dapat diperbolehkan namun dibatasi oleh

pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam ketentuan WTO.

24 Departemen Perdagangan, Indonesia dan WTO, (Direkiorat Kerjasama Muliilateral,
Direktorat Jenderal KPI, Depariemen Perdagangan, 2007}, him. 4.
% Email kepada penulis dari Bpk Sulislyo Widayanto pada tanggal 30 Mei 2010.
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Permendag Nomor 56 Tahun 2008 termasuk ke dalam kategori hambatan
non-tarif namun bukan dalam pengertian unecessary obstacle to trade’'®
Namun apabila ditelaah lebih lanjut mengenai Permendag tersebut terutama
dalam hal penunjukkan pelabuhan-pelabuhan tertentu sebagai akses masuk
barang impor dapat dikatakan bahwa suatu negara yang akan mengimpor
produk-produk tertentu diwajibkan melalui enam pelabuhan yang sudah
ditetapkan untuk impor produk tertentu dan tidak diperbolehkan melalui
pelabuhan-pelabuhan lain yang tidak tercantum dalam Permendag tersebut.
Pengaturan ini apabila dikaitkan dengan tujuan dari WTO yaitu tidak boleh
menghambat perdagangan internasional yang tepatnya pada pembukaan TBT
Agreements yaitu:

“..Jor the prevention of deceptive praciices, aif the levels it considers
appropriate, subject to the requirement that they are not applied in a
manner which wounld constitute a means of arbitrary or unjustifiable
discrimination between countries where the sume conditions prevail or
a disguised restriction on international trade..”
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan sangatlah bertolak
belakang karena disebutkan bahwa pada dasarnya setiap negara diperbolehkan
untuk membuat regulasi namun bukan untuk sebagai sarana pembatasan
tersamar (disguised restriction) dalam perdagangan internasional.

Melihat dari penerapan Pasal 53 Permendag Nomor 56 Tahun 2008 dapat
dikatakan penunjukkan pelabuhan didasarkan pada suatu standar yang sama
terhadap masing-masing pelabuhan tersebut. Dalam penerapan system
kepabeanan terintegrasi secara elektronis (National Single Window /NSW)
baru diresmikan pada tanggal 29 Januari 2010 namun NSW impor baru
dilaksanakan pada tiga pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanjung Prick, Pelabuhan
Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, dalam penggunaan system elekironik
tanpa menggunakan dokumen manual. *"’

Dalam hal ILA permasalahan diberlakukannya Permendag Nomor 56
Tahun 2008 menimbulkan pertanyaan dari Amerika Serikat dan Komunitas

Eropa yang menanyakan mengenai tujuan dikeluarkannya Permendag tersebut

i) .
1bid.
#1715 Instansi Tergabung National Single Window, <iup:/bataviase.co.id/detailberira-
10576102.htmi>, diunduh pada tanggal 30 Mei 2010.
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khususnya pada pada Pasal 5 Permendag Nomor 56 Tahun 2008. Amerika

Serikat dan Komunitas Eropa mempermasalahkan mengenai alasan-alasan

yang menjadi dasar penentuan pelabuhan tersebut dan Indonesia inemberikan

tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan alasan-alasan: 218

1. Bahwa pelabuhan-pelabuban tersebut dipilih berdasarkan infrastruktur dan
prasarana;

2. Bahwa pelabuhan-pelabuhan tersebut merupakan pintu masuk barang-
barang impor yang scbagian besar melalui pelabuhan-pelabuhan yang
sudah ditetapkan;

3. Bahwa tidak diperbolehkan lagi melakukan impor selain melalu
pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditetapkan karena untuk mempermudah
keefektifan dalam penelusuran barang.

Dalam sidang TLA-WTO tanggal 30 April 2009, Amerika Serikat dan Uni
Eropa mempermasalahkan Permendag Nomor 56 Tahun 2008 tersebut karena
mercka menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak bertujuan sebagai import
licensing procedures namun kebijakan tersebul mengarah kepada
perlindungan industri dalam negeri. >'° Berawal dari anggapan tersebut
kemudian mengajukan permohonan klarifikasi tentang sistem lisensi impor
Indonesia, dalam narasi yang dikemukakan dalam Amerika Serikat dan
Kanada bahwa:

“Indonesia recently introduced new administrative procedures regulating
imports of a broad range of products incliding electronics, household
appliances, textile, apparel, footwear, toys, and food and beverage
products. The procedures are contained in the Regulation of the Trade
Minister of the Republic Indonesia, Number 44/M-DAG/PER/10/2008,
dated 32 Oclober 2008 (“Decree 44”), as modified by Regulation of the
Trade Minister of the Republic Indonesia, Number 56/M-
DAG/PER/[2/2008 (“Decree 56 7). The decree appears to create new non
automatic import licensing requirements according to the definitions
contained in the WTO Agreement on Import Licensing Procedures. As of

2 LU Ry o - [} -
28 “The five ports were selected becawse of their infrastruciure and combined together

they represent the ports aof entry for the vast majority of imports inio Indonesia. No other ports
may be chosen because it wonld difuie the effectiveness of the Decree in terms of iracking the
goods.” (Departemen Perdagangan, Nerifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor, Direktoral Jenderal
Kerjasama Perdagangan lnicmasional, Jakara, 2009, hlm 24).

' Departemen Perdagangan, Notifikasi Kebijakan Taia Niaga Impor, (Jakarta: Direktoral

Jenderal Kerjasama Perdagangan Intcrmasional, 2009}, hlm 4.
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mid-December, as many as two hundres or so applications for import

licensing for the covered products have been refected so far, according to

Indonesian news articles”

Dalam hal banyaknya aplikasi untuk lisensi impor yang ditolak oleh
Indonesia dikarenakan pemohon aplikasi tersebut tidak melengkapi
persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 2.3 Permendag Nomor 56
Tahun 2008 namun dalam permendag tersebut tidak menyebutkan adanya
pengaturan tentang kelanjutan bagi para pemohon lisensi impor yang sudah
ditolak untuk pengajuan ulang atau apakah sudah tidak diperbolehkan untuk
mengajukan lagi sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi para pemohon.

Hal tersebut menjadi lebih mengarahkan kepada adanya pembatasan yang
terjadi dalam penentuan akses masuk dalam hal ini pelabuhan yang telah
ditentukan dalam Permendag Nomor 56 Tahun 2008, Amerika Serikat dan
Kanada meminta klarifikasi Indonesia mengenai landasan yang dipergunakan
dalam penentuan tersebut. Adapun alasan tertulis yang dikemukakan
Indonesia, yaitu:

“The five ports were selected because of their infrastructure and combined

together they represent the poris of entry for the vast majority of imports

inti Indonesia. No other ports mnay be choosen because it would dilute the
effectiveness of the Decree in terms of tracking the goods”

Melihat dari yang dikemukakan oleh Indonesia mengenai alasan-alasan
penentuan pelabuhan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya hanya
berdasarkan dari infrastruktur dan banyaknya barang-barang impor yang
masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut.

Intensitas tuntutan transparansi kebijakan impor Indonesia sebagaimana
tercermin dalam sidang Commitiee on Import Licensing Procedures WTO
tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia menghadapi kesulitan dalam
melaksanakan komitmen persetyjuan WTO namun sebenarnya kesulitan
tersebut tidak perlu ada apabila dalam pembuatan kebijakan impor memuat
adanya mandat dan tujuan yang jelas serta tidak bertentangan dengan ILA.

Tidak menutup kemungkinan bahwa berdasarkan TBT Agreements dan
ILA dalam hal yang menghambat perdagangan internasional terkait dengan

regulasi bahwa pembatasan pelabuhan ini dikeluarkan sebagai sarana yang
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tidak efektif atau tidak sesuvai untuk pemenuhan tujuan sah yang ingin dicapai
walaupun Permendag Nomor 56 Tahun 2008 sudah menetapkan pelabuhan-
pelabuhan tertentu namun sarana dan prasarana yang ada di masing-masing
pelabuhan tidaklah sama.

Pembatasan ini dapat dikatakan sebagai unecessary obstacle to trade
karena tanpa ditakukan pembatasan terhadap pelabuhan-pelabuhan sebagai
akses masuk terhadap impor produk tertentu tidak mempunyai dampak yang
signifikan terhadap industri dalam negeri terkait dengan tujuan dari
Permendag tersebut yaitu untuk mendukung upaya mempertahankan
pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong terciptanya perdagangan yang

sehat dan iklim usaha yang kondusif.

Pelabuhan di Indonesia dan International Ship and Port Facility Security
Code (ISPS Code)

Pada tahun 2009 jumlah pelabuhan internasional sebanyak 200 pelabuhan
internasional namun tidak semuanya memiliki standar ISPS** Code. Padahal
ISPS code sangat penting agar lalu lintas ekspor impor tetap berjalan dengan
baik. 22! Melihat dari penunjukan pelabuhan berdasarkan Permendag Nomor
56 Talwn 2008 dapat dilihat bahwa dari ke enam pelabuhan yang ditunjuk
hanya tiga pelabuhan yang baru melaksanakan NSW.

ISPS Code sangat penting dalam lalu lintas ekspor impor dapat berjalan
dengan lancar, Indonesia dalam hal ini mengakui bahwa pelabuhan
internasional yang ada di Indonesia tidak semuanya memiliki standar ISPS
Code dan juga walaupun pelabuhan-pelabuhan tertentu berstatus pelabuhan

internasional namun tidak berarti bisa digunakan untuk ekspor. Untuk

220 13pS merupakan amandemen terhadap konvensi Keamanan Kchidupan di Laut

{SOLAS) 1ahun 1974/1988 dan mewakili rangkaian standar lengkap yang dirancang untuk
memperbaiki keamanan kapal dan sarana petabuban. Karcna Indonesia adalah salah satu penanda
tangan konvensi SOLAS, standar-slandar TSPS harus diterapkan pada semua kapal dalam
perjalanan internasional dengan Tonasc Bruto atau GT 500 ton ke atas (lermasuk unit pengeboran
lepas pantai bergerak) sekaligus pelabuhan-pelabuhan yang melayani kapal-kapal ini.

! pelabuhan Internasional di Indonesia Bakal Menciut, <hetp:/Avwsv.solopos.com/2009

Jekonomi-bisnis/pelabuhan-internasional-di-indonesia-bakal-menciur-495>, diunduh pada tanggal
19 November 2009
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selanjutnya Indonesia akan mengurangi jumlah pelabuhan internasional
dengan tujuan bahwa pengurangan atau meminimalkan pelabuhan
internasional tersebut diharapkan dapat segera memenuhi standar ISPS code
bagi pelabuhan yang ditunjuk.*?

Rasionalisasi pelabuhan juga akan jauh lebih mempermudah pelabuhan
Indonesia untuk memenuht ISPS Code yang dikembangkan setelah serangan
It September di AS dan pemboman kapal tanker minyak Perancis di tahun
2002 karena hingga saat ini, Indonesia kesulitan untuk memenuhi standar-
standar ini

Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan ISPS Code masih ditemui

beberapa kendala maupun hambatan sebagai berikut: ***

1. Kurangnya pemahaman dari semua pihak dalam mengimplementasikan

ISPS Code di pelabuhan dan di kapal.

2. Beberapa pelabuhan/fasilitas  pelabuhan masih  memberlakukan
Declaration of Security (DoS) kepada kapal. Hal ini bertentangan dengan
ketentuan ISPS Code, karena yang berhak meminta DoS adalah pihak

kapal dengan kondisi tertentu.

3. Penerapan pemeriksaan kapal asing (Port State Control), dimana Port
State Control Officer (PSCO) juga melakukan tugas tambahan ISPS Code
padahal jumlahnya masih sangat terbatas, sementara itu terdapat 141

pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.

4. Masalah Sumber Daya Manusia, kelemahan SDM bukan hanya pada
pihak penyedia jasa (swasta), tetapi juga pada pihak pemerintah

(regulator) yang belum memahami ISPS Code secara benar.

5. Masalah komunikasi, merupakan aspek terpenting yang harus segera
dibenahi, karena ISPS Code pada dasarnya adalah suatu Sistem

Manajemen Komunikasi Keamanan. Beberapa alat keamanan mandarory

*2 David Ray,Reformasi Sekior Pelabuhan Indonesia dan Undang-Undang Pelayaran Tahun

2008 ,(USATD-SENADA, Jakarta,2008),him.2 1.

2 International Safety Management (ISM) Code 1998 dan International Ship and Port Security

(ISPS} Code 2002, <hup:www.mappel org/rekomendasi-mappelfinternational-safery-manag
ement-ism-code- 1 99§-dan-international-ship-and-port-security-isps-code™, diunduh pada tanggal

22 April 2010.
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(wajib) dalam ISPS Code seperti Automatic Identification System (AlS)
dan Ship Security Alarm System (SSAS) yang telah terpasang di kapal-
kapal tidak akan berarti banyak jika tidak dipasang pula di pelabuhan
sebagai penerima yang harus juga dibekali dengan pengetahuan dan

keterampilan yang sama.

6. Mahalnya biaya untuk menunjang  dilaksanakan dan di
implementasikannya ISPS Code. Oleh sebab itu diusulkan pengurangan
jumlah pelabuhan/terminal internasional di Indonesia karena implikasi
dari sebuah pelabuhan/terminal internasional harus dilengkapi dengan
sarana dan prasarana ISPS Code. (saat imi terdapat 141 pelabuhan
internasional yang terbuka perdagangan luar negeri. Jumlah terminal yang

terbuka untuk perdagangan luar negeri belum diketahui).

Bahwa pembatasan pelabuhan yang berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah
Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan
Impor Barang Tertentn tidak sesuai dengan semangat yang di usung oleh
WTOQO terkait dengan hambatan non-tarif yaitu mendorong arus perdagangan
antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang
dapat menganggu kelancaran barang dan jasa.

Dapat dikatakan bahwa rasionalisasi pelabuhan akan menyebabkan
beberapa pelabuhan dan wilayah kehilangan hubungan internasional
langsungnya kemungkinan akan menjadi polemik, mengundang perdebatan
dan pengamatan yang cermat. Apabila gerbang internasionat akan dikurangi
untuk memberi lebih banyak permintaan bagi pengumpan domestik, maka
manfaat dengan adanya pengurangan pelabuhan internastonal int harus
diseimbangkan terhadap biaya-biaya kargo yang lebih besar yang dikenakan
pada pengguna dari daerah-daerah yang kehilangan hubungan internasional

langsungnya.
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang
berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional atas hasil perundingan yang
telah disepakati oleh negara-negara anggota maka persetujuan tersebut menjadi
inengikat bagi nepara-negara anggota untuk mematuhinya dalam pelaksanaan
kebijakan perdagangannya. Adapun tujuan dan fungsi dari WTO adalah:
1. Menciptakan kepastian berusaha;
Suatu negara anggota dalam membuat kebijakan atau peraturan herus
berdasarkan prinsip transparansi/keterbukaan.
2. meningkatkan akses pasar;
untuk memperlancar arus ekspor impor dalam perdagangan internasional
maka negara-negara anggota diwajibkan untuk mengurangi/menghapus
hambatan tarif dan hambatan non tarif.
3. menyederhanakan prosedur perdagangan;
lidak membuat persyaratan-persyaratan yang dapat menghambat pelaksanaan
perdagangan internasional.
4. melindungi industri dalam negeri dari perdagangan tidak wajar;
adanya perlindungan bagi industri domestik yang mungkin mendapatkan s

injury akibat adanya dumping dari negara pengimpor.

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008
Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-
DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, menyebutkan
bahwa produk tertentu yang di impor ke Indonesia hanya dapat melalui enam
pelabuhan laut.

Berdasarkan hai-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut;
|. Hambatan-hambatan yang ada dalam ketentuan WTOQO terdiri dari 2 jenis yaitu

hambatan tarif yang terkait dengan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan
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dalam perdagangan internasional dan hambatan non tarif yaitu hambatan di
luar tariff seperti kebijakan atau regulasi yang dibuat cleh suatu negara.
Adanya hambatan dalam perdagangan intermasional mempunyai tujuan yang
sama dalam hal untuk melindungi industri domestik. Pasal 5 Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah
Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 mengenai
pembatasan pelabuhan dapat dikatakan sebagai profection blanker untuk
melindungi industri dalam negeri sehingga ketentuan tersebut menimbutkan
polemik bagi negara-negara anggota lainnya karena untuk melakukan impor
produk-produk tertentu hanya dapat melalui enam pelabuhan yang sudah
ditunjuk sehingga tidak sesuai dengan semangat WTO yang transparan dalam
pembuatan kebijakan untuk menghindari proteksionisme.

. Pembatasan pelabuhan yang dilakukan oleh Indonesia dengan alasan untuk
mempermudah penelusuran dalam kegiatan ekspor impor sangat tidak relevan
jika dikaitkan dengan perdagangan internasional yang transparansi. Jika ditilik
dari sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing pelabuhan yang
ditunjuk  dalam  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor
60/M-DAG/PER/12/2008 sangatlah berbeda sehingga justifikasi yang
dilakukan oleh KPI bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai suatu
standar berdasarkan ISPS Code terkait dengan fasilitas-fasilitas yang harus
dimiliki oleh pelabuhan-pelabuhan laut yang dapat dipergunakan sebagai jalur
ekspor impor.

. Dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  56/M-
DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor
60/M-DAG/PER/12/2008, secara implisit merupakan pengamanan bagi
perlindungan industri Indonesia. Keberadaan permendag tersebut berada pada
posisi memanfaatkan celah-celah atau grey area dari ketentuan-ketentuan
WTO.
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B. Saran

Dalam Pasal XX GATT 1994 memberikan pengecualian umum (general
exception) yang mana pengecualian-pengecualian ini dimungkinkan dilakukan
oleh suatu negara dengan menanggalkan aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban
berdasarkan GATT 1994. Pengecualian ini diperlukan terhadap tindakan-tindakan
dalam hal:
1. Melindungi moral masyarakat;
Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman;
Impor atau ekspor emas atau perak;
Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
Produk-produk yang berasal dari hasil kerja para narapidana;
Perlindungan kekayaan nasional, kesenian, sejarah atau purbakala;

Konservasi kekayaan alam yang dapat habis;

A

Dalam kaitannya dengan adanya kewajiban-kewajiban yang timbul dari

perjanjian komediti antar pemerintah.

Dan dalam Pasal XXI juga membenarkan suatu negara dalam menanggalkan
kewajibannya berdasarkan GATT 1994 dengan alasan keamanan (security
exception).

Untuk melindungi kepentingan bagi perlindungan industri domestik terkait
dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat setidaknya sebelum penyusunan
kebijakan baru harus melakukan komparasi atau perbandingan mengenai resiko-
resiko yang di dapat jika memberlakukan kebijakan baru yang secara langsung
ataupun tidak langsung melibatkan negara-negara lain termasuk pula dengan
mengadopsi pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam ketentuan-
ketentuan WTQ. Hal ini bertujuan agar mecnghindari polemik yang mungkin
terjadi, harus disadari bahwa dengan adanya perbedaan yang ada antara negara
maju dan negara berkembang bukanlah menjadi suatu alasan dalam praktek dalam
dunia perdagangan internasional. Selain itu pula diperlukan upaya dari para
regulator untuk memperhatikan aturan-aturan nasional yang mempunyai efek
secara internasional agar dalam pembuatan suatu kebijakan baru mempunyai

kesesuaian dengan aturan-aturan internasional.
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Menimbang :

Mengingat

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 56/M-DAG/PER/12/2008
TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk mendukung upaya memperiahankan pertumbuhan
ekonomi Indonesia pertu didorong terciptanya perdagangan
yang sehat dan iklirn usaha yang kondusif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu diambil langkah-langkah kebijakan di
bidang impor atas beberapa produk tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan;

1. Bedriffsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staalsblad Tahun
1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984
lentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495);
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Peraturan Menteri Perdagangan R.l.
Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 3564});

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NMomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4661);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3656);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas Dan Pelabuvhan Bebas menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
47758);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun
2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomaor 260 Tahun
1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun
2005;
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Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon | Kementerian
Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1897 tentang Ketentuan
tUmum Di Bidang Impor;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor
Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah
dengan Peraiuran Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir {API};

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan
Produk Tekstil;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean.

Produk Tertentu adalah produk-produk yang terkena ketentuan
impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk
makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan
mainan anak-anak,
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Peraturan Menteri Perdagangan R.1.
Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008

Importir Terdaftar Produk Tertentu, selanjutnya disebut IT-Produk
Tertentu, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor
Produk Tertentu.

Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan
pemeriksaan feknis atas Produk Tertentu yang dilakukan di
pelabuhan muat barang oleh Surveyor.

Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk
melakukan verifikasi dan penelusuran teknis produk impor.

Menteri adalah Menteri Perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Departemen Perdagangan.

Direktur adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 2

(1) Produk Tertentu yang dapat diimpor sebagaimana tercantum

(2)

dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan
yang ditetapkan sebagai IT-Produk Tertentu.

(3) Permohonan untuk mendapat penetapan sebagai IT-Produk

(4)

Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan
secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan dokumen :

a. fotokopi Angka Pengenal importir (APl});

b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP};

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPY);

d. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk

Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;

. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan {(NIK); dan

f. rencana impor dalam 1 (satu} tahun yang mencakup jumlah,
jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh} digit dan pelabuhan
tujuan.

®

Direktur atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai 1T-
Produk Tertentu paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 3

Penetapan sebagai |T-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri
ini.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008

Pasal 4

Perusahaan yang telah memperoleh penetapan sebagai IT-
Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi
impor Produk Tertentu,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada
tanggal 15 bulan berikutnya.

Bentuk [laporan tertulis realisasi impor Produk Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya
dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan :

a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta,
Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya,
dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau

b. seiuruh pelabuhan udara internasional.

Impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu untuk kebutuhan
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan
perdagangan bebas dan pefabuhan bebas.

Pasal 6

Setiap impor Produk Terlentu oleh IT-Produk Tertentu harus
dilakukan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu
oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum
dikapalkan.

Hasil Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk
Laporan Surveyor (LS} uniuk digunakan sebagai dokumen
pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang
impor.

Seluruh beban biaya Verifikasi dan Penelusuran Teknis fmpor
yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) ditanggung oleh IT-Produk Tertentu yang
bersangkutan.
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Peraturan Menleri Perdagangan R.1.
Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh
Surveyor yang ditetapkan Menteri.

(2) Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 {lima) tahun;

c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri
dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan
verifikasi; dan

d. mempunyai rekam-jejak (frack records) di bidang pengelolaan
kegiatan verifikasi impor.

(3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waijib
menyampaikan laporan tertulis mengenai rekapitulasi kegiatan
Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor Produk Tertentu kepada
Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur setiap bulan pada tanggal
15 bulan berikutnya.

Pasal 8

Pelanggaran oleh [T-Produk Tertentu terhadap ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi pencabutan penetapan
sebagai IT-Produk Tertentu.

Pasal 9
Importir yang mengimpor Produk Tertentu tidak sesuai dengan

ketenluan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan penetapan
sebagai Surveyor atas Produk Tertentu.

Pasal 11
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini lidak berlaku terhadap impor:

a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

6
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Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008

Produk Tertentu berupa barang kiriman dan/atau barang bawaan
yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US$ 1.500,00 (seribu
lima ralus dolar Amerika) per orang dengan menggunakan
pesawat udara;

Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas
bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya;
Produk Terientu yang diimpor oleh Importir Produsen (iP)
sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan
industrinya;

Produk Tertentu yang bersifat impor sementara; dan

Produk Tertentu yang diproses di Kawasan Berikat dan
dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke dalam Daerah Pabean
Indonesia Lainnya.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1.

Penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu yang telah dikeluarkan
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomaor 52/M-DAG/PER/12/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan berakhimya Peraturan Menter ini dan selanjutnya dibaca
Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu;

Penunjukan sebagai Surveyor yang telah dikeluarkan berdasarkan
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 793/M-DAG/KEP/11/2008
tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau
Penelusuran Teknis Impor Produk Tertentu dan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan
Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan
Menteri ini dan selanjutnya dibaca Penetapan sebagai Surveyor;

Ketenluan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
impor produk makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki,
elektronika dan mainan anak-anak dinyalakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/10/2008 tentang
Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  52/M-
DAG/PER/12/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7
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Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 14

(1) Ketentuan LS sebagai dokumen yang harus disampaikan oleh IT-
Produk Tertentu yang digunakan sebagai dokumen pelengkap
pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk pakaian jadi,
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

(2) Ketentuan LS sebagai dokumen yang harus disampaikan oleh IT-
Produk Tertenlu yang digunakan sebagai dokumen pelengkap
pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk produk
makanan dan minuman, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-
anak, mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2009.

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (salu) tahun sejak
tanggal pemberlakuan.
Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januarf 2008 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.1,,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Plt. Kepala Biro Hukum, MARI ELKA PANGESTU

INAYAT IMAN
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LAMPIRAN PERATURAN MENTER| PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008
Tanggal : 24 Desember 2008

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1 : Daftar Produk Tertentu yang dapat diimpor

2. LAMPIRAN Il : Bentuk laporan tertulis realisasi impor Produk Tertentu

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Plt. Kepala Birg Hukum,

INAYAT IMAN
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 56/M-DAGI/PER/M2/2008
TANGGAL : 24 Desember 2008

DAFTAR PRODUK TERTENTU YANG DAPAT DI IMPOR

URAIAN BARANG

POS TARIF /HS

PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN

Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, sisa

1601.00.00.11

daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini

1601.00.00.19

1601.00.00.90

Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau

diawetkan dalam kemasan kedap udara alau kemasan

lainnya

1602.10.10.00

1602.10.90.00

1602.20.00.00

- 1602.31.00.00

1602.32.10.00

1602.32.96.00

1602.39.00.00

1602.41.10.00

1602.41.80.00

1602.42.10.00

1602.42.90.00

1602.49.11.00

1602.49.19.00

1602.49.91.00

1602.49.99.00

1602.50.00.00

1602.20.10.00

1602.20.80.00

_ _E:Ifts:tfgl_(_ggn jus daging, ikan atau krustasea, moluska, atau

1603.00.10.00

invertebrata air lainnya

1603.00.20.00

1603.00.30.00

1603.00.90.00

lkan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang

diolah dari telur ikan

1604.11.10.00

1604.11.90.00

1604.12.10.00

1604.12.90.00

1604.13.11.00

1604.13.19.00

1604.13.91.00

1604.13.992.00

1604.14.10.00

"1604.14.90.00

1604.15.10.00
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NO

URAIAN BARANG

POS TARIF / HS

1604.15.90.00

1604.16._1_@1.99__;

1604.16.90.00

1604.19.20.00

1604.19.30.00

1604.19.90.00

1604.20.11.00

1604.20.19.00

__1604.20.21.00

1604.20.29.00

1604.20.91.00

1604.20.99.00

1604.30.10.00

1604.30.90.00

Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya,diolah atau

1605.10.10.00

_|diawelkan

1605.10.90.C0

1605.20.11.00

1605.20.19.00

1605.20.81.00

1605.20.99.00

1605.30.00.00

1605.40.10.00

1605.40.90.00

1605.90.10.00

1605.90.90.00

Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung

1704.10.00.00

kakao

1704.90.10.00

1704.90.20.00

1704.90.90.00

1806.10.00.00

1806.20.10.00

1806.20.90.00

1806.31.10.00

1806.31.90.00

1806.32.10.00

1806.32.90.00

~1806.90.10.00 _
1806.90.20.00
'1806.90.90.00

'E-Etrak__rrls_:l_ﬁ olahan makanan dari tepung, menir, tepung

kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakac atau .

1901.10.10.00

1901.10.20.00

mengandung kakao kurang dari 40% menurut beratnya;

1901.10.30.00

olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, lidak

1901.10.90.00

mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5%

1901.20.10.60

~1901.20.20.00

menurut beratnya,

1901.20.30.00
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NO

URAIAN BARANG

POS TARIF / HS

1901.20.40.00

1901.90.10.00

1901.90.20.00

1901.90.31.00

1901.90.39.00

1801.90.41.00

1901.80.49.00

1901.90.90.10

1901.90.90.90

1902.11.00.00

bahan lainnya) alau diolah secara lain, seperii spageti,

1902.18.20.00

makaroni, mi, lasagna, gnacchi, ravioli, cannelloni, couscous,

1902.19.90.00

diolah maupun lidak.

1902.20.10.00

1902.20.90.00

1902.30.10.00

1902.30.20.00

1902.30.90.00

1902.40.00.00

10

Makanan olahan dipe-rbnléh d-é-ng';_a_n cara menggelembungkan

atau menggongseng serealia atau produk serealia (misalnya,

1904.20.00.00

1904.30.00.00

keripik jagung); serealia {selain jagung), dalam benluk butir

alau serpih alau butir yang dikerjakan secara Jain (kecuali

1904.90.10.00

secara fain.

tepung, menir, dan tepung kasar) belum dimasak atau d_ic_)!@b___ o

1904.90.90.00

11

Roli, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya,

1905.10.00.00

mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong

1905.20.00.00

kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi,

1905.31.10.00

sealing walers, rice paper dan produk yang semacam itw.

1905.31.20.00

1905.32.00.00

1905.40.00.00

1905.90.10.00

1905.90.20.00

1905.90.30.00

1905.90.40.00

1905.90.50.00

1805.90.60.00

1905.90.70.00
1905.90.80.00

1905.90.90.00

12

ex. 2002.90.10.00

13

2007.10.00.00

kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan

2007.91.00.00

gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.:

2007.99.10.00

2007.99.90.00
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NO URAIAN BARANG

POS TARIF / HS

14 |Buah, kacang, daﬁ_—bagian tanaman lainnya yang dapat _

2008.11.10.00

tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol

dimakan, diclah, atau diawetkan secara lain mengandung

~2008.11.20.00
2008.11.90.00

maupun tidak.

2008.19.10.00

2008.19.90.00

2008.20.00.00

2008.30.10.00

2008.30.90.00

2008.40.10.00

2008.40.90.00

2008.50.10.00

2008.50.90.00

2008.60.10.00

2008.60.90.00

~ 2008.70.10.00

2008.70.90.00

2008.80.10.00

2008.80.90.00

2008.91.00.00

2008.99.10.00

2008.99.20.00

2008.99.30.00

2008.99.40.00

2008.99.90.00

15 |Jus buah {termasuk grape must) dan jus sayuran tidak

2009.12.00.00

difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohal,

2009.21.00.00

mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun

2009.31.00.00

tidak dengan nilai brix tidak melebihi 20

2009.41.00.00

ex. 2008.50.00.00

2009.61.00.00

2009.71.00.00

ex. 2009.80.10.00

ex. 2008.80.90.00

ex. 2009.90.00.00

16 |Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, te_h ;a_t'é'u mate dan

2101.11.10.00

olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh

2101.11.90.00

atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang

2101.12.00.00

_ |digongseng lainnya, dan ekstrak esens dan konsentralnya.

2101.20.10.00

2101.20.90.00

2101.30.00.00

17 S_Eg_s__an olahannya, campuran bumbu dan campuran 2103.10.00.00
bahan penyedap, tepung moster dan tepung kasar moster 2103.20.00.00
serta moster olahan. 2103.30.00.00

2103.90.10.00

© 2103.90.30.00

2103.80.90.00
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NO

URAIAN BARANG

POS TARIF /HS

18

Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran

2104.10.10.00

homogen

2104.10.90.00

2104.20.10.00

2104.20.90.00

19

Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung_'____ -

kakao maupun lidak

2105.00.00.00

20

Air mineral alam atau buatan dan air soda, tidak mengandung

2201.10.00.00

tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi

rasa.

21 |Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung 2202.10.10.00
_|tambahan gula atau bahan pemanisalainnya atau pemberi 2202.10.90.00
___[rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya. 2202.90.10.00
_____ 2202.90.20.00
g 2202.90.30.00
2202.90.90.00
22 Cerutu, cherool dan cerutu kecil, mengandung tembakau 2402.10.00.00
23 Sj_garet mengandung tembakau . 2402.20.10.00
N 2402.20.90.10
o _2402.20.90.90
B. |JPAKAIAN JADI
- 1. PAKAIAN JADI-DAN SEJENISNYA
24 Kem_éjTg_pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan dari 6105.10.00.00
kapas, serat bualan dan bahan tekstil lainnya. 6105.20.10.00
L __6105.20.20.00
L 6105.90.00.00
25 |Blus dan kemeja untuk wanita atau anak perempuan, rajutan 6106.10.00.00
atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil 6106.20.00.00
lainnya. i 6106.90.00.00
26 [Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian 6107.11.00.00

mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria

6107.12.00.00

atau anak laki [aki rajutan atau kaitan dari kapas, serat

6107.19.00.00

buatan dan dari bahan tekstil lainnya

6107.21.00.00

6107.22.00.00

6107.29.00.00

6107.91.00.00

6107.99.00.00
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27 |Rok dalam dan petticoat untuk wanita dan anak perempuan, 6108.11.00.00
rajutan atau kaitan dari serat buatan, sutera, kapas dan 6108.18.30.00
____|bahan tekslil lainnya selain wol atau bulu hewan halus 6108.19.90.10
. o S 6108.19.90.90
28 _Qt_a_lang__a@_lgm dan panty untuk wanita dan anak perempuan 6108.21.00.00
rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil 6108.22.00.00
lainnya. _ 6108.29.00.00
29 |Gaun tidur dan piama untuk wanita dan anak perempuan 6108.31.00.00
rajutan atau kailan dari kapas, serat buatan dan bahan tekslil 6108.32.00.00
lainnya. 6108.39.00.00

30 |Gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang | _6108.91.00.00
___|semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau ~ {_ 6108,92.00.00
|kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya 6108.99.00.00

31 {T- shlrt singlet dan kaus kutang lainnya untuk pria atau 6109.10.10.00
___|anak laki-laki, wanita atau anak perempuan rajutan atau 6109.10.20.00
kaitan dari kapas, rami, linen, sutera dan bahan tekstil 6109.90.10.00
lainnya, 6109.90.20.00
L 6109.90.90.00
32 |Garmen dan aksesori pakaian untuk_bayi dari kapas rajulan 6111.20.00.00
atau kaitan dari kapas, serat sintetik dan bahan tekslil 6111.30.00.00
fainnya. \ 6111.90.00.00
33 [Track suit rajutan atau kaitan dari kapas serat sintetik dan 6112.11.00.00
bahan tekstil [ainnya. 6112.12.00.00
L 6112.19.00.00
34 |Pakaian renang pria atau anak laki-laki rajutan atau kaitan 6112.31.00.00
dari serat sinletik dan bahan tekstil lainnya 16112.39.00.00
35 |Pakaian renang wanita atau anak perempuan rajutan atau 6112.41.00.00
kaitan dari serat sintetik dan bahan tekstil lainnya 6112.49.00.00
36 |Garmen lainnya rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan 6114.20.00.00
dan bahan tekstil lainnya. o 6114.30.00.00
6114.90.00.00

37 |Pakaian setelan untuk pria atau anak laki-laki dari serat 6203.12.00.00
___|sintetik, kapas, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya selain 6203.19.10.00
|wol atau bulu hewan halus. 6203.19.90.10
o 6203.19.90.20
L 6203.19.90.90
38 |Ensemble untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat 6203.22.00.00 | 00
sintetik, sutera, rami, dan hahan tekstil lainnya 6203.23.00.00
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sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol alau '

NO URAIAN BARANG POS TARIF / HS
6203.29.00.10
: . 6203.29.00.20
S 6203.29.00.90
39 |Jas dan blazer unluk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat 6203.32.00.00

6203.33.00.00

bulu hewan halus

6203.39.00.10

6203.39.00.20

6203.39.00.90

40 |Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan 6203.42.10.00
bertali, celana panjang sampai lulut dan celana pendek 6203.42.90.00
untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetik, sutera, 6203.43.00.00

rami, dan bahan tekslil lainnya selain wol atau hewan halus

6203.49.00.10

6203.49.00.20

6203.49.00.80

41 |Setelan dan esemble unfuk wanita atau anak perempuan dari 6204.12.00.00
kapas, serat sintefik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya 6204.13.00.00
selain wol atau bulu hewan halus —_ 6204.19.00.10

6204.19.00.20
o 6204.19.00.90
6204.22.00.00
6204.23.00.00
6204.29.00.10
6204.29.00.20
6204.29.00.90 |
_42 |Jas dan blazer unluk wanita atau anak perempuan dari 6204.32.00.00
__ |kapas,serat sintelik, sutera, rami, dan bahan tekstil [ainnya 6204.33.00.00
selain wol atau bulu hewan halus 6204.39.00.10
R 6204.39.00.20
6204.39.00.90
43 Gaun untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat 6204.42.00.00
sintetik, serat tiruan, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya ~6204.43.00.00
___ }selain wol atau bulu hewan halus. e 6204.44.00.00
6204.49.00.10
L 6204.49.00.20
o 6204.49.00.90
| 44 |Rok dan rok lerpisah untuk wanita atau anak perempuan dari 6204.52.00.00

kapas,serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya

6204.53.00.00

selain wol atau bulu hewan halus.

6204.59.00.10

6204.59.00.20

6204.59.00.50
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_|Celana panjang, pakaian terusan berpenutup didepan dan

6204.62.00.00

bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek untuk

wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik,

6204.63.00.10

6204.63.00.91

_Isutera, rami, batik dan bahan tekstil lainnya

6204.63.00.99

6204.69.00.10

6204.69.00.20

6204.69.00.90

Kemeja pria atau anak laki-laki dari kapas, serat buatan,

6205.20.00.00

sutera, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu

6205.30.00.00

hewan halus

6205.90.00.10

6205.20.00.20

6205.90.00.90

Bius dan kemeja unfuk wanita atau anak perempuan dari

6206.10.00.00

sutera atau sisa sutera, kapas, serat buatan, rami dan bahan

6206.30.00.00

tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.

6206.40.00.00

6206.90.00.10

6206.20.00.20

6206.20.00.90

Celana kolor dan celana dalam untuk pria alau anak laki-laki

6207.11.00.00

dari kapas dan bahan tekstil lainnya.

6207.19.00.00

Pakaian tidur dan piama untuk pria atau anak laki-laki dari

6207.21.00.00

_|kapas, serat buatan, sutera dan bahan fekstil lainnya.

6207.22.00.00

6207.29.00.10

6207.29.00.90

ISinglet dan kaus kutang lainnya, bathrobe, dressing gown

6207.91.00.00

dan barang semacam itu untuk pria atau anak |aki-laki dari

6207.99.00.00

kapas dan bahan lekstil [ainnya.

51 |Pakaian dalam kombinasi dan petticoat untuk wanita atau 6208.11.00.00
anak perempuan dari serat buatan, sutera, rami dan bahan 6208.19.00.10
tekstil lainnya. \ 1 5208.19.00.20

L 6208.19.00.90

52 |Gaun tidur dan piama untuk wanita atau anak perempuan 6208.21.00.00
dari kapas, serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil 6208.22.00.00
lainnya. L 6208.29.00.10

_ £208.29.00.20

e 6208.29.00.80

83 Panly dan brief untuk wanita atau anak perempuan dari | 6208.91.10.00
kapas.

54 |Singlet, kaus kutang lainnya, gaun rumah, bathrobe, dressing 6208.91.80.00

gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak

6208.92.00.00

perempuan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya

selain wol atau bulu hewan halus

6208.89.90.00
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53

Garmen dan asesoris pakaian jadi dari kapas, serat sintetik

6209.20.20.00

dan dari bahan tekstil lainnya.

6209.20.90.10

6209.20.90.90

6209.30.10.00

6209.30.20.00

6209.30.30.00

6209.20.00.00

56

6210.10.10.00

garmen lainnya

6210.10.90.00

6210.20.10.00

6210.20.90.00

6210.30.10.00

6210.30.90.00

6210.40.00.00

6210.50.00.00

57

Kutang, girdle, panty girdle, karset, bretel, tali penahan kaos

6212.10.10.00

kaki panjang dan barang semacam itu serta bagiannya dari

6212.10.90.00

kapas dan bahan tekstil lainnya.

6212.20.10.00

6212.20.90.00

6212.30.10.00

6212.30.90.00

6212.90.10.00

6212.90.90.00

58

Saputangan batik dan selain batik dari kapas, sutera, dan

6213.20.00.10

bahan tekstil lainnya.

6213.20.00.90

6213.90.00.11

6213.90.00.19

6213.90.00.91

6213.90.00.99

59

Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya batik dan

6214.10.00.10

selain balik dari sutera atau sisa sutera, serat tiruan, serat

6214.10.00.90

6214.30.00.10

halus lainnya.

6214.30.00.90

6214.40.00.10

6214.40.00.90

6214.90.00.10

6214.90.00.90

60

6217.10.00.00

Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari

aksesori pakaian

6217.90.00.00

2. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

61

Selimut listrik.

6301.10.00.00
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62

Selimut (selain selimut listrik) dari kapas, serat sintetik dan

6301.30.00.00

bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus

6301.40.00.10

6301.40.00.90

6301.90.00.10

6301.90.00.90

63

Linen untuftéﬁbat tidur, meja, toilet dan dapur

6302.10.00.00

6302.21.00.00

6302.22.10.00

6302.22.90.00

6302.29.00.00

6§302.31.00.00

6302.32.10.00

6302.32.90.00

6302.39.00.00

6302.40.00.00

6302.51.00.10

6302.51.00.90

6302.53.00.10

6302.53.00.90

6302.59.00.10

6302.59.00.80

6302.60.00.10

6302.60.00.90

6302.91.00.10

6302.91.00.90

6302.93.00.10

6302.93.00.90

6302.99.00.00

64

Tirai (termasuk gorden), dan kerai dalam; lirai alau kelambu

6303.12.00.00

tempat tidur

6303.19.10.00

6303.19.90.00

6303.91.00.00

6303.92.00.00

6303.99.00.00

C. |ALAS KAKI S

65 |Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet |  6401.10.00.00 h
atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada soldan | 6401.92.00.00
tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, | 6401.99.00.00
ditusuk atau proses semacam itu. _

66 |Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet 6402.12.00.00

atau plastik.

6402.19.00.00

6402.20.00.00

6§402.91.10.00

6402.91.90.00

6402.99.00.00
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67

Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau

6403,12.00.00

kulit komposisi dan bagian atas dari kulit samak.

~ 6403.19.10.00

6403.19.90.00

6403.20.00.00

6403.40.00.00

6403.61,00.00

6403.59.00.00

~ 6403.91.00.00

6403.99.00.00

68

Alas kaki dengan sol fuar dari karet, plastik, kulit samak atau

6404.11.10.00

kulit kompesisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.

6404.11.90.00

6404.19.00.00

6404.20.00.00

69

Alas kaki lainnya

6405.10.00.00

6406.20.00.00

6405.90.00.00

D. [ELEKTRONIKA
70 |Kompor gas A 7321.11.00.00
71 |Pompa displacement pasitif berputar lainnya dioperasikan ex. 8413.60.10.00
secara elekirik dengan daya tidak lebih dari 250 W
72 Pompgsentrifugal lainnya yang dioperasikan secara elektrik ex. 8413.70.10.00
___|dengan daya tidak lebih dari 250 W
73 |Pompa air turbo-impuls dengan kapasitas tidak melebihi 8413.70.22.00
100 W dari jenis untuk keperluan rumah tangga
74 [Pompa lainnya dioperasikan secara elekirik dengan daya ex. 8413.81.10.00
__|tidak lebih dari 250 W
75 {Kipas angin dengan motor listrik terpasang didalam_rjlya-_ o 8414.51.10.00
dengan keluaran tidak melebiht 125 W §414.51.90.00
76 |Mesin pengatur _s_qh_L_l_g‘:'dE'r_a tipe jendela atau dinding, ‘ _éﬂ 5.10.00.00
menyatu atau "sistem lerpisah” L
77 |Mesin pengatur suhu udara dari jenis yang digunakan untuk 8415.20.00.00

orang, didalam kendaraan bermotor

12
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Lemari pendingin atau kombinasi lemari pendingin-pembeku

8418.10.10.10

_|tipe rumah tangga

8418.10.10.90

- 8418.21.00.10

8418.21.00.90

8418.29.00.10

8418.29.00,90

79

Peranas air instan atau pemanas air dengan tempat

8419.11.10.00

penyimpanan, bukan listrik tipe rumah tangga

8419.19.10.00

80

Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin

8450.11.10.00

yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan,

8450.11.90.00

yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg

8450.12.00.10

8450.12.00.20

8450.19.00.10

8450.19.00.20

81 |Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat 8471.30.10.00
tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak salu unit 8471.30.20.00
pengolah pusat, keyboard dan display i - 8471.30.90.00

82 |Kompuler personal 8471.41.10.00

|- 8471.49.10.00
" 83 |Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah 8500.40.00.00
atau sayur 3

84 |Pengering rambut B _ 8516.31.00.00

85 |[Strika fistrik ~ 8516.40.90.00

86 [Microwave oven 8516.50.00.00

87 |Oven lainnya; pemasak, cooking pla{é, boiling ring, 8516.60.10.00
pemanggang dan pembakar 8516.60.90.00

88 |Pemanggangroti 8516.72.00.00

B9 |Waler dispenser . ex. 8516.79.90.00

90 |Perangkat lelepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler © 8517.11.00.00

| |atau unluk jaringan tanpa kabel lainnya. 8517.12.00.00

e 8517.18.00.00

91 |Bagian dari telepon seluler 8517.70.21.00
92 |Mikrofon selain yang mempunyai rentang frekuensi dari 300 |  8518.10.19.00 |

Hz sampai dengan 3.400 Hz dengan diameter tidak melebihi

8518.10.90.00

10 mm, dan tinggi tidak metebihi 3 mm, untuk keperiuan

telekomunikasi

13
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93

Pengeras suara kecuali pengeras suara tanpa rumah,

8518.21.00.00

mempunyai rentang frekuensi 300 Hz sampai dengan 3.400

8518.22.00.00

Hz dengan diameter tidak melebihi 50 mm, untuk keperluan

8518.29.10.00

lelekomunikasi

8518.29.90.00

94

Pera_ha:_at_ arhpliﬁer suara listrik

8518.50.00.00

95

Compact disc player

8519.81.30.00

Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan

8521.10.00.00

video tuner maupun tidak selain untuk keperluan

sinematografi, televisi alau penyiaran

8521.90.19.00

8521.90.99.00

97

Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi

maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus

8527.12.00.00

8§527.13.10.00

perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu selain

8527.13.90.00

aparatus penerima yang dapat merencanakan, mengatur dan

8527.19.91.00

|memonitor spekirum elektromagnetik

8527.19.99.00

8527.21.00.00

8527.91.10.00

8527.29.00.00

8527.91.90.00

8527.92.10.00

8627.92.90.00

85627.98.10.00

B527.99.90.00

98

Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi

85628.71.10.00

99

Pesawat televisi

8528.72.10.00

8528.72.90.00

8528.73.10.00

8528.73.90.00

100

Antena dan reflektor antena'ﬁﬁtﬂk penerima televisi atau

8529.10.30.00

radio

8529.10.99.00

101

Lampu TL

8639.31.90.10

102

Lampu flucresensi kompak

8539.31.90.20
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MAINAN ANAK-ANAK

103

Sepeda reda tiga, skuter, mobil berpedal dan rﬁainan beroda

9503.00.10.00

semacam itu; kereta boneka, boneka; mainan lainnya; mode!

~ 9503.00.21.00 _

yang diperkecil ("skala"} dan model rekreasi semacam itu,

9503.00.22.00

dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis, selain 9503.00.29.00
kereta elekirik, rel, tanda dan aksesorinya serta perangkat 9503.00.41.00
konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan 9503.00.49.00
selain plastik 9503.00.60.00

9503.00.71.00

9503.00.79.00

9503.00.91.00

9503.00.92.00

9503.00.93.00

9503.00.99.00

15
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PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 60/M-DAG/PER/12/2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di

Mengingat

bidang impor atas beberapa produk tertentu perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
56/M-DAG/PER/12/2008 tentang  Ketenlwan Impor Produk
Tertenty;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun
1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274});

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
57, ')Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3564);
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Peraturan Menteri Perdagangan R.1.
Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2008

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1985
tentang Kepabeanan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20086
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4661);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1896 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3656);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000
lentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4775);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000
tantang Standardisasi. Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4020);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967
tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun
2005;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2008;
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Menetapkan :

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2008

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum
Di Bidang Impor,

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal
Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
07/M-DAG/PER/3/2008;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan
Produk Tekstil;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk
Tertentu;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.

Pasal |

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat

dilakukan melalui pelabuhan tujuan :

a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta,
Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya,
Soekarno Hatta di Makassar dan Dumai di Durnai; dan/atau

b. seluruh pelabuhan udara internasional.
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Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2008

(1a) Impor Produk Terlentu oleh IT-Produk Tertentu yang dilakukan
melalui pelabuhan laut Dumai hanya untuk produk makanan dan
minuman.

(2) Impor Produk Tertentu unluk kebutuhan kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai beriaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.l.,
ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departiemen Perdagangan
PIt. Kepala Biro Hukum,

INAYAT IMAN
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AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE

Members,
Having regard 1o the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations;
Desiring 1o further the objcciivons of GATT 1994;

Recognizing the important contribution that international standards and conformity assessment
systems can make in this regard by improving efficiency of production and facilitating the conduct
of international trade; : .

Desiring therefore to encourage the development of such international standards and conformity
assessment systems; "

Desiring however 1o ensure that technical regulations and standards, including packaging, marking
and labelling requirements, and procedures for assessment of conformity with technical regulations
and standards do not create unnecessary obstacles to i.ntcn?aliona! trade; -

Recognizing that no country should be prevented from taking measures necessary to ensure
the quality of its exports, or for the protection of buman, animal or plant life or health, of the
environment, or for the prevention of deceptive practices, at the levels it considers appropriate, subject
to the requirement that they are oot applied in 2 magner which would constitute a means of arbitrary
or unjustifiable discrimination between countries where the same corditions prevail or a disguised
restrictionon international trade, and are otherwise in accordance with the provisions of this Agresment;

Recognizing that no country should be prevented from laking measures necessary for the
protection of its essential security interest; :

Recognizing the contribution which international standardization can make to the transfer of
technology from developed to developing countries; .

Recognizing that dcv:lc{ping countries may encounter special difficulties in the formulation
and application of technical regulations and standards and procedures for assessment of conformity
with technical regulations and standards, and desiring to assist them in their endeavours in this regard;

Hercby agree as follows:
r'_,_'f'.'

Article 1

. . General Provisions

1.1 Gcncra'l }rc‘:;dm for standardization and procedures for assessment of conformily shall normaally
!'mrc Lht.: meaning éwcn to them by definitions adopted within the United Nations system and by
international standardizing bodies taking into account their context and in the light of the object and

purpose of this Afreement.

1.2 Howcve!r, for the purposes of this Agreetnent the meaning of the terms givenin Annex 1 applies.

T

1.3 All produicts, including industrial and agricultural products, shall be subject to the provisions
of this Agreement. .
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1.4 _ Purchasing speciﬁcat_ions: prepared by governmental bodies for production or censumption
.reqmrcmcms of governmental boc]:cs are not subject to the provisions of this Agreement but are addressed
in the Agreement on Government Procurement, according to its coverage.

ll.S The provisions of this Agreement clo not apply to sanitary and phytosanitary measures as defined
in Annecx A of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanilary Measures.

s _
1.6 All references in this Agreement to technical regulations, standards and conformity assessment
procedures shall be construed to include any amendments thereto and any additions to the rules or the
product coverage thereof, except amendments and additions of an insignificant narure.

TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS -

A

I _ Article 2

Preparation, Adoption and Application of Technical Regularions
' _ “&y Central Government Bodies

With respect to their central government bodies:

2.1 Members shall ensure that in‘respect of technical regulations, products imported from the territory
of any Member shall be accorded treatment £o less favourable than that accorded to like products of
national origin and o like products originating in any orher country. '

2.2 Members ‘shall ensure that technical regulations are pot prepared, adopted or applied with a
view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose,
technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective,
taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inser alia:
national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or
safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements
of consideration are, infer alia: available scientific and technical information, related processing
technology or intended end-uses of products. \

2.3 Technical regulations shall pot be maintained if the circumstances or objectives giving rise
to their adoption no longer exist or if the changed circumstances or objectives can be addressed in .
a less trade-restrictive manner. : ' '

2.4  Where technical regulations are required and relevant international starkards exist or their
completion is imminent, Members shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for their
technical regulations except when such international standards or relevant parts would be an ineffective
or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because
of fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.

2.5 A Member preparing, adopting or applying a technical regulation which may have a significant
effect on trade of other Members shall, upon the request of another Member, explain the justification
for that technical regulation in terms of the provisions of paragraphs’ 2 to 4. Whenever a technical
regulation is prepared, adopted or applied for one of the legitimate objectives explicitly mentioned
inparagraph2, andisin accordance with relevant international standards, it shall be rebuttably presumed
not to create an g{l_:_:eccssary obstacle 10 international trade.
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2.12  Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 10, Members shall allow a
reasonable interval between the publication of technical regulations and their entry into force in order
to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members,
to adapt their products or methods of production to the requirements of the importing Member.

.k
= Aricle 3

.:érepara!ion, Adoption and Application of Technical Regulations
by Local Government Bodies and Non-Governmental Bodies

With respect to their local government and non-governmental bodies within their territories:

3.1  Mernbers shall take such reasonable measures as may be available to themn to ensure compliance
by such bodies with the provisions of Article 2, with the exception of the obligationto nonfy asreferred

. to in paragraphs;9.2 and 10.1 of Article 2.

3.2 Mcmb:rs shall ensure that the technical regulations of local governments on the level directly
below that of the central government in Members are notified in accordance with the provisions of
paragraphs 9.2 and 10.1 of Article 2, noting that notification shall not be required for technical
regulations the tcchmcal content of which is substantially the same as that of previously notified techmcal
regulations of central government bodies of the Member concerned.

3.3 Mcmbcrs may require contact with other Members, including the notifications, provision of
information, comments and discussions referred to in paragraphs 9 and 10 of Anticle 2, to take place
through the central:government. _ z '

.1 |F_ ,
3.4 Members shall not take measures which require or encourage local government bodies or non-
governmental bodies within their territories to act in a manner inconsistent with the provisions of
Article 2.

3.5  Members are fully responsible under this Agreement for the observance of all provisions of
Article 2. Members shall formulate and implement positive measures and mechanisms in support of
the observance of the provisiofs of Article 2 by other than central government bodies.

i i

ik - Aricle 4
wlii 1

Preparation, Adoption and App[:canon "
4.1 Mermbers ,shaLI ensure that their ceniral government standardizing bodies accept and comply
with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards in Annex 3
to this Agreement (Teferred to in this Agreement 2s the "Code of Good Practice™). They shall take
such reasonable measures as may be available to them to ensure that local government and noen-
governmental standardizing bdlies within their tetritories, as well as regional standardizing bodies
of which they or one or more bodies within their territories are members, accept and comply with
this Code of Good Practice. I addition, Members shall not take measures which have the effect of,
directly or indirectly, requiring or encouraging such standardizing bodies to act in a manner inconsistent
with the Code of Good Practice, The obligations of Members with respect 16 compliance of standardizing
bodies with the provisions of the Code of Goed Practice shall apply irrespective of whether or not
a standardizing body has acecepted the Code of Good Practice.

g
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2.6 With a view to harmonizing technical regulations on as wide a basis as
possible, Membe
shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate mtcnuuon::
standardizing bodies of international standards for products for which they cither have adopied, or
expect to adopt, technical regulations.

2.7 Members shall give posuwc consideration to accepting as equivalent technical regulations of
other Members, even if theseuggulations differ from their own, provided they are satisfied that these
regulations adequalcly fulfil the ochcnvcs of their own regulations.

2.8 Wherever dgpropriate, Members shall specify technical regulations based on product requirements
in terms of performance rather than dmgn or descriptive characteristics.

2.9  Whenevér atelevant international standard does not exist or the technical content of.a proposed
technical regulation is not In aocordancc with the technical content of relevant international standards,
and if the techmcal r’cgulauon nay havc 2 significant effect on trade of othcr Members, Members shall;

2.9.1 publlsh a notice i 2 pubhcanon at an carly appropriate stage, in such a manner as
to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, rhat they
propose to mtroduc: a particular technical regulation;

2.9.2 potify or.ber Members Lh:ough the Secretariat of the products 10 be covered by the

pmposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and
rationale. - Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when
a.mcndmcm.s can stil} be introduced and comments lakcn into account;

2.9.3 upon request, provide to other Members pamculars or copies of the proposed technical
regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from
relevant international standards;

2.9.4 without di.scriniin.arion. allow rcasonable time for other Members to make comments
in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments
and ‘the results of these discussions into account.

2.10  Subjectto the provisions in the Jead-into paragraph 9, where urgent problems of safety, health,
cnvironmental pfotection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member
may omit such of the steps enumerated in paragraph 9 as it finds nmsary, provided that the Member,
upon adoption ot' a technical rcgulauon, shajl:

2.10.1 nom"y-xmmcdmdy otbcr Members through the Sccrctanat of the particular technical
tegulation and the products covered, with a brisf indication of the objective and the
;;ayonzle of the technical regulation, including the nature of the urgent problems;

2.10.2 ipon request, grovide other Members with copies of the technical regulation;
g .

2.10.3 “without discrimination; allow other Members to present their comments in writing,
discuss these comments upon request, and take these written comments and the results

‘f these dlSCUSSIOl:IS into account.

I"‘ l
211 Memberd Ehall ensure that all technical regulations which have been adopted are published
sromptly or otherwise made available in such a manner as to enable interested parties in other Members

o become acqualfited with Lhcm

IR

jree o

10
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4.2

5.1

5.2

[

Standardizing bodies that have accepted and are complying with the Code of Good Practice
shall be acknowledged by the Members as complying with the principles of this Agreement.

CONFORMITY WITH TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS

1]
¥

S
" Article §

Procedures for Assessment.of Conformity by Central Government Bodies

Members shall ensure that, in cases where a positive assurance of conformity with technical
regulations or standards is required, their central government bodies apply the following -provisions
to products originating in the territories of other Members:

3.1.1

!

q:émfonnity assessment procedures are prepared, adopted and applied so as 1o gramt

" access for suppliers of like products originating in the territories of other Members

under conditions no less favourable than those accorded to suppliers of like products
of national origin or originating in any other country, in a comparable situation; access
entails suppliers’ right to an assessment of conformity under the rules of the procedure,
including, when forescen by this procedure, the possibility to have ‘conformity
assessment activities undertaken at the site of facilities and to receive the mark of the
system; 1

caniformity assessment procedures are not prepared, adopted or applied with a-yiew
ta‘0r, with the effect of crearing unnecessary obstacles 1o inrnational trade. Thié means,
inte¥ alia, that conformity assessment procedures shall not be more strict or be applied
mote strictly than is necessary to give the importing Member adequate confidence that
products conform with the applicable technical regularions or standards, taking account
of the risks. non-conformity would create. .

When impléhcnting the provisions of paragraph 1, Members shall ensure that: .

- 5.2.1

522

5.2.3

conformity assessment procedures are undertaken and completed as expeditiously as '
passible and in a no less favourable order for products originating in the territories
of other Members than for like domestic products:

“the standard processing period of cach conformity assessment procedure is published

or that the anticipated processing period is communicated 10 the applicant upon request;
when recejving anapplication, the competent body promptly examines ths corpleteness
of the documentation and informs the 2pplicant in a precise and complete manner of
all clt:ﬁr:im:a:it:s;-_1 the competent body transmits as soon as possible the results of the
assessment in a precise and complete manger to the applicant so that corrective action
may be taken if necessary; even when the application has deficiencics, the competent
body proceeds as far as practicable with the conformity assessment € the applicant

. S0 requests; and that, upon request, the applicant is informed of the stage of the

procedure, with any delay being explained;

information requirements are limited to what is necessary to assess conformity and
determine fees;

1 .

rhf- vonfidentiality of information about products originating in the territories of ather
Ir.\.{unbcrs arisilg from or supplied in connection with such conformiry assessment

i
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procadu_rfs is respected in the same way as for domestic procducts and i such dnEnner
that legitimate commercial interests are protected; '

5.2.5 anyfees imposed for assessing the conformity of products onginating in the territori ey
of other Members are equitable in relation to any fees chargeable for assessing the
g:p_n.fomﬂty of Jike products of national origin or originating in any other country, taking
inte account tommunication, transportation and other costs arising from differences
between location of facilities 'of the applicant and the conformity assessment body;

[P .
5.2.6 thesiting o{ fac'glitics used in conformity assessment procedures and the selection of
gamplcs arenot such as to cause unnecessary inconvenience to applicants or theiragents:

5.2.7 whenever specifications of a product are changed subsequent to the determination of
its conformity to the applicable technical regulations or standards, the conformity
assessment procedure for the modified product is limited to what is necessary to
determine whether adequate confidence exists that the product still meets the technical
regulations or standards concerned;

3.2.8 a procedure exists to review complaints conceming the operation of a conformity
assessment procedure and 1o take corrective action when a complaint is justified.

53 Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent Members from carrying out reasonable spot checks
within their territories.

54 In cases-where 2 positive assurance is required that products conform with technical regulations
or standards, and relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies exist
or their completion is imminent, Members shall ensure that central government bodies use them, or
the relevant parts of them, as a basis for their conformity assessmocnt procedures, except where, as
duly explained upon request, such guides or recommendations or relevant parts are inappropriate for
the Members concerned, for, inter alia, suchreasons as: national security requirements; the prevention
of deceplive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the
environment; fundamental cliraatic or other geographical factors; fundamental technological or

infrastructural problems.

5.5 Witha v;vlléiw to harmomzmg conformuy assessment procedures on as wide a basis as possible, .
Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate
intemational standardizing bodigs of guides and recommendations for conformiry assessmoent proceduures.

5.6 thncfvé‘g 5 relevant ghide oF recommendation issued by an international standardizing body
dowmniﬂor?ﬂﬁ’mhnialc&hmdapmpmdwnhmiqmmmeMMamom
with relevant gl.ildes and recommendations issued by international standardizing bodies, and if the
conformity asscssxﬂcm procedure may have 2 significant effect on trade of other Members, Members
shall: [
5.6.1 -publish a notice in a publication at an early appropriate stage, in such a manner as
to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, that they
_propose to introduce a particular conformity assessment procedure;

5.6.2 notify other Members through the Secretariat of the products 1o be covered by the
proposed conformity assessment procedure, together with a brief indication of its
{pbjective and rationale. Suchnotifications shal) take place at an early appropriate stage,
when amendments can still be introduced and comments taken into account;

t r- N

[
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5.6.3  upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed procedure
and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant
guides or recommendations issued by interrational standardizing bodies;

5.6.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members 1o make comments
in &ritmg, discuss these comments upon request, and take these wrikten comments
and the results of these discussions into account.

5.7  Subjecttothe provisions in the lcad-in to paragraph 6, where urgent problems of safety, health,
environmental protection or national security arise or threaten to arise for 2 Member, that Member
may omit such of the steps enumerated in paragraph 6 as it finds necessary, provided that the Member,
upon adoption of the procedure, shall:

5.7.1 noiify immediately other Members throngh the Secretariat of the panticular procedure
and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of
the ‘_proccdurc. including the nature of the urgent problems;

5.7.Z upon request, provide other Members with copies of the rules of the procedure:

5.7.3 wj';lfout discrhiinalion, allow other Members to present their comments in writing,
discuss these comments upon request, and take these written comments and the results
of these discussions into account.

5.8  Members shall ensure that all conformity assessment procedures which have been adopted are
published prowaptly, or otherwise made available in such a manner as to enable interested parties in
other Members to become acquainted with them.

5.9 Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 7, Members shall allow a
reasonable interval between the publication of requirements concemning conformiry assessment procedures
and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and panicularly
in developing country Menbers, to adapt their products or methods of production to the requirements
of the importing Member. :

Article &
Recognition of Conformity Assessment by Central Government Bodies
With m-tpwt to their central government bodies:

6.1 Without' brcjudjce to the provisions of paragraphs 3 and 4, Mémbers shall ensure, whenever
possible, that results of conformity assessment procedures in other Members are accepted, even when
those procedures differ from their own, provided they are satisfied that those progedures offer an
assurance of coflformity with applicable technical regulations or standards equivalent to their own
procedures. It is'recognized that prior consultations may be necessary in order to arrive at a mutually
satisfactory understanding regarding, in particular: ’
6.1.1 ‘ddequate and g'?zduring technical competence of the relevant conformity assessraent
Hﬂics in the exporting Member, so that confidence in the continued reliability of their
conformity asscSsment results can exist; in this regard, verified compliance, for instance
tp_:_g_ugh accreditation, with relevant guides or recommentlations issued by intemnational
$tardardizing bodies shall be taken into account as an indication of adequate technical
compelence; T

e
YRTH
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6.1.2 limitation of the acceptance of conformity assessmient results to those prod
designated bodlies in the exporting Member. prodeed by

6.2 Members shall ensure that their conformity assessment procedures permut, as far as practicab)

the implementation of the provisions in paragraph 1. -
- .

6.3 Members arc enconraged, at the request of other Members, to be willing to enter into negotiations

for the conclusion of agreements for the mumal recognition of results of each other's conformity

assessment procedures, Members may require that such agreements fulfil the criteria of paragraph 1

and give murual 'safisfaction regarding their potential for facilitating trade in the products concerned.

6.4 Members are encouraged to permit participation of conformity assessment bodies Jocated in
the territories of other Members in their conformity assessment procedures under conditions no less
favourable than those accorded to.bodies located within their territory or the territory of any other

country, :

Article 7
Procedures for Assessment of Conformity by Local Government Bodies
With respect to their local government bodies within their territories:

1.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure cBqupHancc
by such bodies ‘with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to natify
as referred to ifparagraphs 6.2 and 7.1 of Anticle 5. -

7.2 Members'shall ensure that the conformity assessment procedures. of local governments on the
Jevel directly below that of the central government in Members are notified in accordance with the
provisions of paragraphs 6.2 and 7.1 of Aricle 5, noting that notifications skall not be required for
conformity assessment procedures the technical cootent of which is substantially the same as that of
previously notified conformity assessment procedures of central government bodies of the Members

concerned. :

7.3 Mcmber‘si rn‘:my requi:cfi‘c«omact with other Members, including the notifications, provision of
information, comibents and discussions referred to in paragraphs 6 and 7 of Article 5, to take place

through the ccnga!, government. =

7.4 Munbe:’g:‘shﬂ not takE measures which require or encourage local government bodies within
their territories {0 act in a manner inconsistent with the provisions of Articles 5 and 6.
v

7.5 Mmbcrrs'm fully responsible under this Agreement for the observance of all provisions of
Articles 5and 6, Members shall formulate and implement positive measures and mechanisms in support
of the obscwa.n%}i'éf the provisions of Articles 5 and 6 by other than central government bodies.

8
i ! Article 8
Procedures for Assessment of Conformity by Non-Governmental Bodies
8.1 Members shal) take such reasonable measures as may be available to them.to ensure that non-

governmental bodies within their territories which operate conformity assessment procedures comply
with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify proposed conformity
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assessment procedures. Inaddition, Members shall not take measures which have the effect of, directly
or indirectly, requiring or encouraging such bodies to act in a manner inconsistent with the provisions
of Articles 5 and 6.

8.2  Members shall ensure that their central government bodies rely on conformity assessment
procedures operated by non-governmental bodies only if these latter bedies comply with the provisions
of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify proposed conformity assessment

procedures.
-

ok - Article 9
International and Regional Systems .

9.1  Where a positive assurance of conformity with a technical regulation or standard is required,
Members shall,t'wherever practicable, formmlate and adopt international systems for conformity
assessment and bécome members thereof or participate therein.
2.2 Members shall take such reasonable‘measures as may be available to them to ensure that
international and- regional systems for conformity assessment in which relevant bodies within their
tesTitories are members or participants comply with the provisions of :Articles 5 and 6. In addition,
Members shall not take any measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or
encouraging such systems to act in a manaer inconsistent with any of the provisions of Articles 5 and 6.

9.3 Members shall ensure that their central government bodies zely on international or regional
conformity asscssment systems only to the extent that these systems comply with the provisions of
Articles 5 and 6, as applicable.

INFORMATION AND ASSISTANCE

Agﬁcie 10

Information About Technical Regulations, Standards and
Conformity Assessment Procedures

10.1  Each Member shall ensure that an enquiry point exists which is able to answer all reasonable
enquirics from other Members and interested parties in other Members as well as to provide the relevant
documents regarding:

10.1.1 any. technical regulations adopted or proposed within its territory by central or local
.goyernment bodies, by non-governmental bodies which have legal power to enforce
a technical regulation, or by regional standardizing bodies of which such bodies are
members or participants;

10.1.2 any _slandards adopted or proposed within its territory by central or Jocal government
bodies, or by regional standardizing bodies of which sich bodies are members or

‘participants; -

W.'f & -

10.1.3 :‘my confonnjr}"as'sw_smcm procedures, or proposed conformity assessment procedures,
}‘vl_u_ch are opc:_-lalc:d within its territory by central or local fovernment bodies, or by
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non—govcmmcmal bodies which have legal power (o enforce a technical regulation,
or by regional bodies of which such bodies are members or participans;

10.1.4 the membership and participation of the Member, or of relevant central or loca)
government bodies within ils temitory, in internatjonal and regionat standardizing bodjes
and conformity assessment systems, as well as in bilateral and multilateral arrangements
within the seqpe of this Agreement; it shall also be able 10 provide reasonable
information on the provisions of such systems and arrangements;

10.1.5 the location of, notices published pursuant to this Agreement, or the provision of
information as to where such information can be obtained; and

10.1.6 the location of the enquiry points mentioned in paragraph 3.

10.2  If, however, for legal or administrative reasons more than one enquiry point is established
3y a Member, that Member shall provide to the other Members complete and unambiguous information
an the scope of responsibility of each of these enquiry potnts. In addition, that Member shail ensure
‘hat any enquiries addressed to an incorrect enquiry point shall promptly be conveyed to the correct

znquiry point.

10,3  Each Membcr shall lake ‘such reasonable measures as may be available to it 10 ensure that one
Of more enguiry pouus exist which are able to answer all reasonable enquiries from other Members
and interested panl:s in other Members as well as to provide the relevant documents or information
s to where they. can be obtamed regardmg

10 3.1 any “standards adop{nd or propased within its territory by non-governmental standardizing
bodies, or by regional standardizing bodies of which such bod:cs are members or

participants; and

10.3.2 anyconfommyassﬁsmcmprocoduru orproposcdconfonmty assessment procedures,
which are operated within its territory by non-governmental bodies, or by regional
bodies of which such bodies arc members or participants;

10.3.3 the membership and participation of relevant non-govermmental bodies within its territory
.In international and regional standardizing bodies and conformity assessment systems,
25 el 2s inbilateral and multilatera) arrangements within the scope of this Agreement;
jthey shall also be able to provide reasonable ml'ormanon on the provisions of such
systcms and arrangements.

10.4 Members sha.ll take such reasonable measures as may be available to them to ensure that where
copies of documents are requwtod by other Members or by interested parties in other Members, in

accordance with the provisions of this Agreement, they are supplied at an equitable price (if any) which
shall, apart from the real cost of delivery, be the same for the nationals' of the Member concerned

or of any other Member,

10.5  Developed country Members shall, if sequested by other Members, prov ide, in English, French
or Spanish, transtations of the documents covered by a specific notification or, in case of voluminous
documents, of s_ummm'ﬁ of such documents.

*Nationals® Here shall be deemed, in the case of a scparate customs lermilory Member of the WTO. 10 mean persens,
narural or legal, Who are domiciled or who have a real and effective indusirial or commercial establishment in that customs
1mitory.
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10.6  The Secretariat shall, when it receives notifications in accordance with the provisions of this
Agreement, circulate copies of the notifications to all Members and interested international standardizing
and conformity assessment bodies, and draw the attention of developing country Members t¢ any
notifications relating to products of particular interest to them.

10.7 Whenever ®Member has reached an agreement with any other.country or countries on issues
related to technical regulations, standards or conformity assessment procedures which may have a
significant effect on trade, at least one Member party to the agreement shall notify other Members
through the Secretatiat of the products to be covered by the agreement and include a brief description
of the ugreement, ‘Members conterned are encouraged to enter, upon request, into consultations with
other Members for the purposes of concluding similar agreements or of arranging for their participation
in such agresments. : : .

10.8 Nothing in this Agreement shall be construed as requiring:
10.8.1 the publication of texts other than in the language of the Mc;nbcr;

10.8.2 the provision of particulars or copies of drafts gther than in the language of the Member
except as stated'in paragraph 5; or -

10.8.3 Members to furnish any information, the disclosure of which they consider contrary
to their essential security interests.

10.9  Notifications to the Secretariat shall be in English, French or Spanish.

10.1¢ Members shall designate a single central government authority that is responsible for the
implementalion on the national level of the provisions concemning notification procedures under this
Agreement except those included in Annex 3.

10.11 If, however, for legal or administrative reasons the responsibility for notification procedures
is divided among two or more central government authorities, the Member concerned shall provide
lo the other Members complete and unambiguous information on the scope of responsibility of each
of these authorities. '

1t " Article 11 )
FLIE f ’
i Technical Assistance to Cther Menbers

11.1 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members,
on the preparatign: of technical, regulations. -

i -l
11.2 Members:shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members,
and shall grant them technicali assistance on mutually agreed terms -and conditions regarding the
establishment of pazional standardizing bodics; and participation in the intemational standardizing bodies,
and shall encourage their national standardizing bodies to do likewise,

11.3 Members shall, if requested, take such reasonable measures as may be available to them 10
arrange for the regulatery bodies within their territories to advise other Members, especially the

developing country, Members, and shall grant them technical assistance on munally agreed terms and
conditions reparding: '

-]
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L1

11.3.1 the cs.lablishm];nt,of regulatory bodies, or bodies for the assessment of conformity with
technical regulations; and _

11.3.2 the methods by which their technical regulations can best be met.

11.4  Members shall, if réquested, take such reasonable m=asures as may be available 1o them to
arrange for advice to be given to other Members, especially the developing country Members, and
shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment
of bodies for the assessment of conformity with standards adopted within the territory of the requestin

Member. ' 8
11.5  Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country-Members

and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the stcp;
that should be taken by their producers if they wish to have access to systems for conformity assessment
:Jhpcrated by governmental or non-governmental bodies within the territory of the Member receiving

£ request. . _

11.6  Members which are members or participants of intemnational or regional systems for conformity
assessment shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members,
and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the
=stablishment of the'institutions and legal framework which would enable them to fulfil the obligations
of membership or participation in such systems.

11.7° Members'shall, if so requested, encourage bodies within their territories which are members
or participants of international or regional systems for conformity assessment to advise other Members,
sspecially the developing country Members, and should consider requests for technical assistance from
them regarding the establishment of the institutions which would enable the relevani bodies “within their
territories to fuifil the obligations of membership or participation.

1.8 In providi.ng- advice and technical assistance to other Members in terms of paragraphs 1 to 7,
Members shall give priority to the nceds of the least-developed country Members.

Article 12
Special and Differential Treatmens of Developing Country Members

12.1  Members shall provide differential and fnore favourable treatment to developing country Members
0 this Agreement, through the following provisions as well as through the relevant provisions of other
Articles of this Agreement.

12,2 Members shall give particular attention to the provisions of this Agreement concerning developing
country Members' rights and obligations and shall take into account the special development, financial
and trade needs of developing country Members in the implementation of this Agreement, both nationally
and in the operation of this Agreement's institutional arrangements,

12.3  Membeys_shall, in the preparation and application of technical regulations, standards and.
conformity assessment procedures, take account of the special development, financial and trade needs
of developing country Members, with a view io ensuring that such technical regulations, standards
and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to exports from developing
country Members. : :
B b Y
.oh

LR I
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12.4  Members recognize that, although international standards, guides or recommendations may
exist, in their particular technological and socio-¢conomic conditions, developing country Members
adopt certain technical regulations, standards or conformity assessment procedures aimed at preserving
indigenous technology and production methods and processes compatible with their development needs.
Members therefore recognize that developing country Members should not be expected to use
international standards as a basis for their technical regulations or standards, including test metheds,
which are not apprc}pria:c to their development, financial and trade needs.

12.5 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that
international standardizing bodies and international systems for conformity assessment are organized
and operated in a way which facililates active and representative participation of relevant bodies in
afl Members, taking into account the special problems of developing couniry Members. - .

12.6 - Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that
international standardizing bodies, upon request of developing country Members, examine the possibility
of, and, if practicable, prepare international standards concerning products of special interest to
developing country Members.

12.7 Members shall, in accordance with the provisions of Article 11, provide technical assistance
to developing country Members to ensure that the preparation and application of technical regulations,
standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to the expansion
and diversification of exports from developing country Members. In determining the terms and
conditions »f the technical assistance, account shall betaken of the stage of developrnent of the requesting
Members and in particular of the least-developed country Members. '

12.§ It is recognized that developing country Members may face special problems, including
institutional and infrastructural problems, in the field of preparation and application of technizal
regulations, standards and conformity assessment procedures. It is further recognized that the special
development and trade needs of developing country Members, as well as their stage of technological
development, may hinder iheir ability to discharge fully their obligations under this Agreement.
Members, therefore, shall take this fact fully into account. Accordingly, with a view to ensuring that -
developing country Members are able to comply with this Agreement, the Committee on Technical
Barriers to Trade provided for in Article 13 (referred to in this Agreement as the "Committee™) is
enabled to grant, upon request, specified, time-limited exceptions in whole or in part from obligations
under this Agreement. When considering suchrequests the Committee shall take into account the special
problems, in thefield of preparation and application of techrical r2gulations, standards and conformity
assessment procedures, and the special development and trade needs of thedeveloping country Member,
as well as its stage of technological development, which may hinder its ability to discharge fully jts
obligations under. this Agreement. The Committee shall, in particular, take into account the special
problems of the;lzast-developed country Members.

PRI . .
12.9  During consultations, developed country Members shall bear in mind the special difficulties
experienced by developing country Members in formulating and implementing standards and technical
regulations and;conformity assessment procedures, and in their desire to assist developing country
Members with their.efforts in this direction, developed country Members shall take account ofthe special
needs of the former in regard to financing, trade and development. -

12,10 The Committee shall examine periodically the special and differential treatment. as laid down
1 this Agreement, granied 10 developing country Members on national and international levels,
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INSTITUTIONS, CONSULTATION AND DISPUTE SETTLEMENT

Article 13
771"? Comimittee on Technical Barriers to Trade

13.1 A Commiitee on Technical Barriers to Trade is hereby established, and shall be composed
of representatives from each of the Merabers, The Comumittes shall elect its own Chairman and shall
meet as nemsarj.,".-.b_l'n no less thian once a year, for the purpose of affording Members the opportunity
of consulting on’ dny matters relating to the operation of this Agreement or the furtherance of its
objectives, and shall carry out such responsibilities as assigned to it under this Agreement or by the
Members, Lo '

1 I -~
13.2  The Cominitiee shall establish working parties or other bodies as may be appropriate, which
shall carry out suth responsibilities as may be assigned to them by the Committee in accordance with
the relevant provistons of this Agreement.
.-' [;-_ i i
13.3 1t is undeistood that unriecessary duplication should be avoided between the work under this
Agreement and thdt of governments in other technical bodies. ‘The Committes shall examine this problem
with a view to minimizing such duplication.

Ly

Article 14
Consultasion and Dispute Seitlement

14.1  Consultations and the settlement of disputes with respect to any matter affecting the operation
of this Agreement shall take place under the auspices of the Dispute Settlement Body and shall follow,
mutatis mutandis, the provisions of Asticles XX1I and XXM of GATT 1994, as elaborated aml applied
by the Dispute Seitlement Understanding, :

14.2 At the request of a party to a dispute, or at its own initiative, a panel may establish a technical
expert group to assist in questions of a technical na.n.ﬁ-c. requiring detailed consideration by experts.

14.3  Technical expert groups shall be govemned by the procedures of Annex 2.

14.4  The dispute settlement provisions set out above can be invoked in cases where 2 Member
considers that another Member has not achieved satisfactory results under Articles 3,4, 7, 8 and 9
and its trade interests are significantly affected. Inthis respect, such results shall be equivalent to those
as if the body in question were;a Member. )

[ i_i

3
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FINAL PROVISIONS

Article 15
Final Provisions
Reservations

15.1 Rcscrvati;:ins may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without
the consent of the other Members.

Review

15.2 Each Membez shall, promptly after the date on which the WTO Agreement enters into Force
for it, inform the Committee of measures in existence or taken to ensure the implementation and
administration of this Agreement. Any changcs of such measures thcrcaﬂcr shall also be notified to
the Comumittee, :: -. ' :

15.3 'The Cmnnutr.ec shall review ammally the implementation a.nd operation of this Agreement taking
into account the pbjectives theréof.

15.4  Notlaterthan the end of the third year from the date of entry into force of the WTO Agreernent
and at the end of each three-year period thereafier, the Committee shall review the opcranon and
impicmentation of this Agreement, including the provisions relating to transparency, with a view to
recommending an adjusl:mcnt of the rights and obligations of this Agreement where necessary to ensure
munmial economic advantage and balance of rights and obl:gauons, without prejudice to the prov:s:ons
of Anticle 12. Having regard, inter alia, to the experience gained in the implementation of the
Agreement, the Committee shall, where appropriate, submit proposals for amendments to the text of
this Agreement to:.the Council for Trade in Goods.

Annexes

15.5 The annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.

I
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ANNEX 1

TERMS AND TIIEIR DEFINITIONS FOR T
PURPOSE OF THIS AGREEMENT

. ,,Z _ :, . .
The tem}s ,rcscmcd in.the sixth edition of the ISO/IEC Guide 2: 1991, General Terms and
Thelr Definitions Conccmlng S(T.hnlmtion and Related Actlvitics, shall, when used in this Agreement,
in

have the same meamng as givent in the definitions in the said Guide 1aking into account that services
are excluded from 'the coverage of this Agreement.

For the purpose of this Agreement, however, the following definitions shall apply:
1. Technical regulation

Dowmem which lays dowp product characteristics or their related processes and production
methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory.
1t may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling
requirements as they apply to a product, process or production method.

Explanatory note

- The defipition in 1SO/IEC mdc 2i Is pot selt‘-contzmed but based on the so-called "building
block” system. -

2. Standard

Dociment approved by a recognized body, that provides, for comumon and repeated use, rules,
guidelines or characteristics for products or related processes and production mettiods, with which
compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols,
packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production methed.

Ezp!ana.fozjv note

The terms as defined ip ISO/TEC Guide 2 cover products, processes and services. This
Agreement deals only with technical regulations, standards and conformity assessment procedures
related to products or processes and production methods. Standards as defined by ISO/EC
Guide 2.may be mandatory or voluitary. For the purpose of this Agreement standards are
defined ag yoluntary and technical regulations as mandatory documents, Standards prepared
bythe mtcrpanona.l slanda:dlzauon community are based on consensus. This Agreement covers
also doquncnls that are not based on consensus.
\, -u U
3. Confonm}s.assessmem iprocedures

s i
Any proccdurc used, ducclly or indirectly, to determine that relevant reqmrcmems in fechnical

regulations or sfandards are fulfilled.
Explandid:j{ note
Conformity. assessment ‘procedures include, infer alia, procedures for sampling, testing and

inspectian; :evaluation, verification and assurance of conformity; rcnglrallon acereditation
and approval as well as their combinations.
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4, !nremarz’qha! body or .g;srgm '

Body or ;ystcm whose membership is open to the rf_;lcvam bodies of at Jeast all Members.
5. Regl'onagcfdy or system

Body or system whose membership is opento the relevant bodies of only some of the Members.
6. Central g:t.)venunenr body

Central govcmm:nt. its ministries and departments or any body subject to the comro! of the
central government in respect of the activity in gnestion.

Explanatory note:
In the case of the European Communities the provisions governing central government bodies
apply. However, regional bodies or confortnity assessment systemns may be established within
the Eurdpean Communities, and in such cases would be subject to the provisions of this
Agreement on regional bodies or conformity assessment systems.
7. Local gd.vemmen.r body
Government other than a central government (e.g. States, provinces, Lander, ca'ntons.
municipalities, etc.), its ministries or dcpartmcms or any body subject o the control of such a government
in respect of the activity in question.

8. Non-governmental boa‘y

Body other than a central government body or a local government body, including a non-
govermnmental body which has legal power to enforce a technical regulation.
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ANNEX 2

* TECHNICAL EXPERT GROUPS

Tz‘_lc following provedures shall apply to technical expert groups established in accordance with
the provisions of Article 14.

1. ) Teclmic;l expert groups are under the panel's authority, Their terms of reference and detaileg
working procedures shall be decided by the panel, and they shall repdst to the panel.

2, Participation in technical expert groups shall be restricted to persons of professional standing *
and experience in the field in question. ‘

3.-  Citizens of parties to tﬂc dispute shall not serve on a technical expert group without the joint:
agresment of the ﬁz}pic.s to the il.ispute, except in exceptional circumstances when the panel considers
that the need for specialized scientific expertise cannot be fulfilled otherwise. Government officials
of parties to the dispute shall not serve on a technical expert group. Members of technical expert groups
shall serve in their individual capacities and not as government representatives, nor as representatives
of any organization, Governments or organizations shall therefore not give them instructions with
regard to matters, before a technical expert group.
e o

4, Technical expert groups may consult and seek information and technical advice from any source
they deem appropriate, Beforea technical expert group seeks such information or advice from a source
within the jurisdiction of a Member, it shall inforin the government of that Member. Any Member
shall respond promptly and fully t6 any request by a technical expert group for such information as
the technical expert group considers necassary and appropriate.

5. The parties to a dispute shall have access to all relevant information provided to a technical
expert group, unless it is of a confidential pature. Confidential information provided to the technical
expert group shall not be released without formal authorization from the government, organization
or person providing the information. Where such.information is requested from the technical expert
group but release of such information by the technical expert group is not authorized, a non-confidential
summary of the information will be provided by the government, organization or person supplying
the information.

6. The technical expert group shall submit 2 draft report to the Members concerned with a view
to obtaining their.comments, and taking them into account, as appropriate, in the final report, which
shall also be circulated to the Members concerned when it is submitted to the panel.

. t.
;,_‘I'u 1
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ANNEX 3

CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE PREPARATION, ADOPTION AND
' APPLICATION OF STANDARDS

General Provisions

A, For the purposes of this Code the definitions in Annex 1 of this Agreement shall apply.

B. This Code is open to acceptance by any standardizing body within the territory of a Member
of the WTO, whether a central government body, a local government body, or a non-governmental
body; to any governmental regional standardizing body one or more members of which areMembers
of the WTO; and to any non-governmental regional standardizing body one or more members of which
are situated within the territory of a Member of the WTO (referred to in this Code collectively as
"standardizing bodies” and individually as "the standardizing body").

C. Standardizing bodies that have accepted or withdrawn from this Code shall notify this fact to
the ISO/IEC Information Centre in Geneva. The notification shall include the name-and address of
the body concemed and the scope of its citrrent and expecied standardization activities. The notification
may be sent either directly to the ISO/IEC Information Centre, or through the national member body
of ISO/IEC or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of ISONET,
as appropriate. T

SUBSTANTIVE PROVISIONS

D. In respect of standards, the standardizing body shall accord treatment to products originating
in the territory of any other Member of the WTO no less favourable than that accorded to like products
of national origin and to like products originating in any other country. °

E. The standardizing body shatl ensure that standards are not prepared, adopted or applied with
a view to, or with the cffect of, creating unnecessary obstacles to international trade,

F. Where intcrnational standards exist or thelr completion is imiminent, the standardizing body
shall use them, or the rclevant parts of them, as a basis for the standards it develops, except where
such international standards or rélevant parts would be ineffective or inappropriate, for instance, because
of an insufficient l¢vel of protection or fandamental climatic or geographical factors or fundamental
technological problems. _ .

G. With 2 view to harmonizing standards on as wide a basis as possible, the standardizing body
shall, in an appropriate way, play a full part, within the limits of its resources, in the preparation by
relevant international standardizing bodies of international standards regarding subject matter for which
it cither has adopted, or expects-lo adopt, standards. For standardizing bodies within the territory
of a Member, participation ina particular international standardization activity shall, wheneverpossible,
take place through one delegation representing all standardizing bodies in the territory that have adopted,
or expect to adopt, standards for the subject matier to which the international standardization activity
relates. . . ’

H. The standardizing body within the territory of a Member shall make every effort to avoid
duplication of, or overlap with, the work of other standardizing bodies in the national territory or with
the work of releyant international or regional standardizing bodies. They shall also make every effon
lo achieve a natipnal consensus, on the standards they develop. Likewise the regional standardizing

o 5
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ody shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of rel : .
.andardizing bodies. pWIt ol relevant international

. thr;ver appropriate, the standardizing body shall specify standards based on product
:quirements in terms of performance rather than design or descriptive characteristics.

Semt,

At least once every six months, the standardizing body shall publish a work programme
ntaining its name and address, the standards it is corrently preparing and the standards which it has
lopted in the preceding period, A'standard is under preparation from the moment a decision has
:en taken to develop a standard until that standard has been adopted. The titles of specific draft
andards shall, upon request, be provided in Englisk, French or Spanish. A notice of the existence
“the work programme shall be published in a national or, as the case may be, regional publication
" standardization activities. ) "

The work programme shall for each standard indicate, in accordance with any ISONET rules,

e classification yelevant to the sybject matter, the stage atizined in the standard’s development, and

= references of any International standards takt;,n as a basis. No later than at the time of publication

its work programme, the standardizing body skall notify the existence thereof to the ISO/IEC
formatlon Centre in Geneva.

The notification shall contain the name and address of the standardizing body, the name and
e of the publication in which the work programme is published, the period to which the work
ogramme applies, ils price (if any), and how and where it can be obtained. The notification may
sent directly to.the ISO/IEC Information Centre, or, preferably, through the relevant national member
international affiliate of ISONET, as appropriate. :

The national member of ISO/IEC shall make every cffort 1o become a member of ISONET

to appoint another body to become a member as well as 1o acquire the most advanced membership

pe possible for the ISONET member. Other standardizing bodies shall make every effort to associate
smselves with the ISONET member. \

Before adopting a standard, the standardizing body shall allow a period of at least 60 days
t the submission of comments on the draft standard by interested parties within the territory of a
ember of the WTO. This period may, however, be shortened in cases where urgent problems of
fety, heaith or environment arise or threaten to arise. No later than at the start of the comment period,
» standardizing body shall publish a notice annouacing the period for commenting in the publication
ferred to in paragraph J. Such notification shall include, as far as practicable, whether the draft
ndard deviates from relevantiinternational standards.

. On the request of any interested party within the territory of a Member of the WTO, the
indardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of a draft standard which
has submitted forcomments.. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of
livery, be the.same for foreign and domestic partics. .

The stan,gl_a'.niizing body shall take into account, in the further processing of the standard, the
mments received, during the period for commenting. Comunents received through standardizing bodies

at have accepted this Code of Good Practice shall, if so requested, be replied to as promptly as possible.
1e reply shall include an explanation why a deviation fram relevant international standards is necessary.

Once mqls;:l;ndard has been adooted, it shall be promptly published.

iu _
On the request of any interested party within the teritory of a Member of the WTO, the
indardizing body shall promptly provide, or arrange lo provide, a copy of its most recent wotk

ti
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programme or of a standard which it produced. Any fees charged for this service shall, apart from
the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic parties.

Q. The standardizing body shall afford sympathetic consideration to, and adequate opportunity
for, consultation regarding representations with respect to the operation of this Code presented by
standardizing bodles that have accepted this Code of Good Practice. It shall make an objective effort
to solve any complaints.
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AGRLEEMENT ON IMPORT LICENSING PROCEDURES

Members,
Having regard to the Multilateral Trade Negotiations;

Desiring to further the objectives of GATT 139%4;

Taking into account the particular trade, development and financial needs of developing
country Members; .

Recognizing the usefulness of automatic import licensing for certain purposes and that such
licensing should nar be used to restrict trade; .

Recognizing that import licensing may be employed to administer measures such as those
adopled pursuant to the relevant pravisions of GATT 1994;

Recognizing the provisions of GATT 1994 as they apply to import licensing procedurcs;

Desiring to cnsure that import licensing procedures are not utilized in a manner contrary-to
the principles and obligations of GATT 1994; - -

Recognizing that the flow ol international trade could be impeded by the inappropriate use of
impert licensing procedures;

Convinced that import licensing, particularly non-automalic jmport licensing, should be
implemented in a transparent and predictable manner;

Recognizing that non-automatic - licensing procedures should be no more administratively
bhurckensome 1han absoliiely neeessary Lo administer the relevant measure;

Desiring to simplify, and bring transparency to, the administrative procedures and practices
used in intemational trade, and 1o ensure the fair and equitable application and administration of such

procedures and praclices;

Desiring to provide for a consultative mechanism and the spcedy, effective and equitable
resolution of disputes arising under this Agreement; ’

Hereby agree as {ollows:

Article |
General Provisions
1. For the purpose of this Agrecment, import licensing is defined as administrative procedures’
nsed for the operation of impnrt licensing regimes requiring the submission of an application or other

do_cumcntation (other than that required for customs purposes) 1o the relevant administrative body as a
prior condition for inporiation inin the customs territory of the importing Member.,

I.. T ™ el i i I " . = L
Those proceduees referred to as “licensing” as well as other similar administrative procedures.
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2. Members shall ensure that the administrative procedures used to implement import licensing
regimes are in conformity with the relevant provisions of GATT 1994 including its annexes and
protocols, as interpreted by this Agreement, with a view Io preventing trade dislortions that may arise

from an inappropriate operation of those procedures, taking into account (he economic development
purposes and financial and trade needs of developing country Members.? ;

3. The rules for import licensing procedures shall be neutral in application and administered in a
fair and equitable manner,

4, (a) The rules and all information conceming procedures for the submission of
applications, including the eligtbility of persons, firms and institutions to make such
applications, the administrative body{ies) to be approached, and the lists of producis
subject lo the licensing requirement shall be published, in the sources notified to the
Commitiee on Import Licensing provided for in Article 4 (referred 1o in this
Agreement as "the Committee”), in such a manner as to enable governments’ and
traders to become atquainted with them. Such publication shall take place, whenever
practicable, 21 days prior to the effective date of the requirement but in all events not
later than such effective date. Any exception, derogations or changes in or from the
rules conceming licensing procedures or the list of products subject to import
licensing shall also be published in the same manner and within the same time
periods as specified above. Copies of these publications shall also be made available
to the Secretariat. T ' -

(b) Members which wish to make comments in writing shall be provided the opportunity
to discuss thése comments upon request. The concerned Member shall give due
consideration 1o these comments and results of discussion.

5. Application forms and, where applicable, renewal fgrms shall be as simple as possible. Such
documents and information as are considered sirictly necessary for the proper functioning of the
licensing regime may be required on application. :

6. Application procedures and, where applicable, renewal procedures shall be as simple as

possible. Applicants shall be allowed a reasonable period for the submission of licence applications.

Where there is a closing date, this period should be at least 21 days with provision for extension in

circumstances where insufficient applications have been received within this-period. Applicants shall

have to approach only one administrative body in connection with an application. Where it is strictly

/,i:}ispcnsablc to approach more than one administrative body, applicants shall not need to approach
ore than three administrative bodies. . )

Mﬁ" a;{lcfluw .
7. No application shall be refuscd(fn_.[@ documentation errors which do not alter basic data
conlained therein. No penalty greater than necessary to serve merely as a Warning shall be imposed in
respect of any omission or mistake in documentation or procedures which is obviously made without
fraudulent inteat or gross negligence,

8. Licensed imports shall not be refused for minor variations in value, quantity or weight from
the amount designated on the licence due to differences occurring during shipment, differences
ncidental to bulk loading and other miner differences consistent with normal commercial practice.

1 . . . - - .
o Nathing in this Agreement shall be taken as implying that the basis, scope or duration of a measure
betnp mq:n‘:-nmuu-d by liceasing procedure is subject 1o guestion under this Agreainent,
Pac e janpose ol this Agreement, the term "govemments” is deemed to include the competent
autheritres of the European Communities.
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9. The foreign exchange necessary to pay for licensed imports shall be made available to licence
lholders on the same basis as to importers of goods not requiring import licznces.

10.  "With regard to security exceptions, the provisions of Article XXI of GATT 1994 apply.

i, The provisions of this Agrcement shall nol require any Member to disclose confidential
infornation which waould impede faw enforcement or othenvise be conlrary to the public interest or
would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or privale.

Article 2
Automatic fmport Licensing'

1. Automatic import licensing is defined as import licensing where appr'oval of the application is
granted in all cases, and which is in accordance with the requirements of paragraph 2(a).

2. The following provisions®, in addition to those in paragraphs 1 through 11 of Article ! and
paragraph 1 of this Article, shall 2pply to automnatic import licensing procedures:

(a) automalic licensing procedures shall not be administered-in such a manner as to have
resticting effects on imports subject lo autematic licensing.  Automatic licensing,
procedures shall be deemed to have trade-restricting eficcts unless, inter nfia:

(i) any person, finm or institution which fulfils the legal requirements of the
importing Member for engaging in import operations involving products
subjeet to automatic licensing is equally eligible to apply for and te obiain
import licences;

applications for licences may be submnitted on any working day prior Lo the
cusioms clearance of the goods;

applications for licences when submitted in appropriéle and complete form
are approved immedizately on receipt, to the extent administratively feasible,
bul within a maximum of 10 working days; -

L) Members recognize that avtomatic import licensing may be necessary whenever other
appropriate procedurcs are not available. Auwtomatic import licensing may be
maintained as long as the circumstances which gave rise to its introduction prevail
and as lonp as its underlying administralive pirposes cannot be achieved in a more

appropriate way.

Article 3

! Thosc impon licensing procedures requiring a secwrity which have no restriclive effects on imporis
e 1o be considered as falling within the seope of paragriphs | and 2.

A developing country Member, other than a developing country Member which was a Party (o the
Agreement on Import Licensing Procedures done on 12 April 1979, which hag specific dilficulties with the
requirements of subparagraphs (aX(ii} and (a)(iii} may, upon notification to the Commilice, detay the application
of lllu.:;: sulbpnrngr-.\phs by nat more than e years from the date of eiitry inle force of the W10 Agrecment for
sl Member. -
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Non-Automatic Import Licensing -

l. The following provisions, in addition to those in paragraphs | through 11 of Article I, shall
apply to non-automatic import licensing procedures. Non-automatic import licensing procedures are
defined as imiport licensing not falling within the definition contained in paragraph 1 of Article 2.

L)
2. Non-automatic licensing shall not have trade-restrictive or -distortive effecls on imports
additional to those caused by the imposition of the restriction. Non-automatic licensing procedures
shall correspond in scope and duration to the measure they are used to implement, and shall be no
more administratively burdensome than absolutely necessary to administer the measure.,

3. In the case of licensing requirements for purposes other than the implementation of

quantitative restrictions, Members shall publish sufficient information ‘for other Members and traders
1o know the basis for granting and/or allocating licences.

4, Where a Member provides the possibility for persons, firms or inslitutions to request
exceptions or derogations from a Jicensing requirement, it shall include this fact in the information
published under paragraph 4 of Article I as well as information on how to make such a request and, to
the extent possible, an indication of the circumstances under which requests would be considered.

5. (a) Members shall provide, upon the request of any Member having an intercst in the
trade in the product concemed, ail relevant information concerning: -
(i) the administration of the restrictions;

(ii) the import licences granted over a recent period;
(iif)  the distribution of such licencas among supplying countries;

(iv)  where practicable, import statistics (i.e. value and/or volume) with respect to
the products subject. to import licensing. Developing country Members
would not be expected to Iake additional administrative or financial burdens

on this account;

(b} Members administering quotas by means of licensing shall publish the overal! amount
of quotas to be applied by quantity and/or value, the opening and closing dates of
quotas, and any change thereof, within the time periods specified in paragraph 4 of
Article I and in such a manner as to enable governments and traders 1o become
acquainted with them;

(c) in the case of quotas allocated among supplying countries, the Member applying the
restrictions shall promptly inform all other Members having an interest in supplying
the product concerned of the shares in the quota currently allocated, by quantity or
value, to the various supplying countries and shall publish this.information within the
time periods specified in paragraph 4 of Article | and in such a manner as to enable
governments and lraders to becqme acquainted with them; ‘

{h where sifualions arise which make it necessary to provide for an early opening date of
quotas, the information referred to in paragraph 4 ol Article } should be published
within the time-periods specified in paragraph 4 of Article | and in such a manner as
to enable governments and traders to become acquainted with them;

(c) any perso, firm or institution which fulfils the legal and administrative requirements
of the importing Member shall be equally eligible 10 apply and 10 be considered for a
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licence. 1f the licence application is not approved, the applicant shall, on request, ba
given the reason therefor and shall have a right of appeal or review in accordance
with the domestic legislation or procedures of the importing Member;

_the period for processing applicationseshall, except when not possible for reasons

outside the control of the Member, not be longer than 30 days if applicatinons are
considercd as and when received, i.e. on a first-come [jrst-served basis, and no longer
than 60 days if all applications are considered simultaneously. (n the latter case, the
period for processing applications shall be considered to begin on the day following
the closing date of the announced application period;

the period of licence validity shall be of reasonable duration and not be so short as to
preclude imports. The period of licence validity shall not preclude imports from
distant sources, except in special cases where imports are necessary to meet
unfloreseen short-term requirements;

when administering quotas, Members shall not prevent importation from being
effected in accordance with the issued licences, and shall not discourage the full

ulilization of quotas;

when issuing licences, Members shall take into account the desirability of issuing
licences for products in economic quantities; . -

in allocating licences, the Member should consider the import performance of the
applicant. In this regard, consideration should be given as to whether licences issued
to applicants in the past have been fully utilized during a recent representative period.
In cases where licences have not been fully utilized, the Member shall examine the
reasons for this and take these reasons into consideration when allocating new
licences. Consideration shall also be given to ensuring a reasonable distribution of
licences to new imporiers, taking tnto account the desirability of issuing licences for
products in economic quarntities. In this regard, special consideration should be given
to those importers importing producis originating in déveloping country Members
and, in particular, the least-deveioped country Members;

in the case of quotas administered through licences which are not allocated among
supplying couniries, licence holders® shall be free to choose the sources of imports.

In the case of quotas allocated among supplying countries, the licence shall clearly
stipulate the country or éountries; :

in applying paragraph 8 of Afticle 1, compensating adjustments may be made in
future licence allocations where imports exceéded a previous licence level.

Article 4

Institutions

There is hereby established a Committee on Import Licensing composed of representatives
from each of the Members. The Comminee shall elect its own Chairman and Vice-Chairman and
shall meet as necessary for the purpose of affording Members the opportunity of consulting on any
matters relating to he operation of this Agreement or the furlberance of its objectives,

foy . .
Swmetimes referred (o as “quata halders”,
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Article 5
Notification :
. o : \
I Members which institute licensing procedures or changes in these procedures shall notify the -
Commiftee of such within 60 days of publication.

2 Notifications of the institution of import licensing procedures shall include the following'
information:

-t

(a) list of products subject to licensing procedures;
(b) contact point for information on eligibility;
(c) administrative body(ies) for submission of apolications;

(d) date and name of publication where licensing procedures are published;
) ‘ i . T
{e) indication of whether the licensing procedure Is automatic or non-automatic
according to definilions contained in-Articles 2 and 3;

H in the case of automatic import licensing procedures, their administrative purpose;

{g) in the case of non-automatic import licensing procedures, indication of the measure
being implemented through the licensing procedure; and

ch) expected duration of the licensing procedure ifvthis can be estimated with ‘some
probability, and if not, reason why this information cannot be provided.,

3 Notifications of changes in import licensing procedures shall indicate the elements mentioned
above, if changes in such ocour.

4, Members shall notify the Committee of the publication(s) in which the information required
in paragraph 4 of Article | will be published, .

5. Any intcrested Member which considers that another Member has not notified the institution
of a licensing procedure or changes therein in accordance with the pravisions of paragraphs 1
through 3 may bring the matter to the attention of such other Member. If notification is not made
prompiiy thercafter, such Member may itself notify the licensing procédure or changes therein,
including all relevant and available information. ' .

Article ¢
Consulitation and Dispute Seitlement
Consultations and the settlement of disputes with respect to any matter affecting the operation

of this Agreement shall be subject to the provisions of Articles XX and XX1II of GATT 1994, as
claborated and applied by the Dispute Scttlement Understanding.

Article 7

)

-
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